PUTUSAN

Nomaor : 78 PK/PID2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memcrf'ksa ‘perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil pulusan
sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I-{U'I'_DMD MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO, tempat la-
hir di Jakarta, umur ; 36 tahun, lahir : 15 Juli 1902, jenis kelamin Laki-laki,
kebangsaan Indonesia, tempat tingeal di Talan Cendana No. 8/12 Jakarta

Pusat, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Mantan Komisaris Utama PT,
Goro Batara Sakti);

Femohon penmjauan kembali birada di luar tahanan:
Mahkamah Agung tersebut; =

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umnum pada Kejaksaan Neperi
Jakarta Selatan yang berbunyi sebagai berikut -

PRIMAIR:

F:ﬂhwa ia Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam
kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti dan/atau sebagai
pemegang saham 80% berdasarkan Akte Notaris No. 27 tanggal 10 Mei 1991
dan dirubah dengan Akte Notaris No. 48 tanggal 9 September 1996, bersama-
sama dengan saksi M. Ricardo Gelael bin Dick Gelael dan saksi Prof. DR. Ir.
Beddu Amang, MA. (masing-masing disidangkan sebagai terdalowa dalam
pnrkar:-.; tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut turut
sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada tanggal 17 Februari 1995 sampai dengan
tanggadl 4 Mei 1998 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995
sampai dengan tahun 1998, di kantor Badan Urusan Logistik {Bulog) Jalan Ga-
tot Subroto No. 49 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tempat lain
di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya Peng-
adilan Negeri Jakarta Selatan berwenangan untuk memeriksa dan mengadilinva,
dengan rnn]amn hukum, melzkukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain, atau suaty badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugi-
kan kevangan Negara, atau diketahui atau patut disangka olchnya bahwa per-
buatan tersebut merugikan keuangan Megara atau perekonomian Megara yong
dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi Beddu Amanp dan saksi H.M,
Ricardo Gelael dengan cara sebagai berikut :
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— Pada tanggal 16 Fcbruari 1995 saksi Beddu Amang di dilantik sebagai
Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 61/Tahun 1995 tangeal 10 Februari 1995;

— Keesokan harinya yaitu pada tanppal 17 Februari 1995, di kantor Badan

Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto Mo, 49 Jakarta.Selatan saksi
Beddu Amang membuat Memorandum of Understanding (Mol) MNomor
001/Bulog-SAS/T1/1995 dengan Terdakwa yang bermaksud akan meruilsfap
{tukar menukar barang milik/kekayvaan Megara) lahan milik Badan Urusan
Logistik {Bulog) berupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang yang
terletak di Kelapa Gading Jakarta Ulara seluas #+ 50 ha. dikenal umum sebs-
gai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut
sebapai lahan), sedanpgkan sebagai lahan pengpanti Terdakwa inenyediakan
sebidang tanah seluas £ 125 Ha, di Kawasan dengan peruntukan pergudang-
an sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik, pe-
ngurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh
Terdakwa;

— Sewdkiu membust Mol Nomor (01 /Balog-SASAIV 1995 tanpweal 17 Februan

1995 tersebut, unit pemakai barang yaim Kadolog Jaya belum mengajukan
permohonan fukar menukar essed Bulog torsebutl secara berjenjang kepada
saksi Beddu Amang selaku Kepala Badan Urusan Logistik disertai dengan
data pendukung mengenai asser yang akan dilepas dan data rencana assef
pengpanti, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sub s ayat (1), (2) lampir-
an keputusan Menter] Keuangan Republik Indonesia Mo, 350/ ME.03/1994
tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik kekayaan
Mepara;

- Menindak lanjuti MolU Momor 001/Bulog-SAS/A/1995 tanggal 17 Februari
1995 tersebut, atau setidak-tidaknya untuk tujuan tukar menukar barang/
milik kekayaan Megara (Badan Urusan Logistik) dengan Terdakwa, saksi
Beddu Amang membuat surat kepada Menteri Kevangan yaitu Surat Momor
B-628/11/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dengan menunjuk Surat Menpangan
Nomor B-87/Menpangan/y/1994 tanggal 16 Mei 1994, perihal Ruilslag Gu-
dang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur dimana saksi Beddu
Amang mengajukan vsulan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara
{Ruilslag) tanah milik Badan Urusan Logistik berupa tanah seluas 48 Ha,
dengan jumlah Unit Gudang 76 Unit @ 350 Ton dengan alasan :

a. Lingkungan komplek gudang Bulog Kelapa Gading berkembang menjadi
daerah pemukiman/perumahan penduduk Real Estate Kelapa Gading)
yang cukup padat, sehingga sistim pengelolaan gudang vang erat hubungan-
nya dengan Trearment Fumigasi menjadi terhambat;

b. Warga sckitarnya sudsh sering menyampaikan keberatannya, baik di-
lakukan melalui surat maupun mass media, dan terakhir pada tahun 1991
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dan 1992 warga Kelapa Gading mengadukan masalah pencemaran ling-
kungan kepada Gubernur DKI Jakarta;

c. Lalu lintas pada jalur pelabuhan Tanjung Priok ke komplek pergudangan
Kelapa Gading melalui Jalan Laksanama Yos Sudarso Jalan perintis Ke-
merdekaan Komplek Perumahan/Pertokoan Kelapa Gading sangat padat,
sehingga pada siang hari secara keseluruhan jalur tersebut tidak dapat
dilalui kendaraan Truk Gandeng, hal tersebul mengakibathan lamanya
wakiu bongkar muat di Pelabuban Tanjung Priok, sehingpa menimbulkan
demurage dan tingginya ongkos anghkut yang akhimya secara langsung
sangat merugikan Bulog, bahwa alasan yanp diajukan saksi Beddu
Amang tersebut bertentangan dengan alasan tukar menukar barang/milik
kekayaan Negara sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam lampiran
Surat Keputusan Menteri Kevangan RI Nomor 350/KME/03/1994 tang-
gal 13 Juli 1994 butir (d) adalah;
|. Lahan tersebut terkena planologi;

2. Lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal;

3. Monystukan assel yang lokasinyn lerpencar wntuk memudahkan
koordinast dan dakan rangka elesicnss,

4.  Memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat per-
kembangan Crpanisasi;

5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategi
Hankam;

Tukar menukar dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana

untuk keperluan memenuhi kebutuhan Departemen atau lembaga tidak

tersedia dalam APBN;

Surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/11/06/1995 tangal 08 Juni 1995
yang ditujukan kepada Menteri Keuvangan RI tersebut menyatakan pula
bahwa :

Asset Pengganti :

= Luas lahan 150 Ha untuk gudang;

= 3 Hauntuk Kantor;

= Jumlah unit gudang 120 Unit @ 3500 ton;

= Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi; = Kantor Jalan Jendral A
Yani Jakarta; :

Assef Lama :

Luas Lahan 48 Ha;

Jumlah unit gudang 76 buah (@ 3500 ton;

Lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Ulara,
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Melengkapi Surat Nomor B-G2Z8/11/06/ 1995 tanggal 8 Juni 1995 saksi Beddu
Amang membuat Memorandum tanggal 25 Juli 1995 dan mengirimkannya
kepada Menteri Keuangan RI dimana saksi Beddu Amang menyatakan
bahwa menurut Bapak Presiden (ayah kandung terdakwa) rencana ruilrlog
tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro, dimana
terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham se-
bamyak 8%,

Berdasarkan surat saksi Beddu Amang Momor B-628/11/06/1995 tanggal 08
Juni 1993 dan Memorandum saksi Beddu Amang tanggal 25 Juli 1995 yang
isinya berbunyi "menurut Bapak Presiden rencana ruilslop tersebut dapat
diteruskan denpan bekerja sama dengan PT. Goro”, Menteri Kenangan RI1
membuat surat kepada Presiden RI vaitu surat Nomor S-464/ME.03/1995
tangpal 31 Juli 1995 yang isinya meneruskan alasan-alasan ruifsfag yvang
diajukan oleh saksi Beddu Amang, yang kemudian dijawab oleh Presiden 1
melalui Menteri Sekreraris Nepara Moerdiono denpan surat Nomor B-
230/M.Sesneg/10/1995 tanggal | Oktober 1995 yang ditujukan kepada
Menterl Keuangan £ yang isinya ienyvatakan pada pringipnve Bapak Presi-
den B menyetnhii usul Menteri Keuangan mengenal remcana tukar menukiar
tanah seluas 592.315 m” sertifikat No. § beserta banpunan gudang di atasnya
milik Bulog di Kelapa Gading Barat Jakarta Utars dan sebagai pelaksana
ditunjuk PT.Gore Batara Sakti,

Mendahului Surat Presiden RI melalui Surat Menteri Seloetaris Negara No-
mor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1993, yailn pada tanggal
Il Agustus 1995, saksi Beddu Amang membuat kembali Memorandum of
Understanding (Moll) denpan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro
Batara Sakti dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro
Batara Sakti, pada hal pada waktu itu Terdakwa mengetahui betul, bahwa
Bulop masib terikat masalah ruifslag- dergan PT. Sekar Artha Sentosa sesuai
dengan Memorandum of Understanding (Moll) Nomor 001/Bulog-SAS/II/
95 tanggal 17 Febroar 1995;

Dalam Memorandum of Understanding (MolU) tangea! 11 Agustus 19595
tersebut dinyatakan bahwa saksi, Beddu Amang selaku Kabulog pemilik atas
sebidang tanah dan gudang yang terletak di Jokarta Ultara seluas & 50 Ha
dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara beserla
turutan-turutannya terdiri dan tanah seluas = 50 Ha, Gedung Kantor Dolop
Jaya seluas 7.909 m® serta 76 Unit Gudang dan Sertifikat Hak Milik No. 5
padahal tanah tersebut adalah hak pakai No. 5 tahun bukan hak milik Mo, 5
sedangkan Terdakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael akan menyvediakan se-
bidang tanzh yang terletak di Kawasan Marunda Bekasi seluas + 130 Ha se-
suai dengan peruntukan pergudangan di Lokasi yang diminta oleh Hadan
Urusan Logistik (Bulog), pengurusan pembebasan tanah sampai keluar serti-
fikatnya skan dilakukan oleh terdakwa dan saksi H M. Ricardo Gelael | se-
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dang untuk perkantaran pengganti Kantor Dolog Jaya disediakan di tanah
Jalen A. Yani scluas + 3 Ha! untuk menindak lanjuti kesepakatan (Moll)
tanggal 11 Agustus 1995 iy, saksi Beddu Amang membentuk Tim Bulog
dan Terdakwa bersama saksi HM. Ricardo Gelael membentuk Tim Counter-
pari PT. Goro Batara Sakti untuk menuntaskan rencana serta merealisasikan
Memorandum aof Upderstanding (Mol) tersebut dalam waktu yang sc-
singkat-singkatnya, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah mem-
buat Tim Counterpart PT, Goro Batara Sakti, demikian pula saksi Beddu
Amang tidak pula membuat Tim Bulog untuk merealisasikan MolJ tanpgeal
11 Apusius 1995 tersebut;

Fada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Keuangan Bl membuat surat
kepada saksi Beddu Amang selsku Kabulog yaitu swat Nomor S-T60/
MESD3/1995 yang isinva pads prinsipnya . menyenijui  tukar menukar
(ruifslag) sebagaimona tercantum dalam surat saksi Beddu Amang selaku
Kabulog Momor B-6Z8/11/ 06/1995 fanpgal 08 Juni 1995, dengan me-
nyatakan “salanjuinya dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan kekayaan negarn, dolam pelaksanaan tukar mentbkar lersebut
agar mengikuti ketentuan sebagaimana distur dalam Kepulusan Menleri
Keuangan BRI Nomor 350/KME.03/1994" vaitu

a. Agar saksi Beddu Amang (Kabulog) mengajukan rencana kebutuhan
assel pengganti disertai perkiraon biays untuk dibahas bersama antara
Departemen Keuangan Cq. Dirjen Angparan;

b. Selanjutmya untuk menctapkan nilai assel yang akan dipertukarkan perlu
dibentuk Panitia Penaksic Interdep yang angeotanya terdiri dari unsur
Bulog 4 (empat) orang. Dirjen Anggaran 2 (dua) orang, Sekretarial
Megara, Departemen PU, Cq. Ditjen Cipta Karya dan Badan Pertanahan
Masional;

c. Pengadaan asset pengganti yang discdiakan oleh pihak ketipa harus
mengikuli standar pengadaan barang untuk kepentingan Megara dan da-
lam pelaksanaan pembangunannya agar ditunjuk Pengawas Teknis yang
bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan;

d. Pelaksanaan tukear menukar agar dituangkan dalam suatu Berita Acara
dan baru dapat dilakukan apabila:

1. Asset pengganti telah selesal dibangun secara lengkap sesuai dengan
perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Penilik yang ang-
gotanya terdiri dari unsur-unsur Bulog, Ditjen Anggaran dan Depar-
temen Pekerjaan Umum;

2. Aset penpeanti telah siap digunakan oleh Bulog baik secara phisik

maupun secara administratif

Sehubungan dengan proses tukar-menukar barang/milik kekayaan Megara
(ruifslag), bertentangan dengan ketentuan ridlslag sebagaimana diatur dalem
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butir T angka 1, 2 dan 3 lampiran Keputusan Menteri Keuangan Na 350/
KMEK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, denpan alasan peminjaman gudang
Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara sambil/memmggu turdnnya Surat
Keputusan Presiden, Direktur Utama PT. Boro Batara Sakti, yaitu saksi H.M.
Ricardp Gelael membuat surat kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam
pudang  sebanyak 14  pudang  berdasarkan  surat  terdakwa  Nomor
DI%GBESN VI 995 tangeal 29 Agustus 1993, dimana sebelumnya secara
tanpa hak terdakowa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sudah mendapat pinjam-
an 2 {dua) pudang milik Bulog ke-16 {enam belas) gudang tersebut hendak
dibongkar dan digunakan olch Terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelaet
untuk merulai kegiatan pecmbangunan Pusat Perkelakan Goro kareua menu-
rul isi surat lersebut target penyelesaian pembangunan pusat perkulakan
Goro tersgbut hanis diselesaikan dalam bulan Januari 1996, namun sampai
tanggal 22 September 1995 surat tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Bedda
Amang, karena surat tersebut hanya ditandatangani oleh saksi H.M. Ricardo
Gelael tanpa mengaitkan nama terdalowa, sehinpgea saksi H.M. Ricardo
Gelas] membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang menyvusuli sural No
mor QIYGESMAVITIVSS angeal 29 Apustus 1995 dengan alnsan yang sama,
yaitu surat Momor 026/GBS/IX/1595 tangeal 21 September 1993, kalt ini su-
rat tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro
Batara Sakti, surat tersebut menyatakan bahwa jadwal rencana pembangunan
pusat perkulakan terrcbut sangat ketat;

Ofeh karena surat saksi H.M. Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang,
yaitu surat Nomor D2.6/GBS/IX/1995 tanppal 21 September 1995, ditemn-
buskan kepada terdakwa, dengan lergesa-gesa, yaitu pada keesokan harinya-
tepatnya padz tanggal 22 September 1995, saksi Beddu Amang melzlui
Deputi Penpadaan Bulog saksi Mohammead Amin langsunpg menjawab surat
tersebut yaitu surdt Nomor B-98R/111/9/1995 1anggal 22 September 1995
yang isinya pada pokoknya mengatakan denpan “berat hati'" Bulop tidak da-
pat sepenuhnya memenuhi permintaan terdakwa dan saksi H.M. Ricardo
Gelael tersebut karena kebutuhan space gudang di Dolop Jaya sangat hesar
dan bahkan untuk mengeover kebutuhan space gudang, Bulop terpaksa
menyewa pudang swasta sebanyak = 58,600 ton namun demikian permintaan
tersebut tidak seluruhnya ditolak, dengan meminjamkan gudang Sunter A
Mo. 03 dan 04, sehingga terdakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael atau badan
hukum PT. Goro Batara Sakti beihasil mendapatkan tambahan 2 (dua) unit
pudang lagi dan jumlahnya menjadi 4 (empat) unit gudang, padahal surat
yang tidak ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro
Batara Sakti, yaitu sural Momor 019/GBS/VIIL9S tangeal 29 Apustus 1995
dengan isi yong sama tidak ditanggapi sama sekali oleh saksi Beddu Amang,
lain halnya surat yang ditembuskan kepada terdakwa yaitu surat Nomor :
026/GBS/1X/1995 tanggal 21 September 1995, keesokan harinya yaitu tang-
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gal 22 September 1995 langsung ditanggapi oleh saksi Beddu Amang dengan
surat Nomor B.988/111/9/1995 tanggal 22 September 1993,

Melihat betapa cepat dan tanggapnya saksi Beddu Amang terhadap surat
H.M. Ricardo Gelael Nomar 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995
dengan tembusan kepada terdakwa dan karena saksi HM. Ricardo Gelael
serta terdakwa merasa belum culup mendapatkan 4 (empat) gudang Bulog
tersebut, kemuodian membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang selaku
Kabulog vang tembusannya jupa diberikan kepada terdakwa yain surat No-
mor 03 1/GBS/IX/1995 1angeal 27 September 1995, yang isinya pada pokok-
nva menvatakan bahwa saksi H.M, Ricardo Gelael telah menerima sura: Ka-
bulog Mo, B-988/111/09/95 mngpal 22 September 1995 vang ditandatangani
oleh Deputi Pengadaan Bulog saksi Moh. Amin vang turut dilampirkan da-
lam surat tersebut dalam surat mana disebutkan “namun dapat kami sampai-
kan pula bahwa beberapa wakiu vang lalu kami telah mengadakan pembi-
caraan dengan Bapak (maksudnya spksi Beddu Amang) melalui telepen di-
mana pada prinsipnya Bapak dapat menyetujui permohonan kami untuk
meminjamkan 6 (ensm) unit gudang Bulog terlebih dabwlu, vaitu gudang
Nomor 111 sampai ‘dengan Nomatr VI di lokasi pergudangan Sunter A sc-
hingga total gudang yang akan kami pinjam menjadi 8 (delapan) gudang,
mohon kiranya Bapak dapat memberikan surat persetujuan kepada kami atas
hal tersebut di atas, mengingat persiapan pembanpunan pusat perkulakan dan
distribusi sudah matang saat ini"';

Kemudian surat tersebut disusul lagi dengan surat saksi H.M. Ricardo Gelael
vang ditujukan kepada saksi Beddu Amang vaitu surat No. 033/GBS/X/95
tanggal 5 Oktober 1995, yang kembali ditembuskan kepada terdakwa, surat
tersebut menyatakan bahwa PT. Gore Balara Sakti tetap minta kebijakan
saksi Beddu Amang untuk segera memberi izin peminjaman 4 (empat) gu-
dang lagi puna memenuhi kebutuhan PT.Goro Batara Sakti;

Pada tangpal 12 Oktober 1995 Direktur Utama PT. Goro Batara Sekti yaitu
H.M. Ricardo Gelael membuat Memorandum Nomor 05/GBS/X/%5 tangpal
12 Oktober [995, perihal hasil rapat mengenai pudang Dolog Kelapa
Gading, yang menyatakan penposongan gudang Mo, 111 sampai dengan Mo,
VI, karena telah diserujui saksi Beddu Amang selaku Kabulog, padahal
saksi Beddu Amang tidak berhak untuk menyetujui pengoseongan gudang
milik Bulog Nomaor 111 sampai dengan Nomor VI itu, apalagi dilakukan
oleh pihak swasta yaitu terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;

Bersamaan dengan Memorandum tanggal 12 Oktober 1995 itu saksi H.M.
Ricardo Gealel membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang yang juga
ditembuskan kepada terdakwa yang isinya meminta agar saksi Beddu Amang
menyetujui permohonan peminjaman 4 {empat) gedang MoV sampai dengan
Mo, VIII dan berdasarkan surat Womer B-1106/11/10/1995 tangpal 18 Okto-
ber 1995 dan dengan merjuk surat saksi H.M. Ricardo Gelae] yang ditem-
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buskan kepada terdakwa Nomor 03 1/GBS/1X/95 tanggal 27 September 1995
secara tanpa hak saksi Beddu Amang menyetujui peminjaman 6 (enam) gu-
dang Bulog Sunter itu kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;

Dengan menunjuk kepada Memorandum of Understanding tanggal 11
Apgustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa dan saksi .M.
Ricardo Gelael mengenai ruilslag Komplek Pergudangan Bulog di Kelapa
Gading Jakarta Utara, saksi H.M. Ricardo Gelael, memerintahlan saksi
Ariesto Priambodo membuat sural kepada saksi Beddu Amang vaity surat
Nomor 004/GBS/1/96 tanggal 15 Januari 1996 yang isinya pada pokoknya
minta izin pembongkaran Gudang Dolop Jaya Nomor 111 sampai dengan VI
untuk realisasi pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading;

Selain ity saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat Momor 008/GRS/L96
tanggal 24 Januari 1996, yang juga ditembuskan kepada terdakowa, surat ter-
sebut melanjutkan surat saksi H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/95
tanggal 21 September 1995 dan menunjuk pula surat saksi Beddu Amang
MNomor TH06/111/10/1995 tangeal 18 Oktober 1995 yang menyetujui tambah-
an o (enany) guding sehinggn yang disetujul sakst Beddu Amang totn] B
(delapan) unit gudang kepada terdakwa dan saksi 1LM. Ricardo Gelael,
melalui surat Nomor 008/GRS/1/96 tanggal 24 Januari 1996 tersebut, saksi
H.M. Ricardo Gelael mengajukan kembali peminjaman untk & (delapan)
unit gudang lagi guna memenuhi kebutuhan dalam rangka membangun pusat
perkulakan Goro, dengan alasan jadwal pembangunan Pusat Perkulakan
Goro Kelapa Gading itu sangat ketat;

Pada akhir bulan Januari 1996, terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelnel
mulai melakukan kegiatan pengosongan gudang milik Bulog atau milik
Dolog Jaya, untuk kemudian dibongkar oleh Terdakwa bersama saksi H.M.,
Ricardo Gelael dan selanjutmya di bangun pusat Perkulakan Goro Kelapa
Gading Jakaria Utara, padahal terdakwa maupun saksi HM. Ricardo Gelacl
lidak berhak mengosongkan dan melakukan pembongkaran gudang Bulog/
Drolog Jaya tersebut apapun alasannyn;

Melihat kepiatan terdakwa saksi H.M. Ricardo Gelael yang telah memulai
xegiatan pengosongan danfatau pembongkaran gudang milik Bulog atau
milik Dolog Jaya tersebut, Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis
melalui surat Nomor B-162/111/02/1996 dari surat Nomor B-165/1102/
1996 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta kepada terdakwa maupun
kepada saksi H.M. Ricardo Gelael atau kepada pihak PT. Goro Batara Sakti,
untuk tidek merubah/menambah atau memindahkan asset Bulog yang akan di
ruilslag, namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa, maupun saksi H.M.
Ricardo Gelael dan bahkan pada tanggal 29 Februari 1996, melalui surat
Nomor 038/GBS/11/96, saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat kepada
Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta melalui kepala BPN Jakarta Utara yang
isinya mengenai permohonan rekomendasi dalain rangka penyclesaian Surat
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Izin Penunjukan Penggunsan Tanah (SIPPT), sehubungan dengan rencana
pembangunan pusat perkulakan Goro di Kelapa Gading, surat tersebut
ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara
Sakti, surat tersebu! untuk mengingatkan kembali surat saksi Beddu Amang
melalui Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis yaitu sural Nomor B-
1230/IVXI1995 tangeal 24 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kepala
Badan Pertanahan Masional (BPN) Jakarta Utara untuk meminta rekomen-
dasi SIPPT untuk merealisir pembangunan Multi Grosir PT, Goro Batara
Sakti di Kelapa Gading Inkaria Utara;

Sejak bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996, secara tanpa
hak terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael, secara beriahap melaku-
kan pembongkaran 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog atau milik Dolog
Jaya dan secara bertahap melakukan pembangunan pusat perkulakan Goro
Kelapa Gading Jakarta Utara di atas lahan milik Bulog seluas 8 Ha senilai
Rp.23.560.000.000- (dua puluh tiga milyer lima ratus enam pulub juta
rupiah) dan pada bulan Oktober 1996 pusat perkulakan Goro Kelapa Gading
Jakarta Utara tersebut diresmikan oleh Presiden Socharte vang dihadid juga
oleh lerdakwi, saksi Beddu Amang dan saksi .M, Ricardo Gelael. padahal
terdakwa etaupun pihak badan hukum PT. Goro Batara Sakti belum menye-
rahkan assef pengeanti yang telah selesai dibangun dan siap pakai, sesuni
dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kevangan Nomor
Kep.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994, maupun perjanjian ruilslag
yang dibuat Terdakwa melalui saksi HM. Ricardo Gelael dengan saksi
Beddu Amang, yanz menyatakan bahwa asser Bulog baru dapat diserahkan
setelah asser pengzanti selesai dibangun, siap dipakai setelah diteliti oleh
Tim Peneliti baik fisik maupun administrasi, namun sebelum menyerahkan
assef pengeanti sebagaimana dimaksod di atas, terdabowa dan saksi H.M, Ri-
cardo Gelael telah menggunakan sebagian asser yang dirwilsfag yaitu tanah
seluas & Ha, yang di atasnya didirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa
Gading, selain melakukan pembongkaran terhadap 11 (sebelas) unit gudang
milik Bulog terssbut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael secara tanpa
hak mempergunakan 1 (satu) gudang Bulog atau Dolog Jaya untuk Kantor
PT. Goro Batara Sakti dan 4 (empat) gudang lainnya untuk gudang PT. Goro
Batara Sakti secara tidak sah, dan untuk menampung atau menyimpan barang
barang milik Bulog yang tadinya disimpan dalam gudang yang dibongkar
tersebut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, menyewakan gudang,
namun setelah pusal perkulakan Goro Kelapa Gading selesai diresmikan dan
mulai operasional, sewa gudang tempat penyimpanan barang barang milik
bulog tersebut dengan sengaja tidak mau lagi dibayar oleh terdakwa dan
saksi .M. Ricardo Gelael, dan supaya barang barang milik Bulog tersebut
dapat disimpan dengan baik dan aman, maka Negara dalam hal ini Bulog
terpaksa mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa gudang yang se-
harusnya dibayar oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut se-
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besar Rp.6.200.766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh
enam ribu rupiah};

Puing-puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik
Bulog atau milik Dolog Jaya itu kemudian secara tanpa hak dijual oleh ter-
dakwa ataupun saksi HM. Ricardo Gelael atau oleh pepawainya atan oleh
pihak PT. Goro Batara Sakti, dan uang hasil penjualan puing-puing ataupun
besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog
Faya tersebut senilai Rp.7.017,120.000,- (tujuh milyar tujuh belas juta serarus
dua puluh ribu rupiah) dimiliki oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael
selaku pemegang saham PT. Goro Batara Sakti atau dimiliki/'untuk menam-
bah kekayaan badan hukum PT. Gore Batara Sakti secara tidak =ah:

Selain itu antara bulan Januar 1996 sampai dengan Juli 1996, Terdakwa
bersam saksi H.M. Ricardo Gelael, mengajukan kredit kepada Bank Bukopin
sebanyak Rp.20.000,000.000,- (dua puluh milyar rupiah) denpan agunan atan
Jaminan surat tanah berupa girik seluas + 25 Ha yang terletak di Marunda Ja-
karta Utara milik saksi Mokiario;

Permohongn kredit tordabown bersama saksi, H.M. Ricardo Gelael tersebut
tidak dapat dikabulkan oleh Dank Rukopin karena janinannya hunya berupa
surat tanah yang masih girik, dan karena permohonan kredit tersebut ditolak
oleh Bank Bukopin maka terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau salah
satu dari mereka melaporkannya kepada saksi Beddu Amang dan minta agar
saksi Beddu Amang membantu terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael
mendapatkan kredit Rp.20.000.000.000,~ (dua puluh milyar rupiah) yang
diajukan oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut kepada
Bank Bukopin, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang mengganti
jaminan atau agunan surat tanah berupa girik seluas 25 Ha yang terletak di
Marunda Jakarta Utara tersebut dengan menjaminkan deposito Bulog sebesar
Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan memerintahkan
saksi Ruskandar untuk melaksanakannya;

Atas perintah saksi Beddu Amang kepada saksi Ruskandar untuk menja-
minkan Deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar
rupiah) di Bank Bukopin tersebut, maka Bank Bukopin mengabulkan kredit
terdakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua
puluh milyar rupizh), untuk itu pada tanggal 5 Juli 1996 terdakwa membuat
surat persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk menerima atau
mengambil  uang  pencairan  kredit di Bank Bukopin  sebesar
Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito
Bulog Rp.23,000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dan pada tanggal
18 Juli 1996 Terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo
Gelael untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto dalam
rangka membeli tanah di Marunda sebanyak 60 Ha, dengan mempergunakan
uang hasil pinjaman (kredit) Bank Bukopin sebesar Rp20.000.000.000.-
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(dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito Bulog sebesar
Hp23.000.000.000- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian saksi
H.M. Ricardo Gelael memberikan kuasd terssbut kepada saksi 1<en Laksono
Diirektur Keuangan PT. Goro Batara Sakti untuk membuat perjanjian penda-
huluan dengan saksi Hokiarto didepan Notaris Ny, Emmy Hartati Yunizar,
SH., yang leruang dalam akie Mo, 112 tanggal 19 Juli 1996 yang isinya pada
pokoknya menyatakan bahwa saksi Ken Laksono dari PT, Goro Batara Sakti
membeli tanah kepada Hokiaro sebanyak 60 Ha seharga Rp.§0.000,+/ m®
(delapan pulul ribu rupiah per meter persegl) untuk itu saksi Hokiarto harus
mencarikan tanah lagi seluas 35 Ha, karenz tanah milik saks) Hokiarte di
Marunda Jakarta Utara seluas 25 Ha sudah diserahkan surat-suratmya kepada
terdakwa atau kepada saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun kepada badan hu-
kum PT. Goro Batara Sakti, untuk itu saksi Hokiarto menerima pinjaman
uang sebanyak Rp20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) dari saksi
H.M. Ricardo Gelael melalui saksi Ken Laksono ataupun dari salah seorang
karyawan PT.Goro Batara Sakti dengan bunza 18,5%/tzhun, belakangan
vang tersebut diambil kembali oleh saksi H.M. Ricardo Gelael sebanvak
Bop 3750, 000.000,- (tiga milyar tyuh s e puluh i rupiah) sehingpa
uzng terscbut bersisa pada saksi Hokiano sebesmr R 16.250.000 000 {enam
belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada saat kredit terdakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael di Bank Bukopin
tersebut jamb tempo, temyata terdakwa bersama saksi HM. Ricarda Gelael
dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya di Bank Bukopin sebanyak
Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito
Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), untuk itu pihak
Bank Bukopin mencairkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua
puluh tiga milyar rupiah) yang dijaminkan/disgunkan tersebut untuk menutup
pinjaman terdakwa dan saksi H. M Ricardo Gelael kepada Bank Bukopin se-
besar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupizh), uang tersebut sebesar
Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
dipergunakan olch terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelae) atan badan hu-
kum PT. Goro Batara Sakii untuk membeli tanah dari saksi Hokiarto di
Marunda Jakarta Utara;

Sekitar bulan Oktober 1996, saksi Hokiarto bertemu dengan saksi Beddu
Amang, pada saat itu saksi Hokiaro mengatakan telah mengadakan perjan-
jian jual beli tanah di Marunda dengan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun
dengan pihzk FT. Goro Batara Sakti scbagaimana tertuang dalam Akte No.
112 tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat di depan Notaris Ny. Emmy Hartali
Yunizar, SH. dan saksi Hokiarto menyatakan telah kehzbisan uvang untuk
membayar para pemilik tanah, sedangkan saksi Hokiarto hanya menerima
uang dari saksi HM, Ricardn Gelael sebanyak Rp.16.250.000.000,- {enam
belas milyar dua ratus lima puluh juta rupish) hargs tanzh yang disepakati
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dengan saksi H.M. Ricardo Gelael adalah Rp.80.000,-/m? untuk tangh seluas
60 Ha;

Menanggapi perkataan saksi Hokiarto terschut, saksi Beddu Amang menga-
takan kepada saksi Hokiarto menyetujui dan mendukung saksi Hokiarto un-
tuk penpadaan tanah tersebut bagi PT. Goro Batara Sakti dan saksi Beddu
Amang mengatakan agar jumiah tanah tersebut dinaikkan dari jumlah 60 Ha
menurut aktc No. 112 tanggal 19 Juli 1996 menjadi 71,2 Ha, untuk itu secara
tanpa hak saksi Beddu Amang memberikan uang milik Bulog sebesar
Ep.32.500.000.000,-(tiga puluh dua milyar lima ratus juta mupiah) untuk
menambah vang yang diterima saksi Hokiarto dari terdakwa atau saksi H.M.
Ricardo Gelael untuk membeli tanah s=banyak 60 Ha sesuai dengan akie Mo,
112 tanggal 19 Juli 1996 puna membeli tanah di Marunda Jakarta Utara se-
luas 71,2 Ha;

Tanpa terlebih dabulu membuat dan menpajukan rencans kebutuhan fisik
asvet penggantj yang disertai perkirzan biaya untuk dibahas bersama antara
Departemen Keuangan, Cq. Dirjen Anggaran dengan pihak Badan Urusan
Loglstik selingaimana ditentukan dalam butir d anghka (1), (2) dan (3) lampi-
ran- Keputuzan Memteri Keusngan No 3SO/KME.03/1994 imnggal 13 Jub
1994, jo. butir a Surat Menteri Keuangan kepada saksi Beddu Amang No. §-
760/MK.03/1995 tanpgal 22 Desember 1995 dan pada tanggal 26 Marel
1996, saksi Beddu Amang telah membentuk 7im Interdept yang bekerja
menilai asset Bulog yang hendak dilepaskan dan assert pengaanti dari PT.
Goro Batara Sakti, dan Tim Interdept mulai bekerja sefak dibentuk dengan
didampingi dan dibiayai oleh terdakwa atau saksi H.M, Ricardo Gelael atau
PT.Goro Batara Sakti, dan Tim Interdept selesai bekerja serta menanda-
tangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran asser yang discrzhkan dan
asset pengganti pada tanggal 20 Desember 1996 vang isinya antara lain 7im
Interdept menyerahkan hasil kerjanya berupa asser Bulog yang hendak
dilepas berupa tanah + 50 Ha dan gudang sebanyak 76 unit, padahal pada
waktu menandatangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran asser tersebut,
asset Bulog telah berkurang scbanyak § Ha karena terdakwa ataupun saksi
HM. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti telah
mendirikan Pusal Perkulakan Goro Kelapa Gading di mtasnys dan gudang
Bulog bukan lagi 76 Unit, akan tetapi tinggal 60 pudang karena 11 gudang
sudah dibongkar oleh terdakwa bersam saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh
Badan Hukuni PT. Goro Batara Sakti untuk mendirikan pusat perkulakan
Goro Kelapa Gading serta 5 gudang lainnya dijadikan Kantor dan Gudang
PT.Goro Batara Sakti yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan
Oktober 1996 dengan dihadiri oleh terdakwa dan saksi Beddu Amang sertla
saksi H.M. Ricardo Gelael;

Pada tanggal 15 Oktober 1996, saksi Beddu Amang membuat surat No.B-
8T2/11/09/1996 perihal rencana kebutuhan asser pengganti dan penetapan
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asset pudang Bulog di Sunter yang dipertukarkan yang ditandatangani oleh
Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis, untuk itu terbit surat Menteri
Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No. 5-5661/A/53/1296 tangpal 9 Desember
1996 beserta lampirannya tertanggal Desember 1996, tentang persetujuan
pelaksanaan tukar-menukar dan bangunan milik Bulog di Kelapa Gading Ja-
karta Utara, dimana seharusnya lampiran Surat Menteri Keuangan Cq, Dirjen
Anggaran tersebut menjadi acuan Tim [nterdepr untuk menilai asser yang
hendak dilepas dan asset pengganti, namun karena Tim Interdept telah sele-
sai bekerja, Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No.S-5661/
AJ53/1296 tanggal 9 Desember 1996 beseria lampirannya tertanggal 9 De-
sember 1996 tersebut tidak lagi dipedomani oleh Tim Thiepdept dalam
menilai dan menaksir asser pengganti maupun asser Bulog yang hendak
dilepas, sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9
Desember 1996 tidak lagi ada artinya dalam proses ruilsiag tersebut;

Pada tanggal 21 Januari 1997 melalui Surat Keputusan saksi Beddu Amang
selaku Kabulog No. Kep-13/KA/01/1997 tanggal 21 Januari 1997 untuk
melanjutkan Moll tanggal 11 Agustus 1995, tanpa melalui proses tender
yang ditkuti sedikitnya 5 (lima) peserta tender sebagaimana diteniukan pada
hurut ¢ angke- 2 butr b lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.
350/KMEK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, saksi Beddu Amang secara lang-
sung menunjuk PT. Goro Batara Sakti, dimana terdakwa selaku pemegang
sgham 80% dan saksi HM. Ricardo Gelael pemegang saham 20% sebagai
Developer tukar-menukar-Kantor dan Gudang Delog Jaya beserta turutan-
turutannya yang berdiri di atas tanah seluss 502.315 m® di Kelapa Gading
Jakarta Utara, yang kemudian diikuti dengan perjanjian tukar-menukar tanzh
Bulog hak pakai No.5 seluas 502.315 m® beserta bangunan gudang, kantor
dan segala turutan-turutannya di Kelapa Gading dengan tukar imbang assor
dari PT.Goro Batara Sakti yaitu surat perjanjian:

— Mo, PJB.61/02/1997, tanggal 7 Februari 1997;
—~ No. B0I/GBS. Bulog/11/1997;

Dialam surat perjanjian rwifslag tersebut antara lain dinyatakan bahwa saksi
H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT, Goro Batara Sakti bersama
dengan terdakwa selaku pemepang saham 80% PT.Goro Batara Sakii me-
nyediakan asser pengganti senilai Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan
puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam pu-
luh enam ribu rupiah), termasuk tanah seluas 712,745 m® sesuai dengan hasil
penaksiran Tim Interdept yang menyatakan tanah seluas 712.745 m’ @
Rp.91.000,m’ adalah asset pengganti yang disediakan oleh PT. Goro Batara
Sakti dalam perjenjian ruilslag, padahal terdakwa mengetahui betul bahwa
terdakwa dan saksi H.M, Ricardo Gelael ataupun PT. Goro Batara Sakii ti-
dak mampu untuk menyediakan dana sekitar Rp.192.938.366.000,- (seratus
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sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus
enam pululi enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan ruilsiag tersehut;

Tanah seluas 712.745 m® tersebut dibeli dari saksi Hokiarto dengan menggu-
nakan vang Bulog sebanyak Rp.52.500.000.000,(lima puluh dua milyar lima
ratus juta rupiah) dinyatakan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael
adalah milik PT.Goro Batara Sakti sebagai asser pengganti, dimana seharus-
nya uang untuk membeli tanah tersebut disediakan oleh terdakowa atau saksi
H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakdi sebagai de-
veloper;

Setelah saksi Hokiarto berhasil membebaskan tanah di Marunda Jakaria
Utara sebanyak 712.645 m®, dan pada saat saksi Hokiarto hendak membuat
Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan
kepada saksi Hokiarto agar tanah seluas + 70.771 m® ditandatangani oleh
saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal saksi Beddu Amang tidak
berhak menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut dalam kapasitasnya
sebagai penerima hak, sedanpkan sisanva seluas 637.013 m? atas perintah
saksi HM. Ricardo Gelael yang disetujur oleh terdzkws Hutome Mandala
Putra alias Temi bin Socharto ditandatangani olel saksi Johin Ramses dan
saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti, dan pada tanggal 26 Desem-
ber 1997 saksi Beddu Amang menandatangani 20 (dua puluh) Surat pe-
lepasan Hak atas tanah di Marunda Jakarta Utara di kantor Bulog Jalan Gatot
Subroto No.49 Jakarta Selatan, padahal saksi Beddu Amang mengetahui
betul bahwa sesuai dengan perjanjian ruilslag tanggal 7 Februari 1997 tanah
yang tertera dalam 20 (dua puluh) SPH yang ditandatangani saksi Beddu
Amang dalam kapasitas sebagai penerima hak tersebut adalah tanah asser
pengganti yang harus disediakan oleh terdakwa dan seksi H.M. Ricardo
Gelael atau badan hukum PT.Goro Batara Sakti yang akan dipertukarkan
dengan asset Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam surat pelepasan
hak dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang telah menyerahkan sejumlah uang
kepada 20 (dua puluh) nama pelepasan hak sesuai dengan Surat Pelepasan
Hak yang disaksikan oleh Camzt Cilincing, saksi Ali Usman dan Lurah
Marunda saksi Rachman Saputra, SH. surat pelepasan hak tersebut ditanda-
tangani pula oleh Walikota Jakarta Utara saksi Drs. Soebagio, MM dan
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saksi Ir. Chairul Basri Achmad, pada-
hal saksi Beddu Amang tidak pernah menyerahkan uang kepada para pemilik
tanah sebagaimana tersebut dalam 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak atas
tanah tersebut, sedangkan sisanya ditandatangani oleh John Ramses dan saksi
R, Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti sebagai penerima hak dengan
format yang sama dengan Surat Pelepasan Hak vang ditandatangani oleh
saksi Beddu Amang;

— Pada tanggal 04 Mei 1998 atau pada bulan Mei 1998 Terdakwa dan saks

H.M. Ricardo Gelael yang masih terikat ruilslag dengan pihak Bulog tefah
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menjual seluruh saham PT. Goro Batara Sakti kepada Induk Keperasi Unit

Desa (INKUD) seharga Rp.140.000.000.000,- (scratus empat puluh il yar

rupiah) termasuk pula pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, untuk it Ter-

dakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael telah menerima vang  sebanyak

Rp.76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rapiah) untuk nilai good will,

dari induk Koperasi Unit Desa sedang nilai nmer worth senilal

Rp.64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah) menunggu hasil due-

diligent yang dilakukan Awditor independen Arthur Andersen, uang sebesar

Rp.76.000.000.000,- (tujub puluh énam milyar rupiah) tersebut diambil oleh

terdakwa sebanyak 80% dan untuk saksi H.M. Ricardo Gelael 20% sesuai

dengan banyzknya saham yang dimifiki oleh terdakwa dan saksi HM, Ri-
cardo Gelael;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Ricardo

Gelael dan saksi Beddu Amang tersebut, Megara dalam hal ini Badan Urusan

Logistik (Bulog) dirugikan sebesar Rp.95.407.4%86.000~ (sembilan puluh

lima milyar empat ratus wjuh juta empat ratws delapan puluh cnam ribu

rupiah} yain uang berasal dar -

a. Uang senilai Rp.23.000.000.000- (dun puluh tign milyar rupish} sain
uang deposito Bulog yang dijaminkan dalam rangka terdakwa bersama
saksi H.M. Ricardo Gelael meminjam uang atau memperoleh kredit dari
Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- {dua puluh milyar rupiah)
untuk membeli tanah di Marunda Jakarta Utara dari saksi Hokiarto sesuai
akte Notaris No. 112 tanggal 19 Juli 1996; oleh karena terdakwa dan
saksi HM. Ricardo Gelael dari PT.Goro Batara Sakti tidak melunasi
pinjaman/kredit tersebut kepada Bank Bukopin, maka Deposito Bulog
yang dijaminkan dicairkan oleh Bank Bukopin dan uangnya diambil dan
dimiliki oleh Bank Bukopin;

b. Usang senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus Juta
rupiah) yang diserahkan oleh saksi Beddu Amang kepada saksi Hokiarto
untuk membeli tanah yang digunakan sebagai asset pengganti Yang se-
harusnya disediakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau
oleh Badan Hukum PT.Goro Batara Sakti sesuai akte No. 112 tenggal 19
Juli 1996, dan MoU tanggal 11 Agustus 1995 serta Surat Perjanjian
Ruilslag tanggal 7 Februari 1997, tanah tersebut bahkan ditambah oleh
saksi Beddu Amang dari jumlah 60 ha menjadi 712.74.5 m®

c. Dibengkarnya |1 gudang milik Bulog/Dolog Jaya di Kelapa Gading olsh
terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau pegawai PT.Goro Batara

Sakti (PT.GBS) senilai Rp.7.017.120,000,-(tujuh milvar tujuh belas juta
seratus dua puluh ribu rupiah);

d. (satu) gudang dijadikan kantor PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) dan 4
(empat) gudang lainnya dijadikan gudang barang PT.GBS schingga
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merugikan Megara (Bulog) sebesar Rp.3.1809.100.000,- (tiga milyar sera-
tus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah):;

e. Adanya uang Negara (Bulog) vang dikeluarkan untuk membayar sewa
pudang yang disewa oleh terdakowa bersama saksi HM. Ricardo Gelael
alau PT. Goro Batara Sakti yaitu 2 (dua) buah gudang Multi Purpose
senilai Rp.6.200.766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam
puluh enam ribu rupiah),

f. Tidak dapat dipunakannya tanzh asser Bulog scluas 8 (delapan) Ha
karena secara tidak sah di atasnya telah didirikan pusat perkulakan Goro
Kelapa Gading Jakarta Utara yang merugikan Negara (Bulog) sebanyak
Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milvar lima ratus enam puluh juta
rupiah);

atau setidak-tidaknya secara langsung atau tidak langsung telah merugikan

keuangan Negara sekitar jumlah vang tersebut di atas:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat
(1) sub ajo. Pasal 28 Undanpgundang No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
le jo. Pasal 64 svat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Socharto dalam
kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti sebagai pomegang
saham 80% berdasarkan Akte Motaris No.27 tangeal 10 Mei 1993 yang dirubah
dengan Akte Notaris No.48 tanggal 9 September 1996, secara bersama-sama
dengan saksi H.M. Ricardo Gelael bin Dick Gelacl dan saksi Prof. DR. Ir.
Beddu Amang, MA (masing-masing disidangkan sebagai terdakwa dalam
perkard tersendiri atau bertindak sccara sendiri-sendid, secara berturut-turut
sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada waktu dan tempat sebagaimana diurai-
kan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
alau orang atey suatu badan menyalahpunakan kewcnangan, kesempatan atau
sarana yang ada pada saksi Prof. DR, Ir. Beddu Amang, MA. karena jabatan
atau kedudukannya sebagai Kepala Bulog yang secara langsung atau tidak lang-
sung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara vang dilaku-
kan terdakwa bersama sama dengan saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo
Gelael dengan cara sebagai berikut ;

— Pada tanggal 16 Februari 1995 saksi Beddu Amang dilantik sebagai Kepala
Badan Urusan Logistik (Kabulog) berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomar 61 M/tahun 1995 tanggal 10 Februari 1995;

— Keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Februari 1995, di kantor Badan
Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan saksi
Beddu Amang membual Memorandum of Understanding (Mol) Nomor
001/Bulog-SAS/1/1995 dengan terdakwa yang bermaksud akan meruilslag
(tukar menukar barang milik/kekayaan Negara) lahan milik Badan Urusan
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Logistik (Bulog) berupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang yanp
terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara seluas lebih kurang 30 Ha dikenal
umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara (untuk selanjut-
nya disebut sebagai lahan), sedangkan sebagai lahan pengganti terdakwa
menyediakan sebidang tanah seluas Iehih kurang 125 Ha, di Kawasan denpan
peruntukan pergudangan sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan
Urusan Logistik, pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikamnya
akan dilakukan oleh terdalowa;

Sewaktu membuat MoU Nomor 001/Bulog-SAS/TI/1995 tanggal 17 Februari
1995 tersebut, unit pemakai barang yaitu Kadolog Java belum mengajukan
permohonan tukar menukar asset Bulog tersebut secara berjenjang kepada
saksi Beddu Amang selaku Kepala Badan Urusan Logistik disertai idengan
daia pendukung mengenni asser yang akan dilepas dan data rencana asset
pengranti, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sub a ayat (1), (2) lampir-
an keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/ KMEK 03/
1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik
kekayann Nagara

Menindak lanjuti Mol! Nomor 001/Buleg-SAS/I/1995 tanggal 17 Febroar]
1995 tersebut, atau setidak-tidaknya untuk tujuan tukar menukar barang/
milik kekayaan Negara (Badan Urusan Logistik). dengan Terdakwa, saksi
Beddu Amang membuat surat kepada Menteri Keuangan yaita Surat Nomor
B-628/11/06/1995 tanggal 08 Tuni 1995 dengan menunjuk Surat Menpangan
Nomor B-87/Menpangan/Y/1994 tanggal 16 Mei 1994, perihal Ruilslag Gu-
dang Bulog Kelapa Gadirig Sunter Jakara Timur dimana saksi Beddu
Amang mengajukan usulan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara
(fuilslag) tanah milik Badan Urusan Logistik berupa tanah seluss 48 Ha,
dengan jumlah unit Gudang 76 Unit (@ 350 Ton dengan alasan :

a. Lingkungan komplek gudang Bulog Kelapa Gading berkembang menjadi
dacrah pemukiman/perumahan penduduk Real Estate Kelapa Gading)
yang cukup padat, sehingga sistim pengelolaan pudang yang erat hubungan-
nya dengan Treatment Fumigasi menjadi terhambat:

b. Warga sekitamya sudah sering menyampaikan keberatannya, baik di-
lakukan melalui surat maupun Mas Media, dan terakhir pada tahun 1991
dan 1992 warga Kelapa Gading mengadukan masalah pencemaran ling-
kungan kepada Gubemur DK Jakaria:

¢. Lalu lintas pada jalur pelabuhan Tanjung Priok ke komplek pergudangan

Kelapa Gading melalui Jalan Laksanama Yos Sudarso Jalan perintis Ke-
merdekaan Komplek Perumahan/Pertokoan Kelapa Gading sangat padat,
schingga pada siang hari secara keseluruhan jalur tersebut tidak dapat
dilalui kendaraan Truk Gandeng, hal tersebut mengakibatkan lamanya
waktu bongkar muat di Pelabuban Tanjung Priok, sehingga menimbulkan
demirage dan tingginya ongkos angkut yang akhimya secara langsung
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sangat memugikan Bulog, bahwa alasan yang diajukan saksi Bcc_lc!u

Amang terscbut bertentangan dengan alasan tukar rr!cnyka: bamngfm_ﬂ:l-:

kekayadn Negara sebagaimana ditentukan secars limitatif dalam lampiran

Surat Keputusan Menteri Keuangan R1 Nomor 350/KMK/03/1994 tang-

gal 13 Juli 1994 butir (d) adalah;

|.  Lahan tersebut terkena planologi;

2. Lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal;

3, Menyatukan asser yang lokasinya terpencar untuk memudahkan
koordinasi dan dalam rangka efesiensi;

4, Memeauhi kebutuhan operational pemerintah sebagai akibat per-
kembangan Organisasi; 1

5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana straleg
Hankam;

Tukar menukar dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena :!ana

nnnik keperluan memenuhi kebutuban Deparlemen atau lembaga tidak

tersedin dalam APBM:

— Surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/1/06/1995 tangal 08 Juni 1993

vang ditujukan kepada Menteri Keuangan Rl tersebut menyatikan pula
bahwa :

Asset Pengganti :

Luas lahan 150 Ha untuk pudang;

3 Ha untuk Kantor;

= Jumizh unit gudang 120 Unit @ 3500 ton;

= Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi;

= IKantor Jalan Jendral A Yani Jakarta,

1]

Asser Lama :

= Luas Lahan 48 Ha;

= Jumlah unit gudang 76 buah (@ 3300 ton;
= Lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Utara;

— Melengkapi Surat Nomor B-628/11/06/1995 tanggal 8 Juni 199 saksi Beddu

Amang membuat Memorandum tanggal 25 Juli 199E dan mengirimkannya
kepada Menteri Keuangan Rl dimana saksi Beddu Amang menya?akan
bahwa menurut Bapak Presiden (ayah kandung terdakwa) rencana n.:lds."ag
tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dcng;n PT. Goro, dimana
terdakwa berkedudukan sebagai Kemisaris dan sebapai pemegang saham se-
banyak 80%;

_ Berdasarkan surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/11/ 06/1995 tanggal 08

Juni 1995 dan Memorandum saksi Beddu Amang tanggal 25 Juli 1995 yang
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islinyu berbunyi “menurut Bapak Presiden rencana ruilslag tersebul dapat
diteruskan dengar bekerja sama dengan FT. Gore™, Menteri Kevanpan RI
membuat surat kepada Presiden RI yaitu surat Nomor S-464/ME.03/1995
tanggal 31 Juli 1995 yang isinya meneruskar alasan-alasan ruifslag vang
diajukan oleh saksi Beddu Amang, yang kemudian dijawab oleh Presiden RI
melalui Menter] Sekretaris Mepara Moerdiono dengan sirat Nomor B-
230/M.Sesneg/10/1995 wngeal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada
Menteri Keuangan RI yang isinya menyatakan pada prisipnya Bapak Presi-
den RI menyetujui usul Menteri Keuangan mengenal rencana tukar menukar
tanah seluas 502.315 m” sertifikat No.§ beserta bangunan gudang di ntasnya
mitik Bulcg di Kelapa Gading Barat Jakarts Utara dan sebagai pelaksana
ditunjuk PT.Goro Batara Sakti;

= Mendahului Surat Presiden RI melalui Surat Menter! Sekretaris Megara No-
mor B-230/M_Sesneg/10/1995 tangpal 11 Oktober 1995, yaitu pada tanggal
Ll Agustus 1995, saksi Beddu Amang membual kembali Memorandum af
Understanding (MolT) dengan terdakwa selaku Komisaris Dama PT. Goro
Batara Sakti dan saksi HM. Ricardo Gelasl selaka Direltur Wama PT, Gora
Batara Saktl, pada hal pada waktu itu terdalowa mengetahii betul bahwa B
log masih terikat masalah ruilslag dengan PT. Sckar Arthd Sentosa sesuaj
dengan Memorandum of Understanding (Moll) Nomor 001/Bulog-SAS/TL/
95 tangeal 17 Februari 1995;

— Dalam Memorandum of Understanding (MoUl) tanggal 11 Agustus 1995
tcrs::bul dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang selaku Kabulog pemilik atas
sgbudang tansh dan gudang yang terletak di Jakarta Utara seluas = 50 Ha
dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara beserta
turulan-turutannya terdiri dari tanah sefuas + 50 Ha, Gedung Kantor Dolog
Jaya seluas 7.909 m® serta 76 Unit Gudang dan Sertifikat Hak Milik Mo. 5
pedahal tanah tersebut adalah hak pakai No. 5 tahun bukan hak milik No. §
St?dﬂtlgkan terdakwa dan saksi H.M. Ricarde Gelael akan menyediakan se-
bidang tanah yang terletak di Kawasan Marunda Bekasi seluas lebih kurang
130 Ha. sesuai dengan peruntukan pergudangan di Lokasi yang diminta oleh
Badan Urusan Logistik (Bulog), pengurusan pembebasan tanah sampai ke-
luar sertifikatya akan dilakukan oleh terdikwa dan saksi H.M. Ricardo
Gelael, sedang untuk perkantoran pengeanti Kantor Dolog Jaya disediakan di
tanah Jalan A. Yani seluas £ 3 Ha; untuk menindak lanjuti kesepakatan yang
lr:rmalng didalam Memarandum of Understanding (Mal) tanggal 11 Agustus
!995_ iy, saksi Beddu Amang membentuk Tim Bulog dan terdakwa bersama
saksi H.M. Ricardo Gelael membentuk Tim Counterpart PT. Goro Batara
Szkti untuk menuntaskan rencana serta merealisasikan Memaorandum af Un-
derstanding (MoU) tersebut dalam waktu yang sesingkat singkatnya, namun
pada kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat 7inr Ceunterpart P,
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Goro Batara Saktt, demikian pula saksi Beddu Amang tidak pula membuay
Tim Bulog untuk merealisasikan Mol tanggal |1 Agustus 1995 tersebut;

Pada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Keuangan BRI membuat surat
kepada saksi Beddu Amanpg selaku Kabulog yaitu surat Nemor S-760/
ME/3/1995 yang isinya padz prinsipnya menyetujui tukar menukar
{reetislay) sebagaimana lercanitm dalam surat saksi Beddo Amang selabou
Kabulog Momor B62E/LL/06/1995 tangeal 02 Juni 1995, dengzan menyatakan
“selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelo-
lagn kekayaan nepara, dalam pelaksonaan tukar menukar tersebut agar meng-
ikuti ketenman sebagaimana diatur dalam Keputusan Meneteri Keoangan R
Nomer 350/KME.03/1994", yaitu

a. Agar saksi Beddu Amang (Kabulop) mengajukan rencana kebutuhan
arsel pengeanti disertal perkirman biava untuk dibahas bersama antara
Departernen Keuangan Cg. Dirjen Anggaran;

b. Selanjutnya untuk menetapkan nilai asset yang akan dipertukarkan perlu
diigntuk Panilin Penoksir Interdep yang angyotanya tendini dar dnsa
Bulog ¢ (emipat) orang, Dirjen Angearan 2 (dun) orang. Sckretariat Ne-
gara, Depaniemen PU, Cq. Ditjen Cipta Karya dan Badan Pertanahan
Masional,

c. Pengadaan assef pengganti vang disediakan oleh pihalk ketiga harus
mengikuli standar pengadean barang untuk kepentingan Megara dan da-
lam pelaksanaan pembangunannya agar ditunjuk Penpawas Teknis yang
bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan;

d. Pelaksanaan tukar menukar agar dituvangkan dalam suatu Berita Acara
dan baru dapat dilakukan apabila:

1. Aset pengoanti telah selesai dibanpuen secara lenghap sesuai dengan
perjanjian/kontrak sera telah diperiksa oleh Tim Penilik yang ang-
gotanya terdin dari unsur-unsur Bulog, Ditjen Anggaran dan Depar-
temen Pekerjann Uniwm;

2. -Aset pengganti telah siap digunakan oleh Bulog baik secara fisik
maupun secara administratif

Sehubungan denpzn proses tukar menukar barang/milik kekayaan Negara
(ruilslag), bertentangan dengan ketentuan ruilslag sehagaimana diatur dalam
butir 1 angka 1, 2 dan 3 lampiran Keputusan Menteri Kouangan
No.350/KME/03/1994 tangeal 13 Juli 1994, dengan alasan peminjaman gu-
dang Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara sambil menunggu turunnya Surat
Keputusan Presiden, Dirut. PT. Goro Batara Salti vaitu saksi H.M, Ricardo
Gelael membuat surat kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang
sebanyak 14 pudang berdasarkan surac terdakwa Nomor O1%GBS/V/VITIY
1995 1anggal 29 Agustus 1993, dimana sebelumnya secara tanpa hak ter-
dakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sudah mendapat pinjaman 2 (dua) gu-
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dang milik Bulog ke-16 (cnam belas) gudang tersebut hendak dibongkar dan
digl._mak_u_ru oleh terdakwa berzama saksi H.M. Ricardo Gelael unmntk memulai
kegiatan pembangunan Pusat Perkulakan Goro karena target penyelesaian
pembangunan pusat perkulakan Goro tersebut harus diselesaikan bulan Janu-
ari 1996, namun sampai tanggal 22 Seplember 1995 surat tersebut tidak di-
tanggapi oleh saksi Beddu Amang, karenz surat tersebut hanya ditanda-
tangani oleh saksi H.M. Ricardo Gelacl mengaitkan nama terdakwa, se-
ningga saksi HM, Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu
Amang menyusuli surat Nomor 019/GBS/VIII/9S tanpgal 20 Apustus 1995
dengan alasan yang sama, yaitu surat Nomor U26/GBH/IX/1995 tanggal 21
September 1995, kali ini surat terscbut ditembuskan kepada terdakwa selaku
Komisaris Utama PT. Goro Batars Sakfi, surat tersebul menyatakan bahwa
Jadwal rencana pembangunan pusat perkulakan tersebut sangat ketar:

Oleh karena surat saksi H.M. Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang,
yaitu surat Nomor 026/GRBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, ditem-
buskan kepada terdakwa, dengan tergesa-gesa, vaitu pada keesokan harinya
lepatnya pada tanggal 22 September 1995, ssksi Beddu Amang melalu
Deputi Pengadaan Bulop saksi Mohammad Amin langsung menjawab sirat
lersebul yauu sural Nomor B-988/111/9/1945 tanggal 22 -September 1995
yang isinya pada pokoknya mengatakan dengan “berat hati” Bulog tidak da-
pat sepenuhnya memenuhi permintann terdakwa dan saksi MM, Ricardo
Gelael tersebut karena kebutuhan space gudang di Dolog Jaya sangat besar
dan bahkan untuk mengeover kebutuhan Space gudang, Bulog terpaksa
menyewa gudang swasta sebanyak £ 58.600 ton namun demikian permintaan
tersebut tidak seluruhnya ditolak, dengan meminjamkan gudang Sunter A
No. 03 dan 04, sehingga terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelagl atau badan
hukum PT. Goro Batara Sakti berhasil mendapatkan tambahan 2 (dua) unit
gudang lagi dan jumlahnya menjadi 4 (empat) unit gudang, padahal surat
yang tidak ditembuskan kepada terdat;wa selaku Komisaris Utama PT. Goro
Batara Sakti, yaitu surat Nomor 019/GBS/VIII95 tanggal 29 Apustus 1995
dengan isi yang sama tidak ditanggapi sama sekali oleh saksi Beddu Amang,
lain halnya yang ditembuskan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 026/GBS/
IX/1995 tanggal 21 September 1995, keesokan harinya yaitu tanggal 22
September 1995 langsung ditanggapi oleh saksi Beddu Amang dengan surat
Nomor B.9BE/I11/9/1995 tanggal 22 September 1995;

Mhelihat betapa cepat dan tanggapnya saksl Beddu Amang terhadap surat
saksi H.M.Ricardo Gelae! Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September
1995 dengan tembusan kepada terdakwa, dan karena saksi H.M. Ricardo
Gelael serta terdakwa merasa belum cukup mendapatkan 4 (empat) gudang
Bulog tersebut, kemudian membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang
selaku Kabulog yang tembusannya juga diberikan kepada terdakwa yaitu su-
ral Nomor 03 1/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995, yang isinya pada
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pokoknya menyatakan bahwa saksi H.M. Ricardo Gelazl telall menerima su-
rat Kabulog No. B-U88/111/09/95 tanggal 22 Seplember 1995 yang ditanda-
tangani oleh Deputi Pengadaan Bulog saksi Moh, Amin yang turut dilam-
pirkan dalam surat tersebut, dalam surat mana disebutkan *namun dapat kami
sampaikan pulz bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah mengadakan
pembicaraan dengan Bapak (maksudnya saksi Beddu Amang) mélalui tele-
pon dimani pada prinsipnya Bapak dapal menyetujui permohonan kami un-
tuk meminjamkan 6 (enam) unit gudang Bulog terlebih dabulu, vaitn gudang
Nomor TIT sampai dengan Nomor VIII di lokasi pergudangan Sunter-A se-
hingea total gudang yang akan kami pinjam menjadi & (delapan) gudang,
mohon kiranya Bapak dapat memberikan surat persctujuan kepada kami atas
al tersebut di atas, mengingat persiapan pembangunan pusat perkulakan dan
distribusi sudah matang saat ini"

Kemudian sural tersebut disusul lagi dengan surat saksi Ricardo Gelael yang
ditujukan kepada saksi Beddu Amang viitu surat Mo, 033/GBS/X/95 tangoal
5 Oktober 1995, vang kembali ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut
menyatakan bahwa pihak PT. Goro Batara Sakti tetap minta keblinkan saksi
Beddu Amang untule segera memberi izin peminiaman 4 (empat) gudang lagi
guna memenuhi kebutuhan PT.Goro Batara Sakti:

Fada tanggal 12 Oktober 1995 Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti yaitu
H.M. Ricardo Gelael membuat Memorandum Nomaor 05/GBS/X/95 tanggal
12 Oktober 1995, perihal hasil rapat mengenai gudang Dolog Kelapa
Gading, yang menyatakan pengosongan gudang Noldll sampai dengan
Mo.VIIL, karena telah disetujui saksi Beddu Amang selaku Kabulog, padahal
saksi Beddu Amang tidak berhak untuk menyetujui pengosongan gudang
milik Bulog Nomor 11l sampai dengan Momor VI itu, apalagi dilakukan
oleh pihak swasta yaitu terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;

Bersamaan dengan Memorandum tanggal 12 Oktober 1995 jtu saksi H.M.
Ricardo Gelacl membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang yang juga
ditembuskan kepada terdakwa yang isinya meminta agar saksi Beddu Amang
menyetujui permohonan peminjaman 4 (empat} gudang Mo,V sampai dengan
No. VI dan berdasarkan surat Nomor B-1106/111/10/1995 1angeal |8 Okio-
ber 1995 dan dengan merujuk sural saksi H.M. Ricardn Gelael yang ditem-
huskan kepada terdakwa Nomor 03 /GRSAX/95 tangeal 27 September 1995
secara tanpa hak saksi Beddu Amang menyetujui peminjaman 6 (enam) gu-
dang Bulog Sunter A, itu kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael:

Dengan menunjuk kepada Memorandium of Understanding tanggal 11 Agustus
1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa dan saksi HM. Ricardo
Gelael mengenai ruilslag Komplek Pergudangan Bulog di Kelapa Gading Ja-
kara Utara, saksi itu M. Ricardo Gelael memerintahken saksi Ariesto Priam-
bode membuat surat kepada saksi Beddu Amang yaitu surat MNomor
004/GBS/1/96 tangeal 15 Januari 1996 vanp isinya pada pokokaya minta
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izl'n_r.enlibnngkuran Gudang Dolog Jaya Nomar 111 sampai dengan VI untuk
realisasi pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading;

Selain itu saksi HM. Ricardo Gealel membuat surat Nomor 008/GBS19G
tangeal 24 Januari 1996, yang juga ditembuskan kepada terdakwa, surat ter-
sebut melanjutkan surat saksi H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IN/05
tanggal 21 September 1995 dan menunjuk pula surat saksi Beddu Amang
Nomor 1106/111/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang menyetujui tambah-
an 6 (enam) gudang sehingga yang disetujui saksi Beddu Amang total 8
{dulape?n] unit gudang kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael
melalui surat Nomar D08/GDS/1/96 tanggal 24 Januari 1996 tersebut, Szlksi
II.M. Ricardo Gelael mengajukan kembali peminjaman untuk 8 (delapan)
unit gudang lagi puna memenuhi kebutuhan dalam rangka membangun pusat
perkulakan Goro, dengan alasan jadwal pembangunan Pusat Perkulakan
Gore Kelapa Gading i sangal kelat;

Pndalakh[r bulan Januari 1996, terdakwa bersamia saksi H.M. Ricardo Gelael
n_.'lulal melakukan kegiatan pengosongan pudang milik Bulog atau milik
[.‘:.I!-..-,:._‘-. laya, untuk kemmudian dibungkar oich terdakwa bersama saksi MM
R ch{‘!'dl'- Geluel dan selanjutnya di bangun pusat Perkulakan Goro R:lap:—j
l‘.'_]ncfmg Jakarta Utara, padahal terdakwn maupun saksi H.M. Ricardo Gelagl
tidak berhak mengosongkan dan melakukan pembongkaran pudang Bulog/
Dolog Jaya tersebut apapun alasannya;

MEilihal kegiatan terdakwa saksi H.M. Ricardo Gelael yang telah memulaj
kerg_mian pengosongan dan/atay pembongkaran pudang milik Bulog atauy
milik Qu]ug Jaya tersebut, Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis
melalui surat Nomor 8162/111/02/1996 dan surat Nomor B-165/111/02/1996
mng;al 23 Februari 1996, yang meminta kepada terdakwa maupun kepada
s.laksl H.M. Ricardo Gelael atau kepada pihak PT. Goro Batara Sukti, untuk
tidak merubal/menambah atau memindahkan asser Bulog yang akan di ruil-
slag, namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa, maupun saksi HM. Ri-
cardo Gelael dan bahkan pada tanggal 29 Februari 1996, melalui surat No-
mor (38/GBS/11/96, saksi HM. Ricardo Gelae! membuat surat kepada
f(lakanwjl Perta:}ah:m DKT Jakarta melalui kepala BPN Jakarta Utara, yang
lsinya mengenal permohonan rekomendasi dalam rangka penvelesaian Surat
lzin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), sehubungan dengan rencana
pf:mbangunan pusat perkulakan Goro di Kelapa Gading, surat tersebut
I:lltl:f!‘lhl.tsk&l‘l kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara
Sakti, surat terschut untuk mengingatkan kembali surat saksi Beddu Amang
melalui Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis yaitu surat Momor
BI230/I1/X11/1995 tangpal 4 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kepala
Bm?an Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara untuk meminta rekomen-
dasi SIPPT untuk merealisir pembangunan Multi Grosir PT. Goro Batara
Sakti di Kelapa Gading Jakarta Utara:
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- Sejuk bulan Februar 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996, secara lanpa

hak terdakwa bersama saksi .M. Ricardo Gelael, secara bertahap melaku-
kan pembongkaran 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog atau milik Dolog
layn dan secara bertahap melakukan pembangunan pusat perkulakan Goro
Kelapa Gading Jakarta Ulara di atas lahan milik Bulog seluas B Ha senilai
Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam pulub juta
rupiah) dan pada bulan Oktober 1996 pusat perkulakan Gero Kelapa Gading
Jakana Utara tersebut diresmikan oleh Presiden Socharto yang dihadiri juga
oleh terdakwa, saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo Gelael. padahal
terdakwa alavpun pihak badan hukum FT. Goro Batara Sakti belun me-
nyerahkan assef pengganti yang telah selessi dibangun dan siap pakai, sesuai
dengan ketentuan yang, diatur dalam Keputusan Memteri Keuangan Nomaor
Kep 330/EMEL03/1994 tangeal 13 Jubi 1994, maupun perjanjian ruilslag
yang dibuat Terdakwa melalui saksi H.M. Ricardo Gelael dengan saksi
Beddu Amang, yang menyatakan bahwa asser Bulog baru dapat diserahkan
seielah asser pengoanti selesai dibangun, siap dipakai setelah diteliti. oleh
Tim Peneliti haik phisik mavpon administrast, namun sehelum menverahkan
arsed pengganii sebagaimana dimaksud di atas, terdalowa dan saksi TEM. Ri-
cardo Gelael welan muﬁggl.m@can sebagian assel yang diruilsiag vaitu anah
seluas' 8 Ha, yang di atasnya didirikan Pusal Perkulakan Goro Kelapa
Gading, selain melakukan pembongkaran terhadap 11 (sebelas) unit pudang
milik Bulog tersebul, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelzel secara tanpa
hak mempergunakan 1 (sant) gudang Bulog atau Dolop Jaya untuk Fantor
PT. Goro Batara Sakti dan 4 {empat) gudang lainnya untuk gudang PT, Goro
Batara Sakii secara tidak sah, dan untuk menampung atau menyimpan barang
barang milik Bulog yang tadinya disimpan dalam gudang yang dibongkar
tersebul, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, menyewskan pudang,
namun karena jaminannya hanya berupa sural tanah yang masih girik, dan
karena permohonan kredit tersebut ditelak oleh bank Bukopin maka ter-
dakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael miaw salah saw dari mereka
melaporkannya kepada saksi Beddu Amang dan iminta apar szksi Beddu
Amang membantu terdakwa stau saksi H.M. Ricardo Gelael mendapatkan
kredit Rp.20.000.000.000,- {dua pulul milyar rupinh) yang diajukan oleh
terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelagl tersebut kepada Bank Bukopin
untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang mengganti jaminan atsu
apunan surat tanah berupa girik seluas 25 Ha yang terletak di Marunda Ja-
karz Utdra tersebut dengan menjaminkan  deposito: Bulog  sebesar
Rp.23.000.000.000.- (duna puluh tiga milyar rupiah) dengan memerintahkan
saksi Ruskandar unnik melaksanakannya;

- Atas perintzh saksi Beddu Amang kepada saksi Ruskandar untuk menja-

minkan déeposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- {dua puluh tiga milyar
rupiah) di Bank Bukopin tersebut, maka Bank Bukopin mengabulkan kredit
terdakwa dan saksi HM. Ricardo Gelael sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua
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puluh milyar rupiah), untuk i pada tanggal 5 Juli 1996 terdakwa membuat
sural persefujuan kepada soksi H.M. Ricardo Gelaa] untuk menerima atau
mengambil  uang  pencairan  kredit i Bank  Bukopin  sebesar
Ep.20.000.000.000,- (dua puluh milyar ru-piah) dengan jaminan depositn
Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tigs milyar rupiah) dan pada tanggal
18 Juli 1996 Terdakwi memberikan persetujuan kepada saksi H M. Ricardo
Gelacl untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto dalam
rangka membeli tanah di Marunda sebanyak 60 Ha, dengan mempergunakan
uang hasil pinjaman (kredit) Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000 -
(dua puluh milyar rupiah) dengan  jaminan deposito  Bulog s:base;r
Rp.23.000.000.000,- (dua pulub tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian saks|
H:M. Ricardo Gelael memberikan kuasa tersebut wepada saksi Ken Laksono
Direktur Keuangan PT. Gora Batara Sakti untuk membuat perjanjian pendi-
hulvan dengan saksi Hokiaro didepan Notaris Ny, Emmy Hartati Yunizar,
SH. yang tertuang dalam akte No 112 tangeal 19 Juli 1996 yang isinya padn
pokoknya menyatakan bahwa saksi Ken Laksano dari PT. Goro batara Sakti
membeli tanah kepada saksi Hokiarto sebanyzk 60 Ha seharga Rp.80.000/m?
{delapan puluh ribu nipish PEr meler perseg) untuk it saksy Hokiaro harus
mencarikan tanah lagi seluns 35 Ha, kurens tsnah milik sakst Hokdarto di
Marunda Jakarta Utara seluas 25 Ha sudah diserahkan surat-suratnya kepada
terdakwa atau kepada saksi HM. Ricardo Gelael ataupun kepada badan hu-
kum PT. Goro Batara Sakti, untuk ity saksi Hokiarlo menerima pinjaman
uang sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari saksi
H.M. Ricardo Gelael melalui saksi Ken Laksono ataupun dari salah seorang
karyawan PT.Goro Batara Sakti dengan bunga 18,5% /tahun, belakangan
uang tersebut diambil kembali oleh saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak
Rp.3.750.000.000,(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga
uang tersebut bersisa pada saksi Hokiaro schesar Rp.16.250.000,000,-
(enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada saat kredit terdakwa don saksi H.M. Ricardo Gelae] di Bank Bukopin
tersebut jatuh tempo, ternyata terdakwa bersama saksi HM. Ricardo Gelael
dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya di Bank Bukopin sebanyak
Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupih) dengan jaminan Deposito
Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua pulub tige milyar rupiah), untuk ity pihak
Bank Bukopin mencairkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000,000,- (dua
pPEE:h tiga milyar rupiah) yang dijaminkan/dizgunkan tersebut untuk menutup
pinjaman terdakwa dan saksi H. M Ricardo Gelael kepada Bank Bukopin se-
besar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), uang tersebut sehesar
R‘p.]ﬁ_ZSL‘r.GDD.Dﬂﬂ,— (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
dipergunakan oleh terdakwa atau saksi H M. Ricardo Gelael atau badan hu-

kum PT. Goro Batara Sakti untuk membeli tanah dari szksi Hokiaro di
Marunda Jakaria Utara;
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- Sekitar bulan Chktober 1996, saksi Hokiarto bertenni dengan saksi Beddu

Amang, pada saal itu saksi Hoklarto mengatakan telah mengadakan perjan-
jian jual beli tanah di Marunda dengan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun
dengan pihak PT.Goro Batara Sakti $chapgaimana terfuang dalam akte
MNo.112 tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat di depan WNotaris Ny, Emmy Hartati
Yunizar, 8H. dan saksi Hokiarto menyatakan telak kehabisan uang untuk
membayar para pemilik tanah, sedanpgkan saksi Hokiarto hanys mencrima
uang dari terdakwa sebanyak Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah) harga tanah yane disepakati dengan saksi H.M.
Ricardo Gelael adalah Rp 80.000,-/m” untuk tanah seluas 60 Ha:

Menanggapi perkataan seksi Hokiarto tersebut, saksi Beddu Amang menga-
takan kepada saksi Hokiarto menyewjui dan mendukung saksi Hokiarto un-
tuk pengadaan tanah tersebut bagi PT, Goro Batara Sakti dan saksi Beddu
Amang mengatakan agar jumlah tanah tersebut dinaikan dar jumiah 60 Ha
menurut akie No. 112 tanggal 19 Juli 1996 menjadi 71,2 Ha, untuk itu sccara
tanpa hak saksi Beddu Amang memberikan uong milik Bulog sehesar
Rp32.500.000.000;- (lign: pulub dug milyar lims mius juts supiah) untuk
menambith uang yang diterima saksi Hokiarto dari terdakwa atau saks) .M.
Ricarde Gelael untuk membeli tanah sebanyak 60 Ha sesuai dengan akte No:
112 tanggal 19 Juli 1996, guna membeli tansh di Mamnda Jakarta Utara se-
luas 71,2 Ha;

Tanpa terlebih dahulu membual dan mengajukan rencana kebutuhan fisik
assef pengeanti yang disertal perkirgan biaye untuk dibahas bersama antara
Departemen Keuangan, Cq. Ditjen Angparan dengsn pihak Badan Urusan
Logistik sebagaimana ditentukan dalam butir d angka (1), (2} dan (3) lampir-
an Kepulusan Menteri Keuangan No 350/KME.03/1994 tanggal 13 Juli 1994
Jo. butir a Surat Menieri Keuvangan kepada saksi Beddu Amang No.
5.760/MEL03/1995 tangpal 22 Desember 1995 pada tangpal 26 Marzt 1996,
saksi Beddu Amang telah membentuk Tim [nterdept yang bekeria menilai
asset Bulog yanp hendak dilepaskan dan asser pengganti dari PT. Goro
Batara Sakti, dan Tim Interdept mulai bekerja sejak dibentuk dengan di-
dampingi dan dibiayai eleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau
PT. Goro Batara Sakii, dan Tim fnlerdepr sclesal bekerja serta menanda-
tangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran asser vang diseralikan dan
assed pengganti pada tangpal 20 Desember 1996 yang isinya antara lain Tim
Interdepi menyerahkan hasif kejanya berupa asser Bulop yang hendak
dilepas berupa tanah & 50 Ha. dan gudang sebafyak 76 unit, padahal waktu
menandatangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran asset tersebut, asser
Bulog telah berkurang sebanyak 8 Ha karena terdakwa ataupun saksi H.M.
Ricardo Gelael atan badan hukum PT. Goro Batara Sakti telah mendirikan
Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading di atasnya dan gudang Bulog bukan
lagi 76 unit 2kan tetapi tingzal 60 pudang karena 1| pudeng sudah dibongkar
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oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum
PT. Goro Batara Sakti untuk mendirikan pusat perkulakan Goro Kelapa
Gading serta 5 gudang lainnya dijadikan Kantor dan Gudang PT.Goro Batara
Sakti yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Oktober 199§
dengan dihadiri oleh terdakwa dan saksi Beddu Amang serta saksi HLM, Ri-
cardo Gelael;

— FPada ranggal 15 Oktaber 1996, saksi Beddu Amang membuat sural No.B-
BY2/11/09/1996 perihal rencana kebutuhan asser pengganti dan penclapan
assel g_udaug Bulog di Sunter yang dipertukarkan yang ditandatangani oleh
Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis, untuk itu terbit surat Menteri
Keuangan Cq, Dirjen Anggaran No. S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Cesember
1996 beserin lampirannya tertanggal Desember 1996, tentang persetujuan
pelaksanaan tukar-menukar dan bangunan milik Bulog di Kelapa Gading Ja-
karta Utara, dimana seharusnya lampiran Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen
Anggaran tersebut menjadi acuan Tim fnrerdepr untuk menilaj asser yanj
hendak dilepas dan asser pengganti, namun karena Tim Interdopr telah sele-
sai bekerja, Surat Menteri Keuangan Ca Dirjen Anggarnn Mo S-S681/
ASSII296 tangeal 9 Desember 1996 beserta lanpirinnya tertangeal 9 De-
sember 1996 (ersebul tdak lagi dipedomani olen~Tim Interdepr dalam
menilai dan menaksir assef pengpanti maupun asser Bulog yang hendak
dilepas, sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-5661/A/53/1296 tanggal ©
Desember 1996 tidak lagi ada artinya dalam proses ruifsiag tersebut;

— Pada tanggal 21 Janvari 1997 melalui Surat Keputusan saksi Beddu Amang
selaku Kabulog No. Kep-13/KA/01/1997 tanggal 21 Januari 1997 untuk
melanjutkan Mol tanggal 11 Agustus 1995, tanpa melalui proses tender
yang diikuti sedikitnya 5 (lima) peserta tender sebagaimana ditentukan pada
hurul ¢ angka 2 butir b lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.
I50/KMES 03/1994 tanggal 13 Juli 1994, saksi Beddu Amang secara lang-
sung menunjuk PT.Goro Batara Sakti, dimana terdakwa selaku pemepang
saham B0% dan saksi HM. Ricardo Gelas| pemegang saham 20%, sebagai
Developer tukar menukar Kantor dan Gudang Dolog Jaya beserta turutan-
turutannya yang berdiri di atas tanah seluas 502315 m? di Kelapa Gading
Jakarta Utara, yang kemudian diikuti dengan perjanjian tukar menukar tanah
Bulog hak pakai No. 5 seluas 502.315 m’ beserta bangunan gudang, kantor
dan segala turutan-turutannya di kelapa Gading dengan tukar imbang asser
dari PT.Goro Batara Sakti yaitu surat perjanjian :

- No.PJB.61/02/1997, tanggal 7 Februari 1997:
- No.001/GBS.Bulog/11/1997:

Dalam surat perjanjian ruilslag tersebut antara lain dinyatakan bahwa saksi
H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama bersama denpgan terdakwa se-
laku pemegang saham 80% PT.Goro Batara Sakti menyediakan assef peng-
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panti senilai Hp 192.938.366.000,- (scratus sembilan puluh dua milyar
sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam pulubh cnam ribu
rupialt), termasuk tanah seluas 712.745 m® sesuai dengan hasil penaksiran
Tim interdept yang menyatakan tanah seluas 712.745 m® @ Rp.91.000,/m’
adalah asser pengganti yvang disediakan oleh PT. Gorp. Batara Sakti dalam
perjanjian ruilslag, padahal terdakwa mengetahui betul bahwa terdakwa dan
saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun PT. Goro Batara Sakti tidak mampu un-
tuk menyediakan dana sekitar Rp.192.938.366,000 - (seratus sembilan dua
milyar semhbilan ratus tiga puluh delapen juta tiga ratus epam puluh enam
ribu rupiah) untuk pelaksanaan ruilslag tersebut;

Tanah seluas 712.745 m® tersebut dibeli dari saksi Hokiaro dengan Mmenggu-

nakan usng Bulog sebanyak Rp.52.500.000.000,(lima puluh dua milvar lima

ratus juta rupiah) dinyatakan oleh terdakwa dan saksi HM. Ricardo Gelacl

adalah milik PT.Goro Batara Sakti sebagai asser pengeanti, dimana seharus-

nya uang untuk membeli tanah tersebut disedinkan oleh terdakwa atau saksi

fi. M, Ricardo Gelagl atau badan hitkum PT. Gore Batara Sakti sebagai de-

veloper;

Seielah salksi Hokisrto berhozil membebaskan tanah dif Marunds Jakarta

Utara sebanyak 712,645 m’, dan pada sant saksi Hokiarto hendak membuat
Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan

kepada saksi Hokiario agar tanah seluas £ 70.771 m® ditandatangani oleh
saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal saksi Beddu Amang tidak
berhak menandalangani Surat Pelepasan Hak tersebut dalam kapasitasnya
sebapai penerima hak, sedanpkan sisanya seluas 637,013 m® atas perintah
saksi H.M. Ricardo Gelael yang disetujui oleh terdakwa Hutomo Mandala
Putra alias Tomi bin Soeharto ditandatanpani oleh saksi John Ranises dan
saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti, dan pada tangeal 26 Desem-
ber 1997 saksi Beddu Amang menandatangani 20 (dua puluh) Surat pe-
lepasan Hak atas tanah di Marunda Jakarta Utara di kantor Bulog Jalan Gatot
Subroto No49 Jakartn Selatan, padahal saksi Beddu Amang mengetahui
betul bahwa sesuai dengan perjanjinn ruilslag tanggal 7 Februari 1997 tanal
yang tertera dalam 20 (dua puluh) SPH yanp ditandatanpgani saksi Beddu
Amang dalam kapasitas sebagal penerima hak tersebut adalah tanah asses
pengganti yang harus disediakan oleh terdakwa dan saksi HLM. Ricardo
Gelael atau badan hukum PT.Goro Batara Sakti yang akan diperniukarkan
dengan assed Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam surat pelepasan
hak dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang telah menyerahkan sejumlah uang
kepada 20 (dua puluh) nama pelepas hak sesuai dengan Surat Pelepasan Hak
yang disaksikan olch Camat Cilincing, saksi Ali Usmin dan Lurah Marunda
saksi Rachman Saputra, SH, surat pelepasan hak tersebut ditandatangani pula
oleh Waliketa Jakarta Utara saksi Drs. Scebagio, MM.dan Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Utara saksi Ir. Chairul Basri Achmad, padahal saksi
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Beddu Amang tidak pernah menyeralikan uang kepada para pemilik tanah
sebagaimana tersebut dalam 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak atas tanah
tersebut, sedangkan sisanya ditandatangani oleh John Ramses dan saksi R,
Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti sebagai penerima hak dengan for-
mat yang sama dengan Surat Pelepasan Hak yang ditandatangini oleh sakyj
Beddu Amang;

Pada tanggal 04 Mei 1998 atau pada bulan Mei 1998 Terdakwa dan saksi
I-[.MI. Ricardo Gelagl yang masih terikat ruilslag dengan pihak Bulog telah
menjual selurth saham PT. Goro Batara Sakti kepada Induk Koperasi Unit
DﬂS_EI. (TNKUD) seharga Rp. 140.000.000.000,- (Seratus empat puluh milyar
rupiah) termasuk pula perkulakan Goro Kelapz Gading, untuk itu Terdakva
dan saksi HM. Ricardo Gelael telah  menerima  uang  ssbanyak
Rp.76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupinh) untuk nilai goed will,
dari induk Koperasi Unit Desa sedang  nilai  wet worth senilai
Rp.64.000.000,000, - (enam puluh empat milyar rupish) menunggu hasil dive-
diligent yung dilakukan auditor Independen Arthur Andersen, uang sebesar
Rp.76.000.000.000,- (wijvh puluh enam milvar rupiih) tersebut dirmhbil oleh
terdakwa sebanyak 80% dan umtek sabsi FLM Ricardo Gelael 20% sesum
dengan banyaknya saham yang dimilid oleh lerdakwa dan saksi H.M. Ri-
cardo Gelael:

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M, Ricardo
Gelacl dan saksi Beddu Amang tersebut, Megara dalam hal ini Badan Urusan
Ifugistlk (Bulog) dirugikan sebesar Rp.95.407.486.000 - {sembilan puluh
lima milyar empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu
rupiah) vaity vang berasal dari :

& Uang senilai Rp.23.000.000.000,- {dua puluh tiga milyar rupiah) yaitu
uang deposito Bulog yang dijaminkan dalam ranpka terdakwa bersama
saksi H.M. Ricardo Gelael meminjam uang atau memperoleh kredit dari
Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
untuk membeli tanah di Marunda Jakarta Utara dari saksi Hokiarto sesuai
akte Notaris No. 112 tanggal 19 Juli 1996: olch karena terdakwa dan
saklsi HM. Ricardo Gelael dari PT.Goro Batara Sakti tidak melunasi
pinjaman/kredit tersebut kepada Bank Bukopin, maka Deposite Bulog
yang dijaminkan dicairkan oleh Bank Bukopin dan uangnya diambil dan
dimiliki oleh Bank Bukaopin;

b. Uang senilai Rp,32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta

rupiah) yang diserahkan oleh saksi Beddu Amang kepada saksi Hokiarto
untuk membeli tanah yang digunakan sebagal asse pengganti yang se-
harusnya disediakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau
oleh Badan Hukum PT.Goro Batara Sakti sesuai akte No. 112 tanggal 19
Juli 1996, dan MoU tanggal 11 Apustus 1995 serta Surat Perjanjian
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Ruslylag tanppal 7 Februari 1997, tanah icrscﬁul bahkan ditambah oleh
saksi Beddu Amang dari jumlah 60 ha menjadi 712.74.5 m*;

c. Dibongkamya 11 gudang milik Bulog/Molog Jaya di Kelapa Gading oleh

terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelacl atau pegawai PT.Goro Batara
Sakti (PT.GBS) senilai Rp.7.017.120.000,-(tujub milvar tujuh belas juta
seratus dua puluh ribu rupiah);

d. 1 (satu)gudang dijadikan kantor PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) dan 4

{empat) gudang lainnya dijadikan gudang barang PT.GBS schingga
merugikan Megara (Bulog) sebesar Rp.3.189.100.000,- (tiga milyar sera-
tus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

e, Adanya uang Megara (Bulog) vang dikeluarkan untuk membayar scwa
gudang yang disewa oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael
atau PT. Goro Batara Sakiil yaitu 2 (dun) buah gudang Multi Purpose
senilai Rp.6.200,766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam
pulul enam ribu rupiah);

f. Tidak dapat digunakennya tanab asset Bulog scluas B (delopan) Ha
kartna secara tidak sah di stesnya didirikan pusat perkulokan Goro
Kelapa Gading Jakara Utara yang merugikan Negara (Bulog) sebanyalk
Rp23.560.000.000,- (dua pulub tiga milyar lima raws cnam puluh juta
rupiah);

atau setidak-tidaknya secara langsung atau tidak langsung telah merugikan

keuangan Negara sekitar jumlah vang tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa tersebut dintur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat

(1) sub b jo. Pasal 28 Undang-undang Mo, 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-le jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 1999 yang
isinya adalah sebagai berikut

L.

Menyatakan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Socharto
bersalah melakukan tindak pidana kerupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55
ayat (1) ke=1< jo. Pasal 64 (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan Primair
kami,
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi
bin Soeharto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tzhun, potong selama
dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
Drenda Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan ku-
TUngEar;
Agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.28.153.351.730,- {dua
puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu
ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
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Menyatakan barang hukti berupa :
Barang bukti berupa : Surat-surat ;

I:

td

Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asset Bulog
seluas & Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa
Gading, Kotamadya Jakarta Ulara;

Tanah assel Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di
atasnya besarta isinya seluns & Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadyn Jakarta Utara;

Assef tansh Bulog berikut bangunan berada di i
at i
Domba Jakarta Timur; e e

Aswer tanah Bulog di J1, Ahmad Yani Jakarta Timur;

Sllnr_al 1p&l:p353n hak atas tansh di Kelurghan Marunda Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utan tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-
lampirannya scbanyak 288 SPH,

Arser tanah di Kelurahsn Marunda, Kecamatan: Cilincing, Kotomadya
Jakaria Utara seluas lebih kurang 71 Ha; . .
Surat-surat :

1. MoU No.011/Bulog-5AS/11/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi
Beddu Amang dengan Terdzlowa Hutomo Mandala Putra);

Surat Kebulog kepada Menkeu tentang ruilslag pudang Bulog
Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruilslag/asser
pengeanti 150 Ha, asset Bulog 48 Ha);

3. Memo Ir. Zulkarnain Liris, Direksi PT. SAS tanggal 10 Seplem-
ber 1995 kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra mengenai
pelaksannan disposisi Terdekwa Hutomo Mandala Putra agar
menyerahkan dokumen ruilsizg kepada saksi Ricardo Gelael;

4, Memo Terdakwa Hutomo Mandala Putra direksi PT, SAS agar
gizggumsan ruilslag dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT.

5 Mcmu MNe.001/Dirut/GBS/VIILVGS tanpggal 7 Agustus 1995 yang
ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada

Terdakwa Hutemo Mandala Putra peribal ruilslag tanah dan gu-

dang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya

menyampaikan sural Menkeu kepada Presiden dan hasil perte-
muan Mensesneg, pada hal saksi Ricardo Gelael baru membuat

MoU tanggal 11 Agustus 1995;

6. Sl.llrﬂ.l Menkeu kepada Presiden RI No.S-474/MK.03/95 mengenai
ruilslag besertn alasannya yang menyebutkan asset Bulog 48 Ha
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14,

agsef pengeanti 150 Ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog
tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden;

Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruflslag yang
ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa
PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bu-
log, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat Mol dengan
caksi Beddu Amang tanggal 11 Apustus 1998:

Mol tanzgal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan Ter-
dakwa Hutomo Mandala Putra dan gaksi Ricardo Gelael dimana
dinyatakan asset pengganti lebih kurang 150 Ha dan asset Bulog
48 Ha;

Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi
feddu Amang denpan Terdakwa Hutomo Mandala Putra mem-
batatkan Mol No.001/Bulog-5AS tanggal 7 Februari 1995

Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada
Manken No B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Dktober 1955,
perihal ruilslag aehagal jawaban surdl Mankeu Mo, 464MK02

45 tanggal 31 Jull 1555 dan menunjuk PT.GBS;

. Surat Kabulog Beddu Amang No. B/ 1332/1I1/11/95 tangeal 20

November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batata
Salti yang isinya menyetujul Jokasi tanall pengganti, namun
jumlahnya rurun jadi 100 Ha;

Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal
10 November 1895, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar
saksi Ricardn Gelael membicarakannya dengan terdakwa Hutonio
MP,

Surat Menkeu Mo.5-760/ME.03/95 tanggal 22 Desember 1995
yangdinujukan kepada Kabulog yang menyetujui ruilslog tersebul
dengan mengikuti ketentuan Kep.Menkeu No.350KMK.03/ 54
dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelak-
sanazan fukar-menukar dilakukan apabila asse! pengganti telah
selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta
telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan asser Bulog baik secara fisik
maupun secara administratif;

gurat Bulop yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis)
yang ditujukan kepada Menkeu Up. Dirjen Anggaran yang me-
nyampaikan rencana lebutuhan asset pengganti surat No.B-
§72/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1996;

Atas surat No.B-872/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun su-
rat Menkeu yang ditandatangani aleh Dirjen Anggaran yaitu sural
No.8-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1596 dengan lampiran-
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16.

17.
18.

19.

21,

22,

nya yang harus dipedomani oleh Tim futerdepr dalam melak-
sanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh
Kep.Menken Nomor 350/KMK.03/94 dan surat Menkeu Nomor
T60/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak
bisa dipedomani oleh Tim fnterdepr dalam melaksanakan fugas-
nya karena Tim Jnterdzept sudah selesai melaksanakan ligasnya
dan menandatangani Berlta Acara penafsiran tanggal 20 Desam-
ber 1996, lagi pula asser Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11
gudang sudah dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan
Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh
Presiden pada Lulan Dktober 1926, sehelum perjanjian ruilslag
dibuat;

Surat perjanjian ruilslag :
No.PIB-61/02/97
No.001/GBS-Bulog/L/97

antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardn Celnel selaky

Dirat PT. GBS, sehaga kelanjutan Mol tengeal 11 Apustus
1995:

langeal 7 Februarf 1907

L

+ Akt perjanjian pendahuluan untuk peralihan hik atas tanah di-

Marunda seluas 60 Ha antara Ken Laksona yang mendapat kuasa
dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Ter-
dakwa Hutomo Mandala Putra dengan Hokiarto, disini Hokiarto
mendapat pinjaman dari PT. Goro Batara Sakti yang sebesar
Rp.20.000.000.000,- untuk membayar pembebasan 35 Ha tanah
di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 18,5% per-tahun;

Akte No. 265 1anggal 30 Desember 1997 yailu persetujuan kerja
sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael
yang dibuat di hadapan Motaris Trisasono, SH. vang isinya ber-
dasarkan surat perjanjian ruilslag fngeal 7 Februar 1997
No.PIB-61/02/97, No.001/GBSBulog/11/1997 dinvaakan pihok
kedua (PT.GAS) Laksono dari PT. Goro Batara Sakii tangeal 26
Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditandatangani
langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal
isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si penerima hak
tidak pernah menyerahkan wang kepada pemilik tanah sebagai-
mana tercantum dalam 208 SPH. tersebut:

Akte No. 266 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat di hadapan
Notaris Trisasono, SH. yang isinva saksi Beddu Amang telah
memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kaitan ruifslag seba-
gaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara
Bulog dengan PT. GBS. tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal
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23.

24.

25;

26.

2T

28

29.

melakukan pembebasan tanah, menerima dan mengamt_pil sertifi-
kat dari pejabat vang berwenang mcnguper}canﬂqummda?&kun,
melepaskan hak dan mengurus segala perizinan, sertifikat lainnya
pembuatan akie ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku
Dirut. PT, GBS.

SPH tanah asser pengganti di Marunda yang ditandﬂl.angar!i. oleh
John Ramses dan Ken Laksono dari T, Goro Batara Saiﬂ_; tang-
gal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH _dltitnda-
tangani langsunp olch saksi Beddu Amang selaku penerima hail:,
padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan kara_nra si peneri-
ma hak tdak pemah menyerahkan uang kepada pemilik tanah se-
bagaim:ma teccantum dalam 208 SPH. tersebut,

Surat BPEP kepada Menkowasbang No.SR.02.03.01 82_5.*](! 1998
tanggal 6 November 1998, yang mtn}*utakn:? bahwa rur!.-r_!ng ter-
sebut dilanjutkan karena ruilslag tersebut dﬂaics-anak:m_ tidak I.jl:-
dasarkan atas kebutshan Bulog, melainkan atas ;Jﬂ.s:run;uf‘.i Presi-
den, sedangksn alasan perimbangin mengenal rufisieg D 11‘1-
sampian 1 iun germudian, [Uls @sier FoNggEnil yang sedie
ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha, ber-
dasarkan kesanggupan PT. GBS, dan seteruanys;

Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Ilutunlm Mam{nla Futra
kepada saksi Ricardo Gelacl mengenai penjﬂ:!jmn kredit dengan
Bank Bukapin Jakaria dengan plafon Rp.20 Milyar;

Persetujuan Komut Terdalowa Hutomo MP. kepada saks R__l:.'x{dn
Gelael unmk menanda tongani di hedapan Motaris 1’(!:'_1&1':]1?[3
Pendahuluan untuk: peraliian hak atas tanah antars Hokiaro
dengan PT. GBS, yang diwakili saksi Ricardo Gelael;

Surat No.026/GBSAX/95 tangeal 21 November 1955 dari Dinut
PT. GBS, saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang
perihal peninjaman gudang Bulog Kelapa Gading, tembusan Ter-
dalowa Hutomo MP. selaku Komisari Utama,

Surat No.B-988/111/09/1955 tanggal 22 Desember 1995 Ft:‘ih&i
peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang F‘utfmdav
tangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada prinsipnya
menclak  permintzan  saksi Ricardo Gelael sesuai surat
No I9GBS/VIIL1995 tanggal 29 Apustus 1995 pamun gudang
Sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang
telah dipakai oleh PT. Goro.

Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari
saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, vang mendesak

a
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Lad
bad

34,

35,

34,

37.

38,

agar saksi Beddu Amang menyelujui pinjaman 6 unit pudang,
tembusan Terdakwa Hutoma MP,

Sural No.02 1/GRS/X/ 1995 tangeal 5 'Oktober 1995 dari saks| Bi.
cardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gu-
dang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomo MP;

- durat Ne.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi

Ricardo Gelaal kepada saksi Beddu Amang masth masalah
peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP,

Surat No,008/GES/1/1994 langgal 24 januan (996 dari saksi Rj-
cardo Gelacl kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tam.-
bahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutoma MP,

Surat No.008/GBS/1/1994 tanggal 24 lanuari 1996 dan saksi Ri-
cardo Gelael kepada saksi Beddy Amang masih dalam rangka
meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat
perkulakan Goro sangat ketal, maka saks; Ricardo Gelael tmahon
agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudane
tambahan  milik. Dolog Inya: tersebul, tembusan Terdakuwy
Hutomno MP

Surat No.038/GBSAL/ 1994 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi
Ricardo gelael kepada KaKanwil pertanahan DKI Jakarta apar
diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa
Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

Surat PT. GBS. No.004/GBS/1/1996 tanggal 7 Januari 1994,

mengenai masalzh pembongkaran gudang No.3 sampai dengan
No.§&;

Surat Kabulog No.B-1230/11/X11/95 tanggal 4 Desember 1995,
yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia
Lubis, yzng isinya mengajukan permohonan IMB karena PT.
GBS. sudsh disetujui untuk mernilslag komplek pergudangan
Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI, maka
unfuk PT. GBS, Bulog mengajukan permohonan pembuatan [MB
pembangunan multi grosir Garo digudang No. | s/d 16 komplek
pergudangan Bulog Kelapa Gading.

Berita lewat Kabulog N.T-954/04]196 yang dikirim kepada
Kadolog Jaya Jakaria yang ditandatangani oleh saksi Beddu
Amang yang isinya persetyjuan pembongkaran pudang Dolog
Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro,

Surat No.B-162/111/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat
No.B-165/111/02/26 tangeal 23 Februari 1996, yang meminta agar
PT. G8S untk sementara menanggulkan/menghentikan segala

Yurrprudenst Mafikamah Agung B

35

kegiatan yang merubahfimenambah dan atau memindalikan asses
Bulog yang akan di ruilslag tersebut,

Berita kawat dalam Negeri No. T-197/011896 yang mm?nunjuk 8-
rat PT. GBS, No.004/GBS/1/1996 tanggal 15 Januari 1996, di-
mana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS, membongkar
gudang Bulog No, 3 s/d § untuk dibangun pusat perkulakan Goro
dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu
sehuburigan dengan kegistan pelaksanaan pembongkaran terse-
but.

Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas asset Bulog di ix::—

" camatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Mo, Pelepas Hak Luas pl:;;:;f;:n
| 2z = 3_ 4
[ Hary Cotur 2,000 t::lfa:;:;:;:
2. | Nurhayin A 4,512
3. | Darsono SA 4,175
4, | Amin Zulhairi 4,500
5. | Harn Catur 3,260
6. | Pumomo 4,500
7. | Beno Harbani 4,000
4. | Muryanto 3,995
2. | Busuki 4,790
10, | Amin Zuhair 3,025
11. | Murhavin A, TOg
12, | Sapto Utoma 1,600
13. | Syuliyadi 500
14.| Huryanto 500
I5.] Basukl fi5s0
16, | Murkayin A 2,525
17.| Herman 5., SA. 3,753
18. | Sukirman 3,000
19.| Darsono, 8A. 4,950
20, | Tri Subandana 300
21| Suwandi 4,910
22| Basuki 4923
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td

L i 3 4
23| Har Catur 2015
24, | Suwandi 3,550
25| Tri Subandana 3,000
26. | Beno Harbani 4,010
27| Herman 8., 84, 4,530
28.| Tamin Sukariana 2,000
29. | Muhayi Azis 3.574
0. | Amin Zubiairi 4,000
31, Dmurlu,tsn. 4,000
32 | Tamin Sukiriang 4,750
33| Abdul Rauf 4,000
34| Besuki 4030
35. | Suwandi 2,000
36 Trl Subandana | 2000
37 Tamin Sukarinonn 4,850
38, | Abdu] Rauf 4725
3%, | Hari Catur 4,730
40, | Saplo Utoma 3,606
41, Tri Subandana 1,000
42| Sukirman 4,000
43, | Suwnandi 4,000
44. | Syufivadi 4,770
45,1 Sukinuman 4,000
46. | Herman 5., SA. 4,000
47. 1 Amin Zuhzin 4,370
48.| Basuki 3,000
4%, | Bano Harbani 3428
50.| Suwandi 4,854
51.] Beno Harbani 3610
52.| Basuki 4,000
53| Sukirman 4,000
54. | Tamin Sukariana 4,100
55,1 Suwandi 4,000
56.| Darsono 4,000
57.| Murhayin Aziz 3,000
58. | Hari Catur 50
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54,
60,
a1
62
63,
i,
[i%H
b
67,
6O,

.

77.
T8,
79,
0.
il
k2,
LET
B4,

B3,
Bh,
a1
HH.
8.
90.
21,
92
93,
94.

Tri Subandana
Basuki

Bukirman
Sukirman
Suwandi
Murhayin Aziz
Muryayin Aziz
Hermian 5., SA.
Darsono, S-‘n
Darsono, 54,
Murhayin A,
Tamin Sukariang
Tamin Sukaripna
Murhaym A.
Tamin Sukariana
Murhayin

Tamin Sukarinna
Suwandi
Herman 5., 5A.
Hari Catur
Herman 5., SA.
Syufuyadi
Biasuki

Tari Catur
Tamin Sukariana
Muryanto

Basuki

Amin Zuhairi
Herman 5., SA.
Nurhayin A.
Daarsono, 54,
Darsono Sono
Tamin Sukrinna
MNurhayin Aziz
Murhayin Aziz
Murhayin Aziz
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1,300
630
24}
K]
500

4,000

4319

4,250

4,975

4,000

4,400

4,400

4.047

3,004

1618

3,000

4,500

4,000

4, O

3,670

4,950

4,950

4,950

3,600

4,000

3,300

4,004

4,000

4,000

4,800

4,712

4,712

4,707

1701

4,850

2,000
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| 1 2 3 4
95. | Murhayin Aziz 4,950
96, | Tamin Sukurians 1,113
97.1 Tamin Sukariana 3,812
98. | Sukirman 4.500
99, | Herman S, SA. 2,370

L00. | Herman 5., SA. 3,789
101.| Darsona, SA. 3,787
102. [ Muorhayin A, 3,787
[03.| Darsono, 5A. 4,500
104, 1 Wurhayin A 4,500
105.] Sukirman 1,804
106, ] Tamin Sukariang 4,000
1071 Herman 5., SA. 3,657
198, ] Twamin Sukarfans 4,000
1091 DNu=onn ), 347

110.| Darsono, SA, 4,000

111, Darsono 4,39%

112.| Herman S, SA. 3,500

113.] Herman 5., SA. 4,685

114, Herman 5, SA. 4,511

115, Murhayin A 4,500

116:| Herman A, 4,500

117.| Sukirman 4,500

118, | Nurhayin A, 4,500

119.| Darsono, SA. 4,500

120, Tamin Sukariana 4,500

121, Syufiyadi 2,360

122.] Tri Subandana 4,000

123, Basuki 4,000

124. | Herman §. 4,950

125, Nurhayin A. 2,500

126.] Tamin Sukariana 4,331

127.| Tamin Sukariana ERATH

128.| Murhayin A. 4,950

[29.] Sukirman 2,565

1300} Murhayin A 3,000
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132,
133,
134,
135,
136,
137
138,
139.
140,
141,
142,
143,
144

AR
15d

f46.
147,
148,
149,
154,
151,
152,

153.
154.
155.
156.
157.
158,
135,
160.
161.
162.
163.
16,
165,
166,

Hermmn 5.
[arsono
Darsono
Tamin Sukariann
Tri Subandana
Abdul Rauf’
Tamin Suknriann
Herman 5., SA.
Parsiman
Pumomo
Supto Utomo
Aris Endorso
Darsong 54
Amiin. Zuhar
Armin dichair
Tri Subandana
Murhayin A
Darsono
Tamin Sukariana
Basuki
Abdul Rauf
Muryanto
Darsono, SA.
Darsono, SA.
Diarsong, SA,
Muryanto
Sukirman
Tamin Sukarianz
Tamin Sukariasia
Herman 5., SA.
Herman 8., SA.
Herman 5., SA.
Budi Suntoso
Herman 5.
Sukirman
MNurhayin Aziz
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2,463
2,500
650
1,500
1,645
4,500
2,040
1,290
4,816
3,550
4,550
4,550
3919
3,794
1,68
1,132
4,600
3,500
1,000
4,315
B70
B0
4,950
3,490
1,425
R
3,400
4,800
3,750
4,999
1,004
4,950
4,680
4,000
5,000
1,987
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[ 1 2 3 a |
167, Tamin Sukariana 2175
168, Darsono 3,400
169.] Darsono, SA. 4,000
170, | Darsono, SA. 2,742
171.| Herman S, 4,080
172, Sukirman 2,730
173, Sukirman 4,600
1741 Tri Subandana 4,038
175.] Murvanto 250
176.| Abdul Rauf 250
177, Sukirman 400
178, | Basuki 1,975
179, Wuryanto 31,950
180, | Murhayin Aziz 4,950
11| Nuryanio | 4,000 |
142, Suwandi 1,896
183.| Sapto Utomo 2,000
184, Haru Catur A5
185, Parsiman 2,760
186. Tamin Sukariana 2,640
187, Svwandi 200
188, | Tamin Sukarizna ann
admlah s e 637,013

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar hiaya perkara sebesar Rp,10.000,-
(Sepulub ribu rupiak);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober
1999 No. 198/PID.B/1999/PN Jak Sel., yang amar lengkapnya berbunyi schagai
berikut :

. Menyatakan Kesalahan terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alins
TOMI Bin SOEHARTO atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut
Umnum;
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Menyatakan memulihkan Hak terdakowa dalom kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negam,

Memerintahkan barang barang bukti berupa surat sural yait ;

5.1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asset Bulog
seluas 8 Ha di Kelurshan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa
Gading Kotamadya Jakarta Utara,

52, Tanah asset Bulog (Dolog Jaya) besera bangunan vang berada di
atasnya beserta isinya seluas § Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Lading Kotamadya Jakaria Uiara, £

53, dAsset tanah Buldg berikut bangunan yang berada di stasnva di Rawa
Domba Jakarta Timur,

5.4. Asser tanzh Bulog di J1. Ahmad Yani Jakaria Timur.

3.5, Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Manmda Kecamatan
Cilincing Jakarta Ltara tanggal 26 Desember 1997 heserta lampiran-
Inmpirannya scbanyak 288 SPH,

w 5.6, Asser tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya

Jakarta Utara seluas + 71 ha.

3.7. Surat-surat:

31 Mol No001/Bulog-SAS/YS tanggal 17 Februari 1995
(saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hulomao MP),

5.7.2. Burat kabulog kepada Menkeu tentang rutls/ag gudang Bulog
Kelzpa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruilslag!
assel pengeanti 150 Ha, asset Bulog 48 ha).

5.7.3. Memo Ir. Zulkamnain ldris, Direksi PT.SAS tanggal 10 Sep-
tember 1995 kepada terdakwa Hutomo MP mengenai pelak-
sanaan disposisi terdakwa Hutomo M?P agar menyerahkan
dokumen ruilslag kepada saksi Ricardo Gelacl.

5.7.4. Memo terdakwa Hutomo MP, Dircksi PT.SAS agar pengurus-
an ruflslag dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT. SAS.

577.5. Memo No. 001/Dirut/GBS/VIILGS tanpeal 7 Agustus 1995
yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelasl yang ditujukan
kepada terdakwa Hutomo MP., perihal ruils/ag tanah dan gu-
dang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya
menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil
pertemuan Mensesneg, padahal saksi Ricardo Gelael baru
membuat Mol tanpgal |1 Apustus 1995,

5.7.6. Surat Menkeu kepadz Presiden RI No.S464/MK.03/95
mengenai ruilsiag beserta alasannya yang menyebutkan asser
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Bulog 48 ha asser pengganti 150 ha dan menyebutkan Memo-
randum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditwjukan kepada
Presiden,

3.7.7. Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruilslag
yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyala:
%r.an bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan ker-
Jasama dengan Bulop, padahal saksi Ricardo Gelacl baru

membuat MoU dengan suksi Beddu A
s 1995, i Amang tanggal 11 Agus-

3.7.8. Moll tanggal |11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan
terdakowa Hutomo MP dan saksi Ricardo Gelael dimana

dinyatakan asser pengganti kurang lebih 150 Ha dan assef
Bulog 43 ha,

3.7.9. Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi
Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP membatalkan
Moll Mo, 001/Bulog-5AS tanggal 7 Februari 1995,

3710, Surat Mensesneg yung ditandatangan: oleh Moerdionio kepada
Menkey No.B-230/M Sesneg/{0/1995 tangpal 11 Okiober
1995, perihal ruilslag sebapai jawaban surat Menkeu No.464/
MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT.GBS,

5.7.11. Surat Kabulog Beddu Amang No.B/1332/111/1 1/95 langgal 20
November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro
Batara ISakr.i yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti
namun jumlahnya turun jadi 100 Ha. I

3.7.12, Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tang-
gal 20 chvemh:r 13335, yang mengirimkan surat Menkeu dan
agar saksi Ricardo Gelael membicarakannya dengan terdakwa
Hutomo MP,

3.7.13. Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember
1995 yangditujukan kepada Kabulog yang menyetujui ruilslag
tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep.Menkeu No 350/
KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekan-
kan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila asser
pengganti telah selesai dibangun secara lengkap dengan per-
Janjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan
assef Bulog baik secara fisik maupun secara administratif,

5.7.14, Swl Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lu-
bis) yang ditujukan kepada Menkeu Up. Dirjen Anggaran
yang menyampaikan rencana kebutuhan asser pengganti surat
No.B-872/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1996,
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5.7.15. Atas surat No.B-872/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun
surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu
surat No.S-3661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan
lampirannya yang barus dipedomani oleh Tim Interdept dalam
melaksanakan tugasnya, scsuai dengan tahap yang ditentukan
oleh Kep.Menkeu No3SO/KMEK.03/94 dan surat Menkeu
Mo, T60/MEL03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat
ini tidak bisa dipedomani oleh Tim fnrerdeps dalam melak-
sanakan tugasnya karena Tim [nferdept sudah selesai melak-
sanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penaf-
siran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula asser Bulog tidak
lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan sudah
didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading fakarta Utara
dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober
1996, sebelun perjanjian rudlslag dibuat.

5.7.16. Akte perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di
Murunds sehuns 60 Ha antara Ken Lakeono yang mendapat
kusss dari saksi Ricardo Gelsel dan mendapat perselujuan
dari Terdakwa Hutomo MP, dengan Hokiarto, disini Hokiarto
mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp.20 Milyar
untuk membayar pembebasan 35 Ha. tanah di Marunda Ja-
karta Ulara dengan biaya 18,5 % per tahun.

5.7.17. Akte No.265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan
kerja lama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo
Gelael yang dibuat di hadapan Motaris Trisasono, SH. yang
isinya berdasarkan surat perjanjian ruilsfag tanggal 7 Februari
1997 No. PIB-61/02/97, No.00/GBS-Bulog/11/1997 dinyata-
kan pihak kedua (PT. GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha.
sebagaimana terdapat dalam dafiar tanah tanggal 30 Desem-
ber 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak kedua
saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu
kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah
untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak kedua,
dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama yang
merupakan asset pengganti dari pelaksanaan ruilslag dalam
perjanjian di atas tanah lebih kurang 71 Ha. ( Pasal 1 ) dalam

Pasal 6 dischutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak per-
tama, pajak-pajak menjadi sebab pihak kedua.

5.7.18. Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang disebut di
hadepan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu
Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kait-
an ruilslag sebagaimana terang dalam surat perianjian tukar
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menukar antara Bulog dengan FPT. GBS.tanggal 7 Februari
1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah dj
Marunda, menyelesaikan pematangan tanzh, menerima dan
mengambil sertifikat dar Pejabat yang berwenang mengoper-
kau_.-’n}nmindnhkanf melepaskan hak dan mengurus segala
perizinan, sertifikat surat surat dan perlengkapan sdministrasi
lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo
Gelael selaku Dirut. PT. GBS,

5.7.19. SPH tanah asset pengganti di Marunda yang ditandatangani
nluhtlnhn Ramses dan Ken Laksono dari.PT. Goro Batara
“Sakii tanggal 26 Desember 1997 selalu penerima hak dan 20}
SPH E]ita:tdalangnni langsung oleh saksi Beddu Amang selaku
pencruna_hak. padahal isi 208 SPH. tidak permah dilaksanakan
karena si penerima hak tidak pernah menyeralikan uang
kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum daiam 208 SPH,
terscbut,

5,7.20. Surat BPKP kepada Menkowasbang Noo SR02.03.01

25/K/1998 langgal 6 November 1994, yang menyatakan
bahwa ruilslag tersebut dilanjutkan karena ruilsiar tersebut
dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melain-
kan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan
mengenai ruflslag baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas
assel pengganli yang semula ditentukan 150 Ha. dirubah
menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesangpupan PT.
GBS, dan seterusnya,

3.7.21. Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala
Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit
dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar,

5.7.22. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ri-
F”Eu Gelacl untuk menanda tangani di hadapan Notaris Per-
Janjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanzh antara
Hokiarto dengan PT. GBS. yang diwakili saksi Ricardo
Gelael,

5.7.23. SLrtral No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 November 1995 dari
Dirut PT. GBS. saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddy
Amang perihal peninjauan gudang Bulog Kelapa Gading,
tembusan Terdakwa Hutomo MP. selaku Komut,

3.7.24. Surat No.B-988/111/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 peri-
hal peminjaman gudang Bulog, vaitu surat Kabulog yang di-
tunrf!alz_angani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada
perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai
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surat Mo, 19/ GBS/VII1995 angeal 29 Agustus 1995 namun
gudang sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4
unit gudang telah dipakai olch PT. Goro.

5.7.25. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari
saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak
agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit pudang,
termbusan Terdakwa Hutaomeo MP.

5.7 76. Surat No.03 1/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi
Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam
gudang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomo MP,

5.7.27. Surat No.D42/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1993 dulri
saksi Ricardo Gelsel kepada saksi Beddu Amang masih

masalah peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo
MP.

5.7.28. Surat No,008/GBS/1/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari sa.'llr.:si
Ricarda Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengaju-
kan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwi Hutomo
M.

5.7.29. Surat No.008/GBS/1/1996 tanppal 24 Januari 1996 dan saksi
Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam
rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pertnhat-
ngunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ri-
cardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk
meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut,
tembusan Terdakwa Hutoma MP.

4§ 7.10. Surat No.038/GBS/1/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari
saksi Ricardo Gelael kepada KaKanwil Pertanahan DKI Ja-
karta agar diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan
Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5731, Surat PT, GBS. No.004/GBS/1/1996 tanggal 15 Januari 1996,
mengenai masalah pembongkaran gudang No.3 sampai dengan
No. 8.

5737, Surat Kabulog No.B-1230/1UX11/95 tanggal 4 Desember
1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs.
Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB
karena PT. GBS, sudah disetujui untuk meruilslag komplek
pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak
Presiden RI., maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan per-
mohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro
digudang No. | s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa

Gading.
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3.7.33. Berila lewat Kabulog N.T-954/041196 yang dikirim kepada
iadulng Jaya Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Beddy

mang yang isinya persetujuan pembongkaran sudane Dolas

Jaya Mo,01 dan 02 aleh PT. Goro, Silbs

5.7.34. Surat No. B-162/111/02/1996 tangeal 23 Februari 1996 dan su-
rat IfJu.E—lﬁS.-’lIL-"ﬂIfEﬁ tanggal 23 Februari 1996, yang
meminta agar PT. GBS untuk sementara mﬂriangg:uld{am’
menghentikan segala kegiatan yang merubab/menambah dan
atau memindahkan asser Bulog vang akan di ruilslag tersebut.

3.7.35. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menuniuk
surat PT. GBS, No.004/GBS/1/1996 tanggal 15 Januari 1996
dimana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS, i'rlernj
bongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 unuk dibangun pusat
pf:rkulakm1 Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya memper-
siapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelak-
sanaan pembongkaran tersebut.

2.7.36. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas aseer Bulop di ¥e-
camatan Kelapa Gading Jakarta Utara,

5.7.37. Dan surat surat pelepasan hak tanah di Marunda sebanyak 188
SFH, surat surat dimaksud adalah

No. Pelepas Hak Luas Penerima
Penverahan
| 2 3 4 =]

I. | Har Catr 2,000 |lohn Ramses/

: . . Ken Laksano
2 urhayin A 4,512
3. | Darsono 54 4,175
4, | Amin Zulheiri 4,500
5. | Hari Carur 3,260
. Fumomo 4,500
7. | BenaHarhani . 4,000
E. | MNuryanto 3,995
9. | Basuki 4,750
0. | Amin Zuhairi 3,025
1. | Nurhayin A, F00
12.] Sapto Utomao 1,600
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1 2 3
13. | Syufliyadi 500
14. | HMuryanto 500
15. ] Basuki 650
16, | Murhavin A 2535
17.| Herman 3., SA. 3,753
18. | Sukirman 3,000
19. | Dargone, SA. 4,850
20, | Tr Subandans 300
21| Suwandi 4,910
27.| Basuki 4,923
23.| Hari Catur 2.015
24. | Suwandi 3,550
23, | TriSubandana 3,000
26. | Beno Harbani ERi
27, | Hermaen 5., SA. 4 530
28. | Tamin Sukariane 2,000
29.| MNuhayi Azis 3,574
30. | Amin Zuhair 4,000
3l.| Darsano, SA. 4,000
32.| Tamin Sukariana 4,250
33| Abdul Rauf 4,000
34. | Pasuki 4,000
35. | Suwandi 2,000
6. | Tr Subundena 2,000
37.| Tamin Sukarizna 4,890
k.| Abdul Rauf 4,725
39.| Hari Camur 4,730
40,1 Sapto Utomo 1,666
41| Tri Subondans 1,000
42| Sukirman 4,000
43.| Suwandi 4 000
44, | Syufiyvadi 4,770
45.] Sukirman 4,000
46,1 Herman 5., 5A, 4000
47, | Amin Zuhairi 4,270
48.| Basuki 3,000

213




3 i

4.
3,

57,
1
=1
a0,
Gl
f
6.
G4,
65.
fif1.
67.
68.
69.
70.
7L
T2
KER
4.
5.
6,
T
T8,
79
0.
al.
B2,
a3

49.
0.
al.
54
33

6.

Bana Hurbani
Suwandi
Beno Harbani
Basuki
Sukirman
Tamin Sukariana
Suwandi
Darsono
Murhayin Aziz
Hari Catur

Tri Subandana
Basuki
Sukirman
Sulcirman

Suwand:
Murhayin Aziz
Nuryayin Aziz
Herman S, SA.
Darsonn, SA.
Darsona, SA.
Murhayin 4.
Tamin Sukarigng
Tamin Sukariana
Nurhayin A,
Tamin Sukariana
Murhayin

Tamin Sukariana
Suwandi

Herman 8., SA.
Hari Catur
Herman 5., SA.
Syufuyadi
Basuki
Hari Catur
Tamin Sukarizna

LES

MNuryanio

3,428
4,854
3,610
4,000
4,000
4,100
4,000
4,000
1,000
350
1,300
650
200
i)
S0
4,000
4319
4,250
4,975
4,000
4,400
4.400
4,047
3,000
2,618
3.000
4,500
i, 00
4,000
3,670
4,950
4,950
4,950
3,000
4,000
3,500
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1 2 3
85.| Basuki 4 000
26| Amin Zuhairi 4,000
27.| Herman 5,SA 4,000
88, | MNurhayin A, 4,800
B9, | Darsong, 5A, 4.712
#0. | Darsono Sono 4,712
01, | Tamin Sukrianz 4,707
82, | Murhayin Aziz 3,70
43, | Murhayin Aziz 4,850
94, | Murhayin Axiz 2,000
95, | Muchayin Aziz 4,950
a6, | Tamin Sukariana I,113
47. | Tamin Sukariana 3,812
Uy | Sukirman 4,500
94. | Herman 5., SA. :‘.} i)
100, Herman 5, SA. 3,789
101.f Darsono, SA. 1,787
102, WWurhayin A. 3,787
103.] Darzono, SA. 4,500
104.] Murhayin A. 4,500
105 Sukirman 1,800
106. Tamin Sukdriana 4,000
107.| Herman 5., SA, 1,657
108, | Tamin Sukariana i, (0
(09| Darsono 1,317
i10.] Darsono, SA. 4,000
111:] Darsona 4,399
112.| Harman 5., SA. 3,500
113.] Herman 5., SA. 4 685
114.| Herman 5., 54, 4,511
115, Muorhayin A. 4,500
116, Herman A. 4,500
[17.] Sukirman 4,500
118, Nurhayin A. 4,500
119.] Darsong, SA. 4,500
120, Tamin Sukariana 4500
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T 4

121,
122,
123,
124.
125
126.
127.
128,
129,
120,
131.
132
133,
134.

L35
136,
137,
138,
139,
140,
141,
142,
143
144,
1435,
146.
147,
[48,
149,
130,
151.
152
153.
154,
135,
156.

Syufiyadi
Trl Subandana
Basuki
Herman 5.
Murhayin A,
Tamin Sukariana
Tamin Sukzriana
Murbayin A
Sukirman
Murhayin A,
Herman 5.
Darsonag
Darsono
Tamin Sukariang
I'i Subandans
Abdul Rauf
Tamin Sukariana
Herman 5., 5A.
Parsimun
Purmomao
Sapto Uomo
Aris Endaorso
Darsono §A
Amin Zuhairi
Amin Zuhairi
Tri Subandana
Murhayin A,
Darsono
Tamin Sukariana
Basuki
Abdul Raof
Nuryanlo
Darsana, SA.
Darsono, SA.
Darsono, SA.
Muryanto

2360
4,000
4,000
4,550
2,500
4,331
3,110
4.950
2,565 =
3,000
24063
2, 5(H}
650
1.500
i 1 4% i
4,500
2,040
1,290
4,816
3,550
4,850
4,850
1919
3794
1,608
1,132
a, 600
1,500
1,000
4,335

870

E70
4,950
3,450
3,43%
4,000
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1 2 3
157, Sukirman 3,400
158, Tamin Sukariana 4,800
159, Tamin Sukariann 3,750
160 Herman 5., SA. 4,900
161, | Herman 5., 5A. [,000
162, Herman 5, SA 4,950
[63.| Budi Sanioso 4,680
164, Herman 5, 4,000
165:| Sukirman 5,000
166,| Nurhayin Aziz 1,987
167, Tamin Sukariann 2,175
168, Darsono 3,400
169, | Darsono, SA. 4,000
1700 Darvono, 54 1742
17) Herman S 4 nED
172, Sukirman 2,730
173:| Sukirman 4,600
174.| Tri Subandana 4,038
175.] Muryanta 250
176.| Abdul Rauf 250

177.] Sukirman 400

178, Basuki 1,975

179 Muryanto 3,950

180, Murhayin Aziz 4,950

181.( Wuryanto 4,000

182.| Suwandi 1,896

183 Sapto Utoma 2,001

|84, Haru Catar 1,735

185.| Parsiman 2,100

186.| Tamin Sukariane 2,640

[87.] Suwandi 200

188;| Tamin Sukarans 300
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I[ZIIEJ{crnI:|L|I'rlmn kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
ain.

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 Reg,

No.1 K/Pid/2000, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
—— Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi JAKSA/PENUN-

Ll

T[;T UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ter-
sebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No,198/Pid B/
L999/PM Jak. B2l tangpal |2 Oktober 1999,

MENGADILI SENDIRI

Menyalakanl'{‘erdnh-.ra Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Socharto
1E=Jah tclrbl.fku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Korupsi dilakukan bersama sama dan berlanjut;

.?\!L![!j..!l'l.djl.!x.iil. pidana penfara oleh karena i kepads terdakwa dengan pi
dana penjara selama | (satu) tahun dan & {¢nam} bulan;

Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10,000,000, -
(sepulub juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diberi
hukuman pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Menghukurp terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada negara sehesar
80 x ¥ dari Rp.76.700.766.000,- = Rp.30.680.306.400 - {tiga puluh milvar
enam ratus delapan puluh juta tigaratus enam ribu empat ratus rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa surat surat -

L.

I Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asser Bulog
5ch:‘15 & Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa
Gading Kotamadya Jakarta Utara.

Tanah asset Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di

atasnyn beserta isinya seluss 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakara Utara.

ra

3. Asset tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa
Domba Jakarta Timur,

4. Asset tanah Bulog di JI. Ahmad Yani Jakarla Timur.

5. S|I1r.at Lpuh:pasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan
Cilincing Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 heserta lampiran-
lampirannya schanyak 288 SPH.

. Asset tanah di Kelurahan Marunds Kecamatan Cilincing Kotamadya
Jakarta Utara seluas lebih kurang 71 Ha. -

7. Surat-surat :
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4)

3)

6)

)

8)

9

10)

1)

Mall No. 001/Bulog-SAS/A1/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi
Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MFP)

Surat Kabulog kepada Menkeu tentang ruilsldp gudang Bulog
Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruilslag/asset
pengganti 150 Ha, asset Bulog 43 Ha).

Memo Ir. Zulkamain 1dris, Direksi PT.SAS tanggal 10 September
1995 kepada terdakwa Hutomo MP mengenai pelaksanaan dis-
pasisi terdakwa Hutomo MP agar menyerahkan dokumen ruilslag
kepada saksi Ricardo Gelael.

Memo terdalwa Hutomo MP, Direksi PT.SAS apar pengurusan
ruilslap dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT.SAS.

Memo No.001/Dirut/GBS/VII/9S tanpgal 7 Apustus 1995 yanp
ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada
lerdakwa Hutomo MP, perihal ruilslag tanah dan gudang Butbog
di Sunler serta penjualan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan
surat Menkeu kepada Presiden dan basil pertomuan Mensesneg,
padahal saksi Ricardo Cslasel barmn membuat Moll tanggal |1
Agustus 1995,

Surat Menkeu kepada Presiden Rl No. S-464/ME.03/95 me-
ngenai ruflslag beserta alasannya yang menyebutkan asset Bulog
48 Ha. asser pengganti 150 Ha dan menyebutkan Memaorandum
Kabulog tanggal 25 Juli 19935 yang ditujukan kepada Presiden.

Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruifvlag, vang
ditandatangani oleh saksi Ricarde Gelael yang menyatakan bahwa
PT. GBS yang dimnjuk untuk meneniskan kerjasama dengan
Bulog, padahal saksi Ricarde Gelacl baru membuat Mol dengan
saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1995.

Moll tanggal 11 Apustus 1995 antara Beddu Amang dengan ter-
dakwa Hutomo MP. dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan
asset pengranti lebih kurang 150 Ha dan asser Bulog 48 Ha,
Kesepakatan bersama tangpal 28 Apustus 1995 antara - saksi
Beddu Amang denpan terdakwa Hutomo MP membatalkan Mol
Mo.001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995,

Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada
Menkeu No B-230/M.Sesneg/1(0/1995 tangeal 11 Oktober 1995,
perihal ruiislag sebagai jawaban surat Menkeu No.464/ME.03/
05 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT. GBS,

Surat Kabulog Beddu Amang No.B/1332/11/11/95 tanggal 20
November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara
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12)

13)

14

L

15}

16)

17)

Sakli yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti, namun
Jumlahnya turun jadi 100 ha,

Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal
20 Movember 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar

saksi Ricardo Gelael membicarakannya den gan terdakwa Hutomo
MP,

Surat Menkeu No,S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995
yang ditujukan kepada Kabulog yang menyetijui ruilsiag tersebut
dengan mengikuti ketentuan Kep.Menkeu No.350/KMK.03/94
dengan segala tahapan-lahapannya dan menekankan agar pelak-
sanaan tukar-menukar dilakukan apabila asset pengganti telah
selesal dibanpun secara fengkap denpan perjanjiankontrak serta
telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan asset Bulog baik secara fisik
maupun secara administratif.

Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Luhbis)
yang ditujukan kepada Menksu Up Dirjen Anggaran vang me-
nyampaikan rencana kebutuhan asyer penpeanti surat Mo B8720] 1/
US9/96 tangpal 15 Okiober 1996,

Atas surat No.B-B72/T1/09/96 tangpal 15 Oktober 1991 turun su-
rat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran vaitu surat
No.5-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampiran-
nya yang harus dipedomani cleh Tim Interdept dalam melaksana-
kan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep.
Menkeu No.350/KMK.03/94 dan surat Menkeu No.760/ME.03/
95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipe-
domani oleh Tin Interdept dalam melaksanakan tupasnya karena
Tim Interdept sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menanda-
tangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi
pula asser Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah
dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa
Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada
bulan Okiober 1996, sebelum perjanjian ruilslag dibuat.

Surat perfanjian reilslag :
No.PIB-61/02/97

No.001/GBS-Bulog/1L/97 tanggal 7 Februari 1997

antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael selaku

Dirut. PT. GBS, sebagai kelanjutan Mol tanggal 11 Apustus
1995,

Akte perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di
Mamdn seluas 60 Ha. antara Ken Laksono yang mendapat kuasa
dari saksi Ricardo Gelacl dan mendapat persetujuan dari Ter-
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18)

19

20)

dakwa Hutomo MP. dengan Hokidrto, disini Hokiarto mendapat
pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp. 20 Milyar untuk mem-
bayar pembebasan 35 Ha, tanah di Marunda Jakarta Uiara dengan
biaya 18,5 % per tahun

Akte No. 265 tangeal 30 Desember 1997 yailu persetujuan kerja
sama antary saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael
yang dibunt di hadapan Motaris Trisasona, SH. yang isinya ber-
dasarkan surat perjanjian rwilslag tanggal 7 Februari 1997 No,
PIB-61/02/97, No.001/GESBulog/I1/1997 dinyatakan pihak kedua
(PT. GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha. Sebapai mana ter-
dapat dalam daftar tanab tanggal. 30 Desember 1997 dan pihak
pertama Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael
berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama
guna memperfancar penyedizan tanah untuk pergudangan yang
akan dibangun olek pihak kedua, dimana lokasi tersebut disetujui
oleh pihak pertama yang merupakan asset pengpanti dari pelak-
sanasn Juilsfay dalom perjenjisn di =as tweh lebih kurang 71
Ha. (Pazal 1) dalam Pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas
nama pihak pertama, patak menjadi sebab pihak kedua,

Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang disebut di hadapan
Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu Amang telah me-
berikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kaitan ruilrlag sebagai-
mana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog
dengan PT. GBS. tanggal 7 Februari 1997, vaitu dalam hal
melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesalkan pe-
matangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat
vang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak
dan mengurus segala perizinan, sertifikat surat surat dan perleng-
kapan administrasi lainnya pembuatan akie ini disaksikan oleh
saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS,

208 SPH tanah asset pengganti di Marunda yang ditandatangani
oleh John Famses dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti
tanggal 26 Desember 1997 selaku pencrima hak dan 20 SPH di-
tandatangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima
hak, padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si
penerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik
tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebul.

Surat BPKP kepads - Menkowasbang No. SR.02.03.01-825/K/1998
tanggal 6 November 1998, yang menyatakan bahwa ruilslag ter-
sebut dilanjutkan karena ruilslog tersebut dilaksanakan tidak di-
dasarkan atas kcbutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presi-
den, sedangkan alasan pertimbanpan mengenal ruilslag baru di-
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22)

23)

24)

25)

26)

27

28)

29)

30)

sampaikan 1 tshun kemudian, luas asset pengganti yang semula
ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. ber-
dasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya.

Persetujuan Komut PT. GBS, Terdakwa Hutomao Mandaia Putra
kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan
Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar,

Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ricarda
Gelael untuk menandatangani di hadapan Netars Perjanjian Pen-
dahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan
PT. GBS. yang diwakili saksi Ricardo Gelael,

Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 November 1995 dari Dirut
PT, GBS. saksi Ricardo Gelael, Beddu Amang masih dalam
rangka meminjam pudang Bulog, mengingat jadwal pembangun-
an pusat perkulakan Goro sangal ketal, maks saksi Ricardo
Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk memin-
jamkan gudang tambahan milik Dolog Java tersebut, tembusan
Terdakwa Hutomo MP,

Surat No.B-988/11/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal
peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditanda-
tangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya
menolak permintaan saksi Ricarde Gelael sesuai surat Nomor
19/GBS/VIII/1995 tanggal 29 Apustus 1995 namun pudang Sun-
ter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehinges 4 unit gudang telah
dinakal oleh PT. Goro,

Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari
saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, vang mendesak
agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang,
tembusan Terdakwa Hutomo MP.

Surat No.03 1/GBS/X/1955 langgal 5 Oktaber 1995 dari saksi Ri-
cardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gu-
dang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomeo MP.

Surat No.042/GBS//1995 tangeal 12 Oktober 1995 dari saksi
Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah
peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP,

Surat No.008/GBS/T/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ri-
cardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tam-
bahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

Surat No.D0B/GBS/1/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ri-
cardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka
meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat
perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon
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1)

32)

33)

34)

35}

36)

37)

apar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang
tambahan milik Dolog Java tersebut, tembusan Terdakwa
Hutomo MP,

Surat No. 038/GBS/I/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi
Ricardo gelael kepada KaKanwil pentanahan DKI Jakarin agar
diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa
Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

Surat PT. GBS, No.004/GBS/I/1996 fangeal 15 Januari 1996,
mengenal masalsh pembongkaran gudang Mo.3 sampai dengan
No. 8.

Surat Kabulog No. B-12Z30/11/X11/95 tanggal 4 Desember 1995,
vang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia
Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT,
GBS, sudah disetujui untuk merudslag komplek pergudangan
Bulog di Kelapa Gading Jakarta olch Bapak Presiden R1., maka
untuk PT. GBS. Bulog mengajukan permohonan pemhuatan [IMB
pembangunan multi grosir Goro di gudung No, 1 5/d 16 komplak
pergudangan Bulog Kelapa Gading,

Berita lewat Kabulog M. T-954/041196 yang dikirim kepada
Kadolog Jaya Jakarta wang ditandatangani oleh saksi Beddu
Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog
Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro Batara Sakii.

Surat No.B-162/111/02/1996 tangeal 23 Februari 1996 dan surar
No.B-165/111/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta agar
PT. GBS untuk sementara menangguhkan/menghentikan segala
kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan asser
Bulog yang akan dirwilslag tersebut,

Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk su-
rat PT. GBS. No.004/GBS/ 1/1996 tanggal 15 Januarl 1996, di-
mana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS. membongkar
gudang Bulog No. 3 s/d B untuk dibangun pusat perkulakan Garo
dan memerintahikan Kadolog Jaya mempersiapkan sepala sesuatu
sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran terse-
but.

Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas- asset Bulog di Ke-
cumatan Kelapa Gading Jakarta Utara,
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Ma, Pelepns Hak Luas Penerima
Penyerahan
1 2 3 4
I. Hart Canur 2,000 John Ramses!
Ken Laksono
2, | Murhayin A 4,512
1. | Dirsono SA 4,175
4, | Amin Zulhair 4,500
5. | ‘Hari Catur 3,260
6 | Purnoma 4,500
7. | Beno Harbani 4,000
8. | Muryanto 3,995
9. | Basuki 4,790
1. | Amin Zuhairi 3,025
i Murhayin A 700
2. | Sspto'Utomo 1,600
13.| Syufivadi 500
14. | Muryanto 00
15.| Basuki 630
16. | Murhayin A 2,525
17.| Hemman 5., SA 1,753
18. | Sukirman 3,000
19. | Darsong, SA. 4,950
20, | Tri Subandana 300
21, | Suwandi 4910
22. | Basuki 4,523
23. | ‘Han Cetur 2,015
24, | Suwandi 3,550
25, | Tri Subandana 3,000
26, | ‘Beno Harbani 4,010
27.| ‘Herman 5., 84, 4,530
28.| Tomin Sukariana 2,000
29,1 Nuhayi Azis 3,574
30, Amin Zuhairi 4,000
31| Darsono, SA. 4,004
32, | Tamin Sukariana 4 350
33.| Abdul Rauf 4,000
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3

34,
35
36,
3T
18,
39,
40,
41.

43

44,
45,
46,

48

449,
50.
51

ik
54,

6o
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52

55,
a6,
57,
58,
3%,
6,
al.
b2,
63,
a4,
58
G,
a7,
68,

Basuki
Swwandi

Tri Subandani
Tamin Sukariana
Abdul Rauf
Han Catur
Sapto Utomo
Tri Subandona
Sukirman
Suwandi
Syufiyadi
Sukirman
Herman 5., S5A.
Aamin Tk
Basuki

Bano Harbani
Suwandi

Beno Harbani
Basuki
Sukirman
Tamin Sukariana
Suwandi
[arsono
Murhayin Aziz
Hari Cutur

Tri Subandana
Basuki
Sukirman
Sukirman
Suwandi
Murhayin Aziz
Muryayin Aziz
Herman 5., SA.
Darsono, SA-
Darsono, SA.
Murhayin Al

4,000
2,000
2,000
4,890
4,725
4,730
3,666
3,000
4,000
4,000
4,770
4,000
4,000
4270
4,000
1,428
4,854
3,610
4,000
4,000
4,100
4,000
4,000
3,000
350
1,300
650
200
300
500
4,000
4,319
4,250
4,975
4,000
4,400
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T
B0,
gl
£2.
'!."-l
24
B3,
6,
87,
B8.
Eg,
a0,
a1,
92.
93.
04.
05,
By,
7.
8.
9%,
100
101,
102,
103.
104,

0.
7.
i
73,
74,
5.
Th,
T
T8,

Tamin Sukariana
Tamin Sukariana
Murhayin A.
Tamin Sukarinng
Murhayin
Tamin Sukariana
Suwandi
Herman 5., SA.
Hari Catur
Herman 8, SA.
Syufuyadi
Basuki
Hari Catur
Tamin Sulariana
Miryantio
Basuki
Amin Zuhairi
Hermian 8., SA.
Murhayin A.
Dorsona, SA.
Darsono Sono
Tamin Sukriana
Murhayin Aziz
Murhayin Aziz
Nurhayin Aziz
Nurkayin Aziz
Tamin Sukariana
Tamin Sukariana
Sukirman
Herman 5., 5A.
Herman §., SA
Darsono, SA.
Murhayin A.
Darsono, SA.
Murhayin A.

105.
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Sukirman

3

4,400
4,047
3,000
2,618
3,000
4,500
4,000
4,000
3,670
4,950
4,950
4,950
3,000
4,000
3,500
4,000
4,000
4,000
4,800
4,712
4712
4,707
3,701
4,850
2,000
4,950
1,113
3,812
4,500
2,370
3,789
3,787
3,787
4,500
4,500
1,RO0
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106,
107
108,
109.
k1o,
11k
112,
113,
114,
I'15.
116,
T
i18.

119
120 |
121.
122,
123.
124,
125.
126.
127,
128,
125
130.
131.
132.
133,
134,
135.
136,
137.
138.
139
140,

141.

Tamin Sukariana
Herman 5., S84,
Tamin Sukariana
Darsont
Darsong, 54
Darsono
Herman 5., 5A.
Herman 8, 5A.
Herman S, 4.
Nurhayin A
Herman A.
Sukirman
Murhayin A.
Parsonn, S
Tumin Suksnang
Syufivadi LS
Tri Subandana
Basuki
Herman 5.
Murhiayin A.
Tamin Sukarizna
Tamin Sukariana
Murhayin A.
Sukirman
MNurhayin A
Hermon 5.
Darsono
Diarsano
Tamin Sukariana
Tri Subandana
Abdul Rauf
Tamin Sukariani
Herman 5., SA
Parsiman
Pumomo
Sapty Ltomo
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4,000
31,657
4,000
1,317
4,000
4,399
3,500
4,685
4,811
4,500
4,500
4,500
4,500
4 500
4,500
2,340
4,000
4,000
4,950
2,500
4331
3,110
4,950
2,565
3,000
2.463
2,500
650
| 500
I,645
4,500
2,040
1,290
4,816
1,550
4,950
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142,
143,

144,

145,

146,
147.
148,
149,
150,
151.

152,

153,

154,

155,
136,

157.

158,
159,
160.
161.
162,
163,
164,
165,
166,
167,
168,
163,
170.
171.
172.
173,
174.
175,
176.
177.

Aris Endorso
Darsono SA
Amin Zuhairi
Amin Zuhairi
Tri Subandana
Murhayin A.
Darzono

Tamin Sukariana
Basuki

Abdul Raufl
Muryanto
Darsono, SA
Darsona, SA.
Darsona, SA
Muryanto
Sukirman

Tamin Sukariana
Tamin Suknrizng
Hermean §,, SA.
Herman 5., SA.
Herman 5, 5A.
Budi Santaso
Herman 8.
Sukirman
Murhayin Aziz
Tamin Sukariana
Darsono
Darsono, SA.
Darsono, SA.
Herman 8.
Sukirman
Sukirman

Tri Subandann
Muryanto

Abdul Rauf
Sukirman

4,950
1,519
3,794
1.608
1,132
4,600
3,500
1,000
4,335

870

870
4,950
3,490
1,425
4,000
3,400
4,800
3,750
4,999
1,000
4,950
4,680
4,000
5,06}
1,787
2175
3,400
4,000
2,742
4,080
2,730
4,600
4,038

250

250

400
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178.| Basuki 1,975
179.] Nuryanto 3,950
180.| Wurhayin Aziz 4,950
181.] MNuryanto 4,000
1B2.| Suwandi 1,596
183. Sapto Lomo 2,000
184 | Haru Catur 3,735
185, Parsiman 2,760
186.] Tamin Sukgriana 2,640
187.] Suwandi 2041
188.] Tamin Sukariana 304
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disita untuk digunzkan dalam perkara lain.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal Jakarta, 27

Oktober 2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2000 dari HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI

bin SOEHARTO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah
Agung tersebut dapat ditinjan kembali;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan
kepada Pemohon peninjauan kemnbali/Terpidana pada tanggal 27 September
2000 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh FPemohon
peninjauan kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

.  Bahwa terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara
ini secara keliru telah menyatakan bahwa putusan Judex Factie adalah
suatu putusan bebas tidak mumni (verkapte vrifspraak) dan karenanya
termasuk dalam lingkup pemeriksaan kasasi;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam menilai apakah perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hutomo Mandala Putra
alias Tomi bin Soeharta memenuhi unsur “melawan hukum", telah
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melakukan kekeliruan tentang hukum pembuktian yang berlaku, yaim
telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakia dan bukti yang bukan
merupakan wewenang Hakim kasasi, melainkan merupakan wewenang
Judex Factie, dan oleh karena adanya kekeliruan itu maka Majelis
Hakim Apung telah

a. Mengabaikan keterangan sebagian besar saksi yang menyatakan
bahwa mereka tidak melihat dan atau mengetahui adanya peranan
Terpidana dalam proses tukar guling, proses penyediaan tanah
pengganti dan proses pembongkaran gudang-gudang Bulog:

b. Mengabaikan pembuktian selama pemeriksaan persidangan yang
menyimpulkan bahwa Sdr. Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin
Soeharto hanya melakukan peranan yang normal dari seorang
Komisaris suaty perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum perse-
raan yang berlakuy;

¢. Mengabaikan keterangan bagian terbesar saksi yang menyatakan
bahwa mereka tidak mengenal Terdakwa;

Hahwa dalam memutus ada tidaknya kejugian negass, Majelis Hakim
Agung secara keliu menilal kekuatan pembuktian keterangan 35 orang
saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan tidak terdapat kerugian
negara dan Majelis hanya berpegangan pada keterangan 2 orang ahli
dari BPKP dan BPK mengenai pemenuhan “unsur kerugian negara”
dari Pasal | ayat (1)a Undang-undang No. 3 tahun 1971:

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusannya secara keliru telah
menyatakan bahwa posisi kepemilikan sahan PT. Goro Batara Sakti
(GBS) adalah sebesar 80% dimiliki Terdakwa, padahal pemilik 80%
saham dimaksud adalah PT. Humpuss, bukan Terdalowa:

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Agung yang dimaksud tersebut di
atas, terjadi karena Majelis Hakim Agung tanpa alasan yang jelas ter-
nyata hanya memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum cdan
r?cngabaikﬁn pertimbangan hukum Judex Factie sehagaimana sccara
rinci telah dikemukakan dalam potusan Pengadilan Negeri Jakarta Se-
latan dan juga mengabaikan isi kontra memori kasasi Penaschat Hu-
kum, padahal sesual dengan ketentuan hukum acara tentang pemerik-
saan kasasi yang berlaku, Majelis Hakim Agung wajib mempertim-
bangkan seluruh berkas dan surat-surat yang diajukan kepadanya;

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menafsirkan putusan
Judex Factie sebagai putusan bebas tidak mumi (verkapre vrij-
spraak) sehingga dinyatakan termasuk dalam lingkup pemerik-
saan kasasi, sebagaimana yang terurai dalam putusan kasasi Mo, 1
K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 pada halaman 79 s/d ha-
laman 81, yang pada akhimya terhadap keberatan-keberatan

Vursprudensi Mafifamah Agung RJ

Pemohon kasasiPenuntut Umum, Majelis Hakim Agung me-
nyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa keberatan dari
Pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena
Putusan Pengadilan MNegeri dengan amar bebas merupakan pu-
tusan bebas tidak mumi sehingga perkara ini tunduk pada pe-
meriksaan tingkat kasasi;

Bahwa atas pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim Agung

sama sekali tidak pernah mempertimbangkan adanya pertimbang-

an hukum Judex Factie sebagaimana terdapat dalam putusan

Pengadilan Megeri Jakarta Selatan halaman 256 s/d halaman 272

yang diakhiri denpan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum"”
vang ditentukan dalam Pasal | ayat (1) sub a Undang-undang
Neo. 3 tehun 197] Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, hahwa oloh karena salah satu unsur dari Pasal
ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair
kepada Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka kesalahan Terdakwa dalam dakwaan pri-
mair juga tidak dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun
keyakinan Hakim™;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebas-
kan dari dakwaan primair;
Bahwa dari kutipan pertimbangan Judex Facrie tersebut yang
menyatakan bahwa pembebasan Terdakwa didasarkan pada per-
timbangan tidak terpenubinya unsur “melawan hukum" dan tidak
menyingpung sama sekali tentang pembebasan yang dilakukan
berdasar pertivbangan bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa adalah perbuatan perdata sebagaimana dike-
mukakan Penuntut Umum dalam memeori kasasi untuk menyata-
kan bahwa putusan tersebut seharusnya berupa putusan bebas dari
segala tuntutan (ontslag van rechisvervolging);

Bahwa dengan demikian, isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tentang pembebasan Terdakwa adalzh putusan bebas
mumi (zufvere vrijspraak) yang lidak tunduk pada lingkup pe-
meriksaan kasasi scbagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KU-
HAP, tetapi Mahkamah Agung secara keliru telah menerima per-
mohonan kasasi Penuntut Umum, padahal Majelis Hakim Agung
seharusnya menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dimak-
sud;
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Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Apung telah keliru dalam
melakukan penilaian terhadap perbuatan Terdakwa Hutomo
Mandala Putra alias Tomi bin Socharto telah memenuhi unsur
“melawan hukum” dari Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No.
3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan karena itu telah juga memenuhi kriteria hukum sebagai
pelaku peserta (mededader) dalim tindak pidana yang diru-
muskan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai “tindak pi-
dana yang dilakukan secara bersama-sama {deelneming)”;

4. Bahwa dalam putusan halaman 85 Majelis Hakim Agung tclah
membenarkan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut
Umum/Pemohon kasasi ad. 2, 3 dan 4, dengan menyatakan
“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
jelas dari fakta hukum di atas terdapat rangkaian kerjasama
dimana cukup telah terjadi adanya kerjasama yang erat dengan
tujuan yang disadari bersama (Ruilslag), dan masing-masing
peserta telah melakukan perbuatan sebagai bagian masing-
MASHIE Yang semuanya itu merupakan perbuatan yang mem-
punyal hubungan erat satu sama lainnya serta menjadi satu ke-
satuan dengan perbuatan peserta, lainnya (Beddu Amang dan
H.M. Ricardo Gelael) in casu tukar menukar tanah/bangunan
dengan pihak PT. Goro Batara Sakti yang mana Hutomo
Mandala Putra scbagai Komisaris dan H.M. Ricardo Gelae)
sebagai Direktur Utamanya. Yang jelas-jelas merupakan per-
buatan yang menyimpang dari ketentuan SK. Menteri Keuang-
an No. 350/KMK.03/1994 sehingga perbuatan Terdakwa su-
dah terbukti sebagai peserta atau ikut serta melakukan tindak
pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan primair
Jaksa/Penuntut Umum". Dengan penafsiran ketentuan Menteri
Keuangan RI mengenai syarmt-syarat ruilslag dan perbuatan
melawan hukum oleh Terdakwa terhadap perjanjian itu dapat
dibenarkan (dengan 8 point alnsan), sebapaimana teruraj da-
|l2m putusan Majelis Hakim Agung pada halaman 85-87):

b. Bahwa apa yang dimaksud dengan Mol mengenai ruifsfag

antara Bulog dengan PT. SAS tersebut hanya baru dalam
tingkat saling pengertian dan belum pernah ada realisasinya
sama sekali, sehingga tidak zda akibat hukum apapun yang
timbul dari MoU dimaksud, apalagi yang berkaitan dengan
perbuatan tindak pidana yang dituduhkan:

c. Babwa PT. SAS dimaksud adalah tidak identik dengan PT.

Goro Batara Sakti, karena masing-masing mempunyai anggar-
an dasar (akte pendirian) baden pengurus tersendiri serta asver
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tersendiri, sehingga sebagai badan hukum (rechis persoon),
Jelas antara PT. SAS dan PT. GBS tidaklah sama, sehingga
akibat hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh PT.
SAS sebagai suatu tindakan hukum dari badan hukum, tidak
dapat menjadi dasar uniuk menilai tindakan hukum yang di-
lakukan oleh PT. GBS, karena keduanya tidak sama dan tidak
identik;

Bahwa proses ruilslag i, bukan dimulai dengan adanya
keinginan PT.GBS untuk menguasai asser Bulog, tetapi dimu-
lai dengan adanya upaya Bulog untuk mengatasi kesulitannya
dalam pengoperasian gudang Bulog di Kelapa Gading jtu,
seperti’ terbukti dari adanya surat permohonanfusulan Bulog
kepada Pemerintah Cq. Menteri Kevangan untuk memin-
dahkan pudang Bulog di Kelapa cading tersebut, karena
perkembangan kota/kawasan Kelapa Gading yang sudab tidak
memadai lagi dengan adanya gudang Bulog di kawasan
Ketapa Gadmng yang sudah menmpodi sebual permakiman yang
padat penghuni;

Bahwa keinginan Bulog sebagaimana dikemukakan di atas,
telah timbul jauh sebelum Beddu Amang menjabat sebapai
Kabulog, yaitu dengan adanya surat usulan yang sama dari
MenPangan/Kabulog Hasan Ibrahim kepada Menteri Keuan-
pan pada bulan Mei 1994, sebelum dikelvarkannya SK.
Menkeu MNo. 35001994 (Juli 1994), sebagaimana diterangkan
oleh saksi-saksi yang berasal dari Bulog selama persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK-1);

Bahwa yang menjadi dasar hubungan ruils/ag sebagai pokok

masalah dalam dakwaan yang dituduhkan adalsh antara Bulog

dengan PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS);

Bahwa PT. Goro Batara Sakti-adalah perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan Akt Pendirian yang dibuat oleh dan di
hadapan Motaris Sutjipto, SH. No. 27 tanggal 10 Mei 1993
dan sudah mendapatkan pengesaban dari Menteri Kehakiman
RI dalam putusannya Ne. C2-2338.HT.01.01 Tahun 1994
tanggal 19 Februari 1994 (bukti PK-2), sehingga menurut hu-
kum sudah sah sebagai sebuah badan hukum (rechts persoon);

Bahwa dalam Akte tersebut, jelas disebutkan bahwa dari
30.000.000 saham @ Rp.1.000,- telah ditempatkan dan dise-
tor penuh sebanyak 6.000.000 saham dengan nilai nominal
sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh PT. Humpuss sebanyak
4.800.000 saham dan 1.200.000 oleh Ricardo Gelael.

[
Lad
L




234

Sehingga dengan demikian, yang sesungguhnya menjadi pe-
megang 0% saham PT. Goro Batara Sakti itu adalah bukan
prihadi Hutomo Mandala Putra alias Tomj bin Sceharto,
tetapi PT. Humpuss dan Hutome Mandala Putra alias Tomi
bin Soeharto adalah Dirckwr dari dan yang mewakili PT.
Humpuss tersebut saja;

Bahwa berdasarkan akie tersebut telah ditetapkan kedudukan
Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Socharto sebagai
Komisaris Utama dan hal ini adalah berkaitan dengan
kedudukan Hutomno Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto
sebagai Direktur PT. Humpuss yang mewakili persercan itu
selaku pemepang snham mayoritas dalam PT. Goro Batara
Sakti.

Bahwa tgas utama dan wewenang Komisaris ditentukan da-
lam Pasal 13 Akte Pendirian PT. Goro Batara Sakti adalah
selalu  pengawas atas Kepengurusan perseroan yang di-
inlankan oleh Direksi Perseroan PT. Goro Batars Saketi
Babwa menurut hukum secars pribadi Hutomo Mandala Putra
alias Tomi bin Soeharto sesungpuhnya tidak dalam kualitas
yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dikualifisir sebagai
pelaku dari ranghkaian perbuatan sesungpuhnya yang dilaku-
kan oleh Dircksi PT. Goro Batara Sakti dan Ka. Bulog dalam
rangka ruilslag dimaksud;

Bahwa dalam putusan kasasi telah diakui bahwa hubungan

rufisfag tersebut adalah Bulop dengan PT. Goro Batara Sakti

sebagai sebuah perseroan terbatas yang sudah sah scbagai
badan hukum dan mempunyai pengurusnya yang sah juga da-
lam bertindak untuk dan atas nama perseroan dimaksud, da-
lam hal ini diwakili olch Direksi Persercan. Hutomo Mandala
Putra alias Tomi bin Soeharto berkedudukan bukan sebagai
Diireksi atau angpota Direksi Perseroan dan demikian juga
bukan pemegang 80% saham dari PT. Goro Batara Sakti ter-
sebut, melainkan hanya Komisaris yang mempunyai
wewenang pengawasan belaka dan duduk dalam jabatan itu
karena mewakili PT. Humpuss selaku pemegang 80% saham
PT. Goro Batara Sakai;

Bahwa dalam hal terdapat perbuatan yang dikatagorikan sc-
bapai melawan hukum oleh PT. Goro Batara Sakti, maka ber-
arti hal itu adalah menjadi tanggung jawab hukum Direksi
Perseroan, tetapi bukan tanggung jawab hukum pemegang sa-
ham dan juga bukan menjadi tanggung jawab hukum
Komisaris Perseroan tersebut;

Yarisprudensi Malifamalk Agung R
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m. Bahwa mengenai kenstruksi penyertaan (deelreming) telah

dibantah dalam Kontra Memori Kasasi halaman 10 dan 12,
yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah memper-
timbangkan seluruh perbuatan Terdakwa yang pada akhimya
memutuskan tidak terbukti perbuatan-perbustan Terdakwa
melawan hukum.

Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung tidak pernah memper-
timbanekan isi Kontra Memori Kasasi tersebut;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tepar telah

mempertimbangkan peranan Terdakwa Hutomo Mandala Pu-

tra alins Tomi bin Soeharto dalam kasus 'Tukar Guling ini

dengan mengemukakan dalam putusannya halaman 270 s/d

272, yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang, ...

dst™,

— “Menimbang, bahwa herdasarkan hal-hal seperti telah di-
uraikan tersebut di atas bahwa sifal “melawdan hukwm™ st
perbusian-perbuatan yang dilakukan oleh [erdakwa terse-
but tidak dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun
keyakinan Hakim';

- “Menimbang, bahwa olch karena itu Majelis Hakim tidak
sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan
pidananya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan per-
buatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis termasuk melakukan perbuatan tanpa
hak, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
adalah dalam kapasitasnya selaku Komisaris' Utama PT.
Goro Batara Sakti, padahal kegiatan pelaksanaan ruilslag
dilakukan oleh Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti”,

= '“Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum®
yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-
undang Mo. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi temyata tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan™;

. Bahwa dari kutipan isi Kontra Memori Kasasi dan kutipan

pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan, jelaslah bahwa tidak ada sam perbuatanpun
yang dilakukan Terdakwa yang dapat dikualifisir sebagai per-
buatan melawan hukum, sehingga dengan sendirinya Ter-
dakwa juga tidak dapat dikatakan sebagai peserta terhadap
suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama:
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p. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Apung dalam
kaitan dengan SK. Menkeu No: 350/KME.03/1994 telah sama
sekali mengabaikan adanya

— Surat Mensesneg Mo, B-230/M.Sesncg/10/1995 tanggal 11
Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menter] Keuanpgan
perihal Rencana rudlsfag tanah dan gudang Bulog di Sun-
ter serta penjualan tanah Bulog (bukti PK-3), dalam surat
mana dengan tegas telah menyatakan adanya persetujuan
Bapak Presiden tentang penunjukan PT. Goro Batara Sakti
sebagal pelaksana;

= Keterangan ahli Drs: Wahyudi Effendi, Direktur Pembi-
naan Kekaysan Megara Dirjen Anggaran Dep. Keuangan,
yang menjelaskan pada persidangan hari Rabu tanggal 28
Juli 1999 (copy Berita Acara Sidang, bukti PK-4, terlam-
pir) bahwa

- Persetujuan dan penunjukan Presiden sudah merupakan
porintah yang hams difakcanakan meskipun menyimpang
dari 5K, Menkeu No. 350/MEL03/15594,

— Keppres No. 16 tahun 1994 jo. Mo. 24/1995 Pasal 13 me-
nentukan bahwa rwifslag harus melalui tender, dan me-
ngenai penunjukan FT. Goro Batara Sskti sebapai deve-
loper adalsh hak prerogatif Presiden;

g Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan
Megeri Jakarta Selatan di atas didasarkan pada penilaian ter-
hadap fakta-fakta dan alat bukti dipersidangan yang memang
adalah termasuk ruang lingkup wewenang Judex Factie;

r. Bahwa sebaliknya pertimbangan hukum dalam putusan yang
menyebabkan Mejelis Hakim Agung tiba pada kesimpulan
bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuat-
an penyertaan, jelas merupakan pelampauan wewenang yang
tidak sesuni dengan proses pemeriksaan kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah kelire dalam menilai bahwa
unsur “kerugian negara” dari Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-
undang No, 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, telah terpenuhi.

a. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusan halaman 88 da-
lam memberi tanggapan terhadap keberatan-keberatan
Penuntut Umum/Pemohon kasasi ad.5,6 dan 7, antara lain
menyatakan "Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibe-
narkan, oleh karena seperti telah dipertimbangkan terhadap
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keberatan ad. |, hubungan hukum dalam sural perjanjian ruil-
stag, bukan hanya merupakan hubungan perdata tetapi juga
terdapat unsur pidana, Bahwa pertimbangan hukum Hakim
Pertama yang menilai bahwa tidak ada keruginn negara karena
Bulog tidak mengajukan tuntutan atas kerugian tersebut,
merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum™ _.dst.;

. Baliwa didalam putusan halaman 89, telah dikemukakan per-

timbangan adanya kerugian negara

— menurut saksi Deddy Errianto, S.E. Ak. sebesar
Rp.76.700.766.000,-;

— ménurut s, Mamapan Manalu sebesar Rp.52 500,000,000,
ditambah Rp.13.622.400.000,- dan Rp8.784.418.500 - atau
jumlahnya Rp.74.906.818.500,-;

. Bahwa pertimbangan hukum tersebut memuat kekeliruan dan

kekhilafan, yaim karena memuat hal-hal vang kontradiksi,
sehingoa telsh membultikan tidak ada kepastian, demildan
Juga lidak jelas bapuimana subsi-saksi tersebut melakukan
perhitungan kerugian tersebut, sehingga mencapat angka vang
dikemukakan oleh saksi-saksi;

. Bahwa scbanyak 35 orang saksi dalam persidangan telah

memberikan keterangan yang bersesuaian anlara yang satu
dengan yang lain yang menyatakan bahwa tidak terdapat
kerugian negara dalam kasus ini, keterangan mana telah
dinilai Judex Factie sebagai keterangan yang dapat diterima;
Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum
tentang terbuktinya unsur “kerugian negara" hanva didasarkan
pada keteranpan 2 orang ahli dari BPKP dan BPK;

Bahwz Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum
mengenai jumlsh kerugian negara telah secara keliru meng-
kaitkan dengan PT. Goro Batara Sakti adanya hutang saksi
Hokiarto kepada Bulog sebesar Rp.32.500.000.000,- padahal
adanya pinjam meminjam tersebut sama sekali terlepas dari
PT. Goro Batara Sakti, tidak pernah dikonsultasikan dengan
FT. Goro Batara Sakti dan dilakukan diluar pengetahuan PT.
Goro Batara Sakti;

- Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya

mengenai keterangan ahli BPK telah keliru menafsirkan kete-
rangan tersebut seolah-olah telah timbul kerugian negara,
padahal ahii BPK hanya menyatakan bahwa kerugian negara
potensial dapat timbul apabila ruifslag tidak dibatalkan.
Dengan pembatalan Perjanjian Ruwilsfog pada tahun 1999,
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dengan sendirinya potensi dimaksud menjadi hilang (copy
Berita Acara Sidang hari Rabu tanggal 4 Apusius 1999, bukii
PK-5);

h. Bahwa pada halaman 218 putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dengan jelas telah disebutkan bahwa ahli BPK yang
melakukan pemeriksaan (audit), hanya melakukan audit inven-
taris kekayaan negara dan tidak melakukan audit finansiil, se-
dang kedua jenis audit tersebut merupakan syarat mutlak un-
tuk mensntukan apakah terdapat kerugian negara atau tidak,
sehagaiman ditentukan dalam Pasal 3 Kepres No. 31/1983
tentang BEKF jo. Pasal 3 EK. BPK No. 15/SK/1971 ten-
tang Peratoran Tata Tertib BPK jo. Penjelasan Fasal 2
Undang-undang No. 5/1973 tentang BPK jo. Pedoman ten-
tang Kas dan Barang Mepard serta Mekanisme Pertanggung
Jawaban Kerugian Megara tahun | 982;

i. Bahwa timbulnya perbedaan pendapal antara periimbangan
hulium Juder Foctie dengan pertimbangan Majelis Hakim
Agung timbul, karena Majelis Hakim Agung telah melakukan
penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti, yang sebenamya
adalah merupakan tugas dan wewenang Judex Factie, sedang
dilain pihak, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku,
jelas bahwa kekuatan pembuktian (bewiiskrachs) keteranpan
saksi adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan pem-
bulctian keterangan ahli;

j. Bahwa dengan adanya pendapat Majelis Hakim Apgung ten-

tang terbuktinya unsur “kerugian negara" telah menyebabkan
dijatuhkannya hukuman tambahan uang pengganti sebagai-
mana ditentukan dalam Pasal 34 ¢ Undang-undang Mo, 3 Ta-
hun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menyatakan bahwa
Terdakws mempunyai 80% saham di PT. Goro Batara Sakti;

a. bahwa pemilik saham 80% di PT. Goro Batara Sakti adalzh
PT. Humpuss, bukan Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam
Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti, sebagaimana telah
dikemukakan di atas;

b. Bahwa posisi kepemilikan saham dimaksud dapat dilihat pada
Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti yang telah dipergu-
nakan sebagai dokumen bukti dalam perkara ini;

c. Bahwa kekeliruan dimaksud telah menyebabkan perhitungan
beban hukuman tambahan pembayaran uang pengganti oleh
‘Majelis, jelas telah keliru;
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d. Bahwa atas permintaan Inkud selaku pembeli saham-saham
PT. Goro Batara Sakti, PT. Humpuss telah menyetujui untuk
mengembalikan uang sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga be-
las milyar rupiah}, pengembalian mana akan segera dilepalisir
setelah Due Diligent terhadap asser PT. Goro Batara Saku
selesai dilakukan (copy perselujuan, bukti PE-6),

i

Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam pu-
tusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim per-
tama yang memutus perkara ini, sesungguhnya telah tepat dan
benar, sehingga denpan adanya kekeliruan dan kekhilafan
vang nyata di atas, seyogianya pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Neperi Jakarta Selatan tersebut berkenan diper-
timbangkan sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan
peninjaunn kembali sekarang ini;

11, Keadasn Baru (Novum).

1

Pembatalan Perinniinn Buildlag menghilangkan potensi timbulnya
kenigian nepars;

a,

Bahsa dengan surat No.B.295/11/03/1999 tanggal 21 Maret 1999
yang ditujukan kepada Menko Bidang Pengawasan dan Penda-
yagunaan Aparatur Negarn, Ka.Bulog Rahardi Ramelan telah
membantah kebenaran hasil audit BPKP terhadap kasus ruilsiag
(bukti PK7), menyangkut hampir scluruh obyek pemeriksaan;
Bahwa surat dimaksud dikeluarkan setelah tahap penyidikan oleh
Kejaksaan Agunp selesai schingga tidak terdapat dalam berkas
perkara dan tidak dipertimbangkan dalam penyusunan Surat Dak-
waan oleh Penuntut Umum;

Bahwa pada butir 10 surat dimaksud dinyatakan bahwa sedang
diadakan perundingan dengan pihak PT. Gero Batara Sakti untuk
membatalkan perjanjian ruilsiag dimaksud, dengan persyaratan-
persyaratan obyektif, yang memungkinkan Bulog tidak dirugikan
dan sebaliknya PT. Goro Batara Sakti yang sekarang milik Inkud
tersebut dapat meneruskan kegiatannya dan sedapat mungkin di-
bantu berdasarkan Inpres Mo. 4 Tahun 1984,

. Bahwa dengan adanya realisasi pembatalan Perjanjian Ruilslag

pada tanggal 31 Marct 1999, polensi kerugian negara yang
dinyatakan ahli BPK dipersidangan telah hilang dan nepara (Cq.
Buiog) tidak menderita kerugian;

Bahwa uang Rp.32.500.000.000,- yang diterima Hokiarto yang diang-
gap sebagai “kerugian negara” adalah mumi sebagai pinjaman, yang
tidak ada hubungannya dengan Hutomo Mandala Putra;
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a. Bahwa uang sebesar Rp.32.500.000.000,- tersebut adalah sebagai
pinjaman, dengan jelas dapat dilihat pada halaman 23 hasi] audit
BFKP. Laporan Audit Independen Atas Laporan Keuangan Badan
Urusan Logistik (Bulog) Tahun Anggaran yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 1998 dan 1997 (bukti PK-B):

b. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hutomo Mandala Pu-
tra selaku Komisaris PT. Goro Batara Sakii tidak pernah mengeta-
hui adanya pinjaman tersebut dan tidak mengenal serta tidak per-
nah bertemu dengan saksi Hokiaro;

Bahwa sewa gudang yang terhutang yang diangpap sebagai “kerugian
negara” adalah hutang piutang murmni;

a. Bahwa hutang seéwa gudang tersebut telah diambil alih oleh Inkud
pada waktu membeli saham-saham P7. Goro Batara Sakti pada
bulan Aptil 1998;

b. Bahwa hutang tersebut beserta hutang-hutang sewa sesudah pem-
belian/pengambil alihan saham PT.Goro Batara Sakti oleh Inkud
vang seiurahnya berjumiah Kp, 12.000.000.000 - telal dikonvers:
menjadi penyeriaan saham Bulog di PT. Gord Batara Sukll, sesuu)
dengan hasil RUPSLB PT. Goro Batara Sakti tanggal 13 Septem-
ber 1999 sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Sutjipto, SH.,
Jakarta No. 42 tanggal 13 September 1999 tentang Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Goro Batara
Sakti" halaman 34 sfd 36 (buku PK-9);

¢, Bahwa dengan demikian, sewa gudang vang tertunggak selama
jabatan Sdr. Hutomo Mandala Putra menjabat sebagai Komisaris
Utama PT. Goro Batara Sakti (sampai dengan September 1996),
tidaklah tepat dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari
unsur kerugian negara, sebab hutang tersebut adalah mumi hutang
biasa, yang nyatanya dikemudian telah dapat terselesaikan melalui
konversi menjadi saham Bulog sebagaimana dikemukakan di atas:

Bahwa penerimaan uang sebesar Rp,76.000.000.000,- dari hasil pen-
jualan/pengalihan saham PT. Goro Batara Sakti kepada Inkud, tidak
dapat dikualifisir sebagai pemenuhan unsur “menguntungkan diri
sendiri alau orang lain” sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum
dalam Dakwaan Primair (halaman 41);

a. Bahwa berdasarkan penilaian auditor independen fArthur Ander-
sen), nilai “good will" PT. Goro Batara Sakti adalah sebesar
Rp.140.000.000.000,-, sedang nilai asset masih akan ditentukan
lagi kemudian melalui audit tersendiri;
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b. Bahwa sdr. Hutomo Mandala Putra menerima uang schesar
Ep.76.000.000.000,- dari jumlah Rp.140.000.000.000,- dimaksud,
adalah untuk kepentingan PT. Humpuss sebagai pemegang saham
80% dari PT, Goro Batara Sakti;

. Bahwa nilai “good will® dimaksud tidaklah semata-mata didasar-
kan pada keberadaan Pusat Perkulakan di Kelapa Gading, tetapi
didasarkan pada keseluruh Pusat Perkulakan Goro, termasuk yang
sudah ada sebelumnya di tempat-tempat lain seperti di Pasar
Minggu dan di Bekasi, Pusat-pusat Perkulakan mana didirikan
dengan biaya sepenuhnya dari PT. Goro Batara Sakti dan tidak ada
kaitannya dengan Bulog;

d. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penilaian terhadap
asser yang dlakukan oleh auditor Artfer Andersen dan Vigars dnrer-
aatfonal dari semula Bp64 000.000.000,- menjadi 0 (nol), maka
Inkud telah meminta kepada PT. Humpuss untuk mengembalikan se-
bapian dari nilai “good will® sebesar Rp.22.000.000.000,- dan PT.
Hutmpuss dengan surat No 0258/ HS/ VIO anggal 4 Apusius 20600
telali  miemyatakan kesediman untuk  mengembalikan  sebesar
Rp.13.000.000.000,-, tetapi pengembalian dimaksud baru akan di-
lakukan setelah ada penyelesalan Ak Jual Beli oleh Notaris dan
Pelepasan tanah ex Goro Pasar Mingpu sebapai jarminan kredit di
Bank Mandiri;

¢. Bahwa masalah tersebut pada huruf d di atas telah tertuang dalam
Risalah Rapat Panitia Kerja Koperasi DPR-RI tanggal 24 Juli 2000
(bukti PK-6);

. Bahwa dengan demikian tidaklah benar bahwa dengan penerimaan
uang sebesar Rp.76.000.000.000,- di atas, Sdr, Hutomo Mandala
Putra telah menguntungkan diri sendiri atau orang atau badan lain
dalam kasus Goro scbagaimana dikemukskan dalam Dakwaan
Penuntut Umum bagian Primair, tetapi transaksi tersebut adalah
murni transaksi perdata dengan berbagai svarat yang ditangguh-
kan, menunggu selesainya penelitian oleh auditor independen, se-
bagaimana telah dikemukakan di atas;

—— Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ;

L.

Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan dengan me-
nyatakan bahwa putusan Judex Factic adalah putusan bebas tidak
mumi (enzuivere vrijspraak) dan dengan demikian secara keliru juga
telah menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan atau keke-
lirnan dalam menilai kekuatan alat pembuktian yang diperoleh selama
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penilaian mana menu-
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rut hukum acara pidana yang berlaku khususnya mengenai hukum
pembuktian adalah merupakan tugas dan wewenang Judex Faetie, hal
mana telah mengakibatkan timbulnya putusan yang kelin: dengan me-
nyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di-
rumuskan dalam Pasal | ayat (1} a Undang-undang No. 3 Tahun 1971
telah terbukti;

Bahwa dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas; jelaslah
bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan MNegeri Jakarta
Selatan dan dari alat-alat bukti serta fakta yang ada, unsur-unsur tindak
pidana korupsi terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi
bi soeharto, tidaklah terbukti, atau setidak-tidaknya satu atau lebih un-
sur tindak pidana korupsi tidak terbukai;

TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALL

—— Bahwa Majelis Hakim Agung telah memperlihatkan suatu kekhilatan dan
kekelimuan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) sub ¢ KUHAP dengan
alasan schaeni berilaut ;

1
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Bahwa Majelis hakim Apung telah melakukan suatu kekhilafin dan
kekeliruan yang nyvata atas penerapari-hukum yaitu penerapan Pasal ]
ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang Mo, 3 Tahun 1971,

Bahwa dari bunyi Pasal | ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1971

(huruf & s/d e) dan uraiannya, maka dalam peristiwa Perjanjian Ruilsfag

tanah Kelapa Gading Bulog harus terdapat suatu “posisi hukum™

barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu scbagai

berikut

1. Tentang barang siaps memenuhi unsur penyalahgunaan kewenang-
an, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu
hanyalah Pegawai MNeperi saja, dimana pengerfian “Pegawai
Megeri™ yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang MNo. 3 Ta-
hun 1971 berlaku ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) b
Undang-undang Me. 3 Tahun 1971;

2.  Tentang rumusan “jabatan” berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-
undang Mo, § Tahun 1974 adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pega-
wai Negeri dalam rangka susunan suatu satuan organisasi, dalam
hal ini Jabatan Strukturil dan Jabatan Fungsionil;

— Bahwa dalam hal ini Terpidana Hutomo Mandala Putra bukan-
lah termasuk dalam katagori barang siapa dengan Pasal 1 b
Undang-undang Mo. 3 Tahun 1971 melainkan merupakan pi-
hak lain (swasta) yang dikenakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-
1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
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Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Apgung Bl a guo Ter-
pidena Hutomo Mandala Putra telah terbukti secara sah dan
meyalinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilaku-
kan “bersama-sama dan berlanjut, Dalam hal ini bersama-sama
yang dimaksud adalah dengan Tersangka Prof. DE.Ir. Beddu
Amang, MA., schagai Pegawai Negeri dan Terpidana Ricardo
Gelael sebagai Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti;

Bahwa, jadi dalam hal ini definisi “barang siapa™ didalam tin-
dak pidana korupsi tersebut adalah harus terdapat adanya un-
sur Pegawai Negerd yang bersama-sama dengan orang lain atau
suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana yang men-
yalahgunakan kewenengan, kesempatan atau sarana yang ada
berupa inbatan/kedudukan sehingpa dapat dan atau menimbul-
kan kerugian;

Bahwa pada permasalahan Ruilsfoeg Tanah Kelapa Gading
Bulog ini yang Terpidana Hutomo Mandala Putra hanyalah
herstatus sehnga piisk orang (G aiiu KorporEss (Swasiar said
yaitu PT. Goro Batara Sakti. Sedang pihak Pegawai Negeri se-
bagai barang siapa yang dinyatakan menyalahgunakan
wewenang, kesempatan atau sarana vang ada, karena jabatan
atau kedudukan yang dimaeksud, hanyalah Tersanpka Prof,
DR.Ir. Beddu Amang, MA. seorang;

Bahwa, padahal hingga saat ini Tersangka Prof. DRIr. Beddu
Amang, MA. belum juga diperiksa dipersidangan dimana be-
lum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ter-
hadap Tersangka Prof. DR.Ir, Beddu Amang, MA, yang me-
nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi dilakukan “bersama-sama
dengan. Terpidana Ricardo Gelael dan Terpidana Hutomo
Mandala Putra. Dengan demikian secara jelas belum ada pu-
tusan Pengadilan yang menyatakan adanya Pegawai Negeri
yang terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana dengan
Terpidana Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama PT. Goro
Batara Sakti dan Terpidana H. Hutomo Mandala Putra, Bahwa
scharusnya perkara pidana Tersangka Prof DR Ir. Beddu
Amang, MA, disidangkan lebih dahulu sehingga jika memang
terbukti benar, maka saat ini sudah ada putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum pasti tentang adanya tindak pi-
dana korupsi;

Bahwa Tersangka Prof. DR, Ir. Beddu Amang, MA. adalah

merupakan unsur Pegawai Megeri yang disangka melakukan
suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau
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sarana yang ada. Dan atas perbuatan tersebut baru dapat
dinyatakan dilakukan bersama-sama dengan pihak lain atau
swasta, Tctapi pada kényataannya hingga saat ini belum per-
nah dibuktikan adanya suatu fakta “barang siapa" yang
melakukan “perbuatan” penyalshgunaan wewenang, kesem-
patan atau sarana yang ada. Terpidana Hutomo Mandala Putra
dan Ricardo Gelazl adalah pihak swasta yang tidak dapat
mielakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya barang siapa
yaitu “Pegawai Megeri™ yang dibuktikan lebih dahulu telah
melakukan tindak pidana korupsi, dan bukan sebaliknya,

— Bahwa dalam periimbangan hukwm halaman 85 putisan kasasi
a quo, dipertimbangkan fakta babwa telah terdapat rangkaian
kerjasama yang erat dengan tujuan yang disadari bersama un-
wk melakukan ruilslog dan masing-masing  peserta  telah
melakukan perbuatan sebapai perannya masing-masing yang
semuanya ity merupakan perbuatan yang mempunyai hubung-
an-eérat satu sama lainnyva serts, menjndi sats kesatuon dengan
perbuatan peserta yvang [amoya yaitu Tersangka Prof DRI,
Beddu Amang, MA, Ricardo Gelael dan Terpidana Hutoma
Mandala Putra in casu ruilslag tanah dan bangunan dengan
PT. Goro Batara Sakti dimana Terpidana Hutomo Mandala
Putra sebagai Komisaris Utama dan Ricardo Gelael sebagai
Direktur Utamanya;

— Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana tidak adanya tindakan
yang dilakukan “bersama-sama” dengan “unsur Pegawai
Negeri”, maka peristiwa hukum tersebut tidak dapat di-
nyatakan sebagai “tindak pidana korupsi”, Jadi dengan belum
disidangkannya perkara Tersangka Frof. DR. Ir. Beddu Aming,
MA. tersebut maka pertimbangan dalam putusan Hakim
Agung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di-
batalkan;

Tentang langzung jawab dan keterlibatan hukum bagi Terpidana
Hutomo Mandala Putra didalam Perjanjian Ruils{og antara Bulog dan
PT. Goro Batara Sakti pada tangpal 7 Februari 1997;

1.

Bahwa berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dibuat cleh
Motaris Sutjipto, SH. yang menyatakan bahwa pemegang saham
PT. Goro Batara Sakti terdiri dari 80% adalah PT. Humpuss dan
20% dimiliki oleh Ricardo Gelael, Jadi tidak benar bahwa Terpi-
dana Hutomo Mandala Putra pribadi adalah pemegang saham PT,
Goro Batara Sakti, sehingga pada putusan dari Majelis Hakim
Agung telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan secara nyata di-
dalam pertimbangan putusannya;
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Bahwa Terpidana Hutomo Mandaln Puma hanyaiah salap sam
Anggota dari Dewan Komisaris PT. Goro Batara Sakti, yang di-
dalam Pasal 13, 14 dan 15 telah mengatur tentang tugas dan
wewenang dari Dewan Komisaris. Disamping itu tupas utama bagi
Dewan Komisaris adalah melakukan  pengawasan  atas  ke-
pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, jadi jelas
Komisaris tidak dapat menjalankan operasional Perseroan, Tegas-
nya tugas pengawasan dalam PT. Goro Batara Saku bukan tang-
pung jawab pribadi Terpidana Hutomo Mandalza Putra sendiri
melainkan mwerupakan tanggung jawab bersama (kolektify dari
Dewan Komisaris PT. Goro Batara Sakdti:

Bahwa Majelis Hakim Apung juga telah keliru secara nyata vang
menyatakan bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah pe-
megang saham 80% pada PT. Goro Batara Sakti karena pada Akta
Mo. 27 tanggal 10 Mei 1993 Notaris Sutjipto, SH., tidak ternyata
bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah sehagai peme-
gang saham T Coro Batars Sakn,

Balvwa berdasurkun hud lersebut, maka
I, Pembebanan hukuman tambahan sebagai pembayaran uang
pengganti oleh Majelis Hakim Agung adalah salah, karena

Terpidana Hutomo Mandala Putra bukan pemegang saham
PT. Goro Batara Sakzi;

2, Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra berkedudukan se-
bapai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti tidak furut di-
dalam operasional PT. Garo Batara Sakti, karena tupas Ter-
pidana Hutomo Mandala Putra adalah hanya sebagai penga-
was bersama-sama Komisaris lain yang terbentuk dalam De-
wan Komisaris terhadap operasional Direktur;

Jadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama

tidak dapat dijadikan orang yang bertangeung jawab tungeal ber-

sama-sama Direktur Ricardo Gelael;

Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra sejak tanggal 8 Septem-
ber 1996 sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dan
telah diganti oleh R. Isa Danubrata, karena itu Terpidana Hutomo
Mandala Putra tidsk bertanggung jawab lagi terhadap masalah
Perjanjian Ruilslag lersebut, sebab Perjanjian Ruils!ag antara Ter-
sangkn Prof. DR, Ir. Beddu Amang, MA. (Bulog) dengan Ricardo
Gelael (PT. Goro Batara Sakti) dibuat pada tanggal 7 Februari
1997, dan sama sekali tidak melibatkan Terpidana Hutomo Man-
dala Putra berdasarkan Akta No. 48 tanggal 9 September 1996
yang dibuat oleh MNotaris Sutjipto, 5H.;
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3. Bahwa Memorandum of Understanding (Moll) selain bukan
merupakan ikatan hukum yang mengikat para pihak dan juga telah
dibatalkan oleh kedua belah pihak yaitu oleh Bulog dan PT. Goro
Batara Sakti pads tangpal 28 Apgustus 1995 dan dilanjutkan dengan
pengunduran diri Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai
Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti pada tanggal & Septem-
ber 1996 sesuai dengan Akta No, 48 tanggal 9 September 1996
tentang Berita Acara RUFS PT. Goro Batara Sakti, schingga Per-
Jjanjian Proses Ruilslag yang dilakukan dieh Bulog dan PT. Goro
Batara Szkiti t1dak pernah melibatkan Terpidana Hutomo Mandala
Putra, karena Terpidana Hutome Mandala Putra memang bukan
lagi sebagai pengurus PT. Goro Batara Sakti maupun Komisaris
Utama;

4. Bahwa oleh sebab i, menurut hukum secara pribadi Terpidana
Hutomo Mandala Putra sesungpuhnya tidak dalam kwalitas yang
memenuhi syarat hukum untuk dikwalifikasikan sebagai pihak dari
rangkaian perhuatan yang dilakukan oleh orang lnin vaite Dirsktur
PT. Goro Batwra Sakti dan Prof DR.Ir, Beddu Amang, MA,
(Bulog) dalam rangka Ruilsiag dimaksud.

Jadi akibat hukum dari Perjanjian Ruilsfag tersebut tidak ada
sangkut pautnya dengan Terpidana Hutomo Mandala Putra, se-
hingga sudah jelas bahwa telah terjadi kekeliman dan kekhilafan
nyata yang dilakukan Majelis Hakim Agung didalam penerapan
hukum, dimana unsur “barang siapa” yang merupakan tujuan dari
dakwaan Jaksa Penuntut Unium tidak terpenuhi;

Bahwa olch karena itu sudah sepatutnya putusan kasasi Mahka-
mah Agung tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah menerapkan hukum, karena
tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian tersendiri khususnya dalam
hal kerugian negara karena terbukti tidak terjadi kerugian nepara,
dengan alasan ;

a. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terbukti dengan sah
dan meyakinkan sebanyak 35 orang saksi dibawah sumpah yang
telah memberi keterangan yang bersesuaian satu dengan lain mem-
beri keterangan sebapai alat bukti yang sah bahwa tidak ada
kerugian negara dalam pelaksanaan Perjanjian Ruilslag antara PT.
Goro Batara Sakti dengan Bulog vang berupa fakta-fakta vang
terungkap di depan persidangan dimana secara tegas dan jelas di-
katakan tidak terjadi kerugian negars, karena itu apabila dipaksakan
juga dikatakan terjadi kerugian negara, maka kelihatan tidak adil
dan berat sebelah dan bertentangan dengan hukum pembuktian. Se-
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bab yang menystakan berpotensi terjadi kerugian negara hanya 2
(dua) orang ahli yang tidak disumpah, karena itu sangatlah berten-
tangan dengan hukum pembuktian dalam KUHAP Pasal 184 ayat
(1) dan (7) jo. Pasal 187 ayat (c) yaitu Majelis Hakim Apung meno-
lak saksi sebanyak 35 orang yang disumpah, tetapi menjadikan
dasar hukum 2 orang shli yang tidak disumpah;

. Bahwa secara jelas dan tepas Kabulop/Memperindap dengan Surat-

nya No. B-295/11/03/1999 tanggal 31 Maret 1999 mengatakan tidak
ada kerugian negara, dan ini jupa dijelaskan dengan 35 orane saksi
di depan persidangan Pengadilan Megeri Jakaria Selatan bahwa ti-
dsk ada Kerupian negara dan hanya 2 orang saksi shli vaitu dari
BPK dan BPKP yanp menyatakan ada kerugian negara dan itupun
pada akhimya diralat sendiri oleh 2 (dua) orang saksi ahli tersebut
di persidangan bahwa ahli tersebut yang menyatakan hanya berpo-
tensi terjadi kerugian negara (bukan telah terjadi kerugian negara);
Bahwa selain itu secara logis dan transparan terlihat sama sekali ti-
dak eda Revugion mogar, Karena tamah df Marunds senilal
Rp. 52.500.000 000,- seluas 71,2 Ha (sebagal asser pengganti) sartn
seluruh tanah di Kelapa Gading (vang akan diganti), ditambah lagi
denda serta garansi bank sesuai dengan batalnya Perjanjian Ruilslag
tangpal 31 Maret 1999 jo. Surat Kabulog/Memperindap Rahardi
Ramelan No. B295/11/03/1999 tangeal 31 Maret 1999, maka selu-
ruhnya menjadi milik Bulog, serta perumahan karyawan di Rawa
Domba. Bahwa kalau tetap dikatakan adanya kerugian sejumlah
Rp.52.500.000.000,- dengan dibzlikannya tanah di Marunda, maka
seharusnya tanah di Mannda seluas 71,2 Ha menjadi mitik PT.
Goro Batara Sakti dan bukan milik Bulog;

Bahwa hal yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Agung yaitu kesaksian Sdr. Hokiarto mengenai dana Bulog
sejumlah Rp.32.500.,000,000,- dimana dana tersebut sama sekal
diluar pengetahuan Terpidana Hutomo Mandala Putra bahkan PT,
Goro Batara Sakti. Kesaksian ini diucapkan baik itu di penyidikan,
di Kejaksaan maupun di Pengadilan. Karéna penyerahan dana dari
Tersangka Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA. kepada Sdr. Hokiarto
tanpa diketahui oleh Terpidana Hutomo Mandala Putra, maka sa-
ngatlah aneh dan sangat tidak adil bila Terpidana Hutomo Mandala
Putra dilibatkan dalam kasus ini dan lebih-lebih lagi dianggap
menimbulkan kerugian negara yang disebabkan oleh Terpidana
Hutomo Mandala Putra (lihat keterangan kesaksian Sdr. Hokiarlo
pada putusan Pengadilan Negeri Jakaria Selatan No. 198/Pid.B/
1999/PN.JkL.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 halaman 157 s/d 160
yang sama sekali tidak ada melibatkan Terpidana Hutomo Mandala
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Putra dan kesaksian Tersangka Prof. DR, Ir, Beddu Amang, MA.
pada Haloman LG8 s/d 170);

- Bahwa 2 (dua) saksi zhli tersebut tegas-tegas menyatakan tidak ada

kerugian negara karena baik BPK dan BPKP juga mengakui bahwa
pemeriksaan yang dilakukan tidak secara finamcial audit, tetapi
hanya pemeriksaan dibagian pengadaan denpan melibat catatan
pengeluaran, Dan kalau dilakukan seccara finamcial awdit atau
manajemen audit, maka memang tidak ada kerugian negara
(keterangan ahli halaman 218 alinea 3 dan 4 putusan Pengadilan
Megeri Jakarta Selatan No. |98/Pid.B/ 1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 14
Oktober 1999 yang berbunyi antara lain . * ..... Bahwa ahli dalam
menjalankan audit memeriksa asses Buleg bukan financialnya se-
hingga tidak mengeluarkan pendapat ** dan juga pada alinea 18 yang
berbunyi antara lain “bahwa saksi ahli tidak memeriksa financial
awdit ... dst".

Bahwa oleh karena pemeriksaan oleh saksi ahli tidak dilakukan se-
carn beunr’ (fimenciol audit stay manajemen audkit), maka sesuni
dengan Pasal 3 Kepres No. 31/1983 lentang BPKP jo. Pasal 3
SK.BPKP No. 15/8K/%/197 1 tentang Peraturan Tata Tertlb BPK jo,
Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 5/1973 tentang BPK jo.
Pedoman tentang Kas dan Barang Megara serta mekanisme per-
tangpung jawaban kerugian negara tahun 1982 dikatakan bahwa
selurul hasil pemeriksaan BPEKP/BPE terschut adalah tidak dapat
diterima dan akan menimbulkan fimah , karena tidak adanya cek
dan ricek terhadap bukti pengeluaran vang, seperti yang terjadi
apabila dilalukan menurut cara yang benar (financial audit atay
manajemen audit);

Bahwa Majelis Hakim Apung lidak dapat membedakan antara ke-
salahan yang merupakan kesalahan prosedur/administratifl dengan
sanksi administratif, dengan kesalahan merugikan kzkayaan negara
dengan sanksi tindak pidana korupsi. Bahkan dengan kasus perdata
biasa seperti tungzakan uwang sewa yang dicatat sebagai kerugian
negara dengan sanksi ganti rugi dan denda. Semua tercampur adnk
dan membingungkan, padahal dalam kasus ini yang paling pokok
diselesaikan adalah ada atau tidaknya kerugian negara sehingga
memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi;

. Bahwa adanya Kerugian negara sebesar Rp.76.700,.766.000,- dengan

perincian Rp.52,520.000.000,- ditambah Rp.13.622.400.000,- dan
sewa pudang yang tidak tertagih sebesar Rp.8,784.418.500,- ber-
dasarkan keterungan saksi ahli dari BPK adalah sanpat bertentangan
dengan keadilan, karena jelas dikatakan oleh saksi kunci dari BPK
pada halaman 218 putusan Pengadilan Negeri, baliwa saksi ahli ti-
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dak memeriksa Financial audit telapi hanya inventaris kekayaan
negara; sehingea saksi ahli tidak mengetahui hal-hal

— Bahwa dana sejumlah Rp.52.520.000.000,- sudah dibelikan
tanah di Marunda seluas 71,2 Ha, dan tanahnya atas nama Bulog
(lihat bukti pembayaran PBB tahun 1998 tanggal |1 Desember
[908);

— Bahwa sedangkan kerugian negara sebesar Rp.13,622.400.000,-
dalam bentuk pembongkaran pudang adalab gudang lama yang
rusak dan banyak yang bacor dibongkar dan kemudian diganti
dengan pudang yang baru atas persetujuan Kabulog, denpan
nilai 4x lipat lebih tinggi dibandingkan dengan gudang yang
lama;

= Bahwa  sedangkan tunggakan sewa gudang  sebesar
Rp.8.784.418.500,- dijadikan penyertaan modal Bulog pada PT,
Goro Batara Sakti sesuai dengan RUPSLB PT. Goro Batara
Sakti tanggal 11 September 1999 {Alda Motaric Sutfipto, SH,

No. 42 tangeal 13 September 1999):

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada lagi
kerugian Bulog karens Ruilslag ini,

- Bahwa sedangkan hal-hal yang sudah pasti sangat menguntungkan

Bulog dengan adanya Ruils/ag adalah :

— Tanah seluas 71,2 Ha di Marunda seluruhnya menjadi milik
Bulog;

— Tanazh di Kelapa Gading seluruhnya Letap menjadi milik Bulog;

= Perumahan Karyawan di Rawa Domba:

- Pencairan Jaminan Garansi Bank scbesar Rp.5.788.150,980,-
tangpal 4 Juni 1999 (Rekening Jaminan Bulog No. 31.04.9156-
U BRI KCK);

— Setoran dana ganti rugi sebesar Rp.4.746.124.800,- tersebut
tanggal 27 April 1999 (Rekening Dana Investasi ‘No. 31-
(14.9148 BRI KCKO;

— Bulog adalah sebagai Pemegang Saham 12% dari PT. Goro
Batara Sakti (RUPSLE PT. Goro Batara Sakti Akta Notaris
Sutjipto, SH. No. 42 tanggal | : September 1999);

Bahwa Majelis Hakim Agung khilaf dan keliru dalam menetapkan ba-
tas bebas mumi seperti diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 198/Pid.B/1999/PN Tkt Sel. tangegal 14 Cktober
1999,
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Bahwa untuk jelasnya lihat hubungan hukum Pasal 191 ayat (1) jo.
Pasal 244 KUHAFP dan putusan bebas mumi tersebut sebagai berilkut :

4. Bahwa pengertian bebas murni (zufvere vrijspraak) adalah apabila
tidak terdapat bukti akan kesalzhan Terdakwa karena unsur-unsur
ketentuan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.
Selanjutnya dalam Pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa terhadap
putusan bebas mumni (zuivere vrijspraak) tidak dapat diajukan ka-
5a5i;

b. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Upnum terhadap Terpidana Hutome
Mandala Putra oleh Pengadilar Negeri Jakarta Selatan telah
dinyarakan tidak terbukti dan tidak terdapat kesalahan yang dilaku-
kan Terdakwa, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakara
Selatan yang menpadili perkara tersebut telah membebaskan Ter-
dakwa dari selurub dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau bebas
murni  (ztefvere  vrijspraak) bukan  pembebasan  tidak  murni
(verkapte vrifspraak), sebapaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP;

¢. Behwa karena itu adalah suatu kekhijafan dan kekeliruan bMajelis
Hakim Agung dalam hal menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum,
karena ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebab dalam
keputusan yang berlaku bebas mumi (zuivere vrifspraak) tidak da-
pat diajukan kasasi. Bahwa seharusnya putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan tersehut mutlak (absolut) tidak bisa dikasasi, sesuai
dengan Pasa 263 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 264 KUHAP karena pu-
tusan tersebut berisikan bebas mumi (zuivere vrijspraak), oleh se-
bab itu tidak dapat dikasasi, Majelis Hakim Agung telah khilaf dan
keliru dalam memberikan pengertian bebas mumi yang dikatakan
schagai suaty pembebasan terselubung (verkapte veifspraak), pada-
hal telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal
264 KUHAP secara jelas memberikan pengertian bebas mumi
(zuivere vrijspraak) sebagai putusan bebas atau lepas sebagaimana
amar putusan Majelis Hakin Pengadilan Negeri Jakara Selatan
yang menyatakan “membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan
Penuntut Umum™;

Bahwa Majelis Hakim Agung jelas khilaf dan keliru dalar hukum pem-
buktian yaitu Majelis Hakim Agung telzh mengambii-alih tugas dan
wewenang Judex Factie dalam memberi penilaian terhadap fakia dan
bukti-bukti sebagai mana diatur dalam Pasal 23 KUHAP bahwa Ma-
jelis Haki Agung yang terpokok pada 3 persoalan, yaitu a, Penerapan
peraturan hukum, b Cars Pengadilan dan ¢. Pengadilan telah melam-
paui batas kewenangannya. Akan tetap tidak dibenarkan untuk mem-
berikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti, sedangkan pu-
tusan Mahkamah Agung No. 1 EK/Pid/2000 tanggal 22 September 2000
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justry memberikan penilaian terhacdap fakta-fakta dan bukti-bukti yaitu
Pengadilan telah melampaui batas kewenanpannya;

dahwa akan tetapi putusan Mahkamah Agung No. | K/Pid/2000 tang-
gal 22 September 2000 justru memberikan penilaian terhadap fakia-
fakta dan bukti-bukti yzitu dengan menganggap 315 orang saksi yang
disumpah di depan Penpadilan sebagai kesaksian yang tidak benar jus-
tru keterangan 2 saksi ahli yang tidak disumpah adalah yang paling ti-
dak benar, seharusnya sebagaimana diatur dalam KUHAP keterangan
35 orang saksi yang diterima, scdangkan keterangan 2 orang saksi ahli
yang tidak disumpah harus ditolak;

Bahwa pada halaman 87 putusan kasasi tersebut, mengenai perbuatan
melawan hukum telah dipetimbangkan bahwa sesuatu perbuatan
melawan hukum maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu Pasal
dari Undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk
perbuatan memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentanpan
dengan kewajiban hukum pelakunva atau bertentangan dengan kesusi-
faan ‘atay dengan suatu kepatutan dalsm masyarskat peribal mempér.
ltikan kepentingan pibak lain dalam hal ing negary,

Hahwa sclanjutnya dipertimbangkan perbuatan melawan hukum yang
terjadi dalam ruilslag tersebut bukan semata-mata dilakukan oleh Bu-
log, tetapi juga aleh PT, Goro Batara Sakti (Terpidana Hutomo Man-
dala Putra dan Richardo Gelael} selaku Komisaris Utama/pemilik 80%
saham dan selaku Direktur mewakili 20% saham PT, Goro Barata Sakti
yang berkedudukan sebapai pihak yang melakukan perjanjian ruilslag
tersebut ... .

Bahwa Majelis Hakim Apung dalem pertimbanpannya tersebut telh
melakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena ¢

— Hahwa oleh putusan kasasi tersebut telah diakui bahwa hubungan
ruilslag tersebut adalah Bulog dengan PT. Gore Batara Sakti seba-
gai sebuah Perseroan Terbatas yang sudah sah sebagai Badan Hu-
kum dan mempunyai peagurusnya yang sah juga dalam bertindak
untuk dan atas nama Perseroan dimaksud dalam hal ini diwakili
oleh Direksi Perseroan;

- Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah bukan scorang

pengurus operasional perseroan atau dengan kata lain bukan Direksi
atau anggota Direksi Perseroan dan demikian juga bukan pemegang
80% saham PT. Goro Batara Sakti tersebut, melainkan hanya
Komisaris Utama yang mempunyai wewenang pengawasan belaka
dan duduk dalam jabatan itu karena mewakili PT. Humpuss selaku
pemegang 80% saham PT. Goro Batara Sakai;
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— Dalam hal terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan
hukum cleh PT. Goro Batara Sakti maka hal itu adalah menjadi
tanggung jawab hukum Direksi Perseroan, tetapi bukan tanggung
jawab lukum pemepang saham dan juga bukan menjadi tanggung
Jawab Komisaris Perserpan tersebut;

T.a, Bahwa pada halaman 88 putusan kasasi tersebut yang memuat pertim-
bangan mengenai dibenarkannya keberatan ad.5, ad.6 dan ad.7 yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon kasasi ielah
dipertimbangkan bahwa hubungan ruilslag antara PT. Gore Batara
Sakti dengan Bulog, bukan hanya hubungan perdata saja tetapi jugs
hubungan pidana;

b. Bahwa seandainya pertimbangan hukum dalam hubungan ruilslag ter-
sebut terdapat kandungan akibat hukum pidana, tetapi dibubungkannya
hal itu dengan kedudukan Terpidanz Hutomo Mandala Purra sebagai
Komisaris Utama Perseroan yang tidak mempunyai kewenangan me-
wakili Perseroan, batk didalam maupun diluar hukum, maka akibat hu-

RUI it yang diniin erpady padas sasl o, juga adalih kel dan
Ehilaf untuk dibebankan kesalahan tersebut kepada Terpidana Hulomo
Mandala Putra;

c. Bahwa dalam penetapan ganti rugi putusan Mahkamah Agung tersebut
terlihat sangat keliru dan khilaf sehagai berikut @

Bahwa dalam penetapan putusan Mahkamah Agung halaman 91 baris
%e-7 dari bawah dan halaman 93 baris ke-1 dan ke-2 menyatakan
bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra bertanggung jawab sebesar
B0O% saham karens Terpidana Hutomo Mandala Putra memegang 80%:
saham PT. Goro Batara Sakti dan adalah sangat salah dan bertentang-
an dengan keadilan, karena pemegang saham adalah PT. Humpuss, Se-
dangkan PT. Humpuss sendiri terdiri dari beberapa pemegang saham
yaitu Terpidana Hutomo Mandala Putra sebesar 60 % dan pemegang
saham lainnya sebesar 40% sehinpga dengan membebankan ganti rugi
sebesar 80% x 4 dari Rp.76.700.766.000,- yaitu sebesar
Rp.30.680.306.400,- adalah perlakuan yang sangat tidak adil apalagi
dalam hal ini memang tidak terjadi kerugian negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis peninjauvan kembali mempertimbang-
kan tentang alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, perlu terlebih
dohulu Majelis peninjauan kembali mempertimbangkan tentang permohonan
peninjauan kembali dari Terpidana HUTOMO MANDALA PUTEA alias TOMI
bin SOEHARTO setelah permohonan grasinya ditolak, apakah Permohonan
peninjavan kembali tersebut dapat diterima, karena dalam praktek peradilan
pada saat ini, banyak dijumpai kejadian-kejadian setelah mengajukan grasi dan
ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya, Terpidana secara simultan juga mem-
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pergunakan haknya melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali,
Sementara itu dalam perkara o gue, Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA
alias TOMI bin SOEHARTO tersebut telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali atas putusan kasasi perkara a quo, setelah permohonan grasinya tersebut
ditolak. Sedanp peraturan perundang-undangan tidak mengatur masalah in,
maka Majelis Hakim peninjavan kembali dalam memeriksa dan mengadili
perkara ini akan memperhatikan azas legalitas serta kebenaran materiil yang
berlaku dalam bidang hukum pidana serta legal justice, moral justice dan social
fustice;

Menimbang, bahwa menurul hukum permohonan grasi dan permohon
peninjauan kembali adalah hak dari Terpidans, dilakukan sctelah adanya putusan
Hakim yang berkekuatan hukum tetap, bedanya Grasi merupakan hak prerogatif
Presiden selaku Kepala Negara dalam hal penpurangan dan pengampunan hu-
kuman/pidana (in easw Undang-undang No. 3 Tahun 1950), sedangkan penin-
Jjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung selaku top finc-
tioer ‘of fudicative power sebagal mana disebutkan dalam Pazsal 263 Undang-
undang Mo B Tabun 1981 vang akan memberikan penilsian tentsng materisf heid
maupun Strafmaat wins putisan vang berkekuatan hukum tetap dalam perkars-a
guo (putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000), schingga
walaupun permohonan grasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sama-
sama merupakan hak dari Terpidana, tetapi tidak memiliki korelasi hukum ter-
hadap substansial putusan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Undang-undang sendiri tidak ada
larangan bagi Terpidana apabila telah mengajukan grasi tidak diperkenankan
lagi mengajukan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim peninjauan kembali
dalam mempertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali tersebut
telah memenuhi syarat formal atau tidak, adalah berdssarkan Pasal 263 (1) jo.
Pasal 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a gwo, berdasarkan
adanya kekhilafan Majelis Hakim kasasi dalam perkara a quo dan adanya alat
bukti baru yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
peninjauan kembali berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari
Terpidana HUTOMO MANDALA PUTEA alias TOMI bin SOEHARTO sete-
lah adanya penolakan grasi, dibenarkan oleh Undang-undang dan dengan
sendirinya Majelis Hakim peninjauan kembali sesuai dengan kewenangan ber-
dasarkan Pasal 263 (1) jo. 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 198|
(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, harus memeriksa dan mengadili
permolionan peninjauan kembali tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim peninjauan kembali mem-
pertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali, sebagaimana tersebut dibawak
int:
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Menimbang, bahwa alasan peninjavan kembali pada ad. 1 dapat dibenarkan,
olzh karena dalam putusan kasasi Na. 1 K/Pid/2000 tangpal 22 September 2000
terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 263 ayat (2) b Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dengan pertim-
bangan sebagai berikut Menimbang, bahwa terhadap, putusan bebas hanya dapat
diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, karena - '

1. Pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan
tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada
tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan: atau

Fembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau

3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenang-
nya;

yang kewenangan tersebut diberikan karena berdasarkan hukum dan yurispru-

densi, bahwa Mahkamih Agung selaku Pengadilan negara tertinggi mengawasi

jalannya Pengadilan bawahannya, apakah Pengadilan bawahannya dalam men-
gadili suatu perkara telah tepat dan adil;

g

Menumbang, biatwa mijefis kiasast dalam perkara a guo tidak menilai socarn
sempuma dan cermnt alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai sysrat
pokok atas putusan bebas yanp dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut
Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendalilkan bahwa pu-
tusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No, 198/PID.G/1999/PN.Jak.Sel. tang-
gal 14 Oktober 1999 bukanlah putusan bebas murni dengan mendasarkan kepada
perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA
alias TOMI bin SOEHARTO merupakan perbuatan perdata, menurut hukum
apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti adalah kasus perdata, maka
putusannya onslag van recht vervolging, temnyata dalam putusan Judex Factie
Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alizs TOMI bin SOEHARTO dibe-
baskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan:

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan
schingga Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOE-

HARTO dibebaskan, tidak termasuk salah satu alasan diterimanya kesasi yang
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam putusan kasasi @ yuo telah
diperoleh suatu pertentangan dalam pertimbangan hukumnya, yang semula

dipertimbangkan bahwa kasasi atas putusan bebas hanya dapat dilakukan atas
hal-hal :

I Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan
tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada
tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan; atau

2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum: atau
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3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenang-
nya;
(lihat putusan kasasi No. | K/Fid/2000 halaman 7% alinea pertama);

kenyataannya Majelis kasasi dalam putusannya telah mengabaikan syarat-syarat
tersebut dan bahkan memberikan pertimbangan dengan menyatakan putusan
bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni, tetapi tidak pernah memper-
timbangkan sampai dimana putusen tersebut merupakan bebas tidak mumi,
melainkan Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian
terhadap unsur-unsur yang didakwakan, yang hal ini bukanlah merupakan
kewenangan Judex Juris, sedangkan Judex Factie telah mempertimbangkannya
secara keseluruhan tentang falkta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis kasasi selaku Juder Juris, tidaklah diperkenan-
kan memberikan penilaian terhadap suatu penghargaan pembuktian, terbukti
dalam putusannya Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pem-
buktian atas bukti-bukti dalam alasan kasasi ad 2, 3 dan 4, yang oleh Judex Facti
telah dipertimbangkan sehingea berkesimpulan unsur tindak pidana vane di-
[RHERUE ST AL 1L"I'|f'|l.!-'K'!1:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis kasasi yang sejak semula
telath mempertimbangkan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena
putusan bebas tersebut putusan bebas tidak mumi, tetapi uraian ataupun dasar
pertimbangan berikutnya merupakan penilaian atas pengharpasn pembulktian
terhadap unsur yang tidak terbukti yang oleh Judex Factie telah dipertimbang-
Kan, sedangkan hal-hal tersebur dilarang oleh Undang-undang, seyogianya sejak
semula Majelis kasasi seharusnya menyatakan kasasi Juksa tidak dapat diterima,
maka telah diperoleh suatu kekhilafan/kekelirunn vang nyata oleh Majelis kasasi
mengadili perkara @ guo dalam tingkat kasasi, vang hal ini merupakan alasan
peninjavan kembali (ex Pasal 263 ayat (2) b Undang-undang No, 8 Tahun
1981);

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian dari pertimbangan Majelis kasasi
yang telah mempertimbangkan tentang penilaian penghargaan pembuktian atas
perkara o quo dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam dak-
waan primair terbukti yang bukan kewenangan Judex Juris, sedangkan hal ini
dengan fakta-fakta dipersidangan bukti-bukti yang ada telah dipertimbangkan
oleh Judex Factie, terlepas dari pertimbangan di atas ternyata kepada Ter-
dakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SEHARTO tidaklah
dapat diberikan pertanggung jawaban atas ruilslag vang telsh dilakukan oleh
Direksi PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog, sebab Terdabwa/HUTOMO
MANDALA PUTRA alias TOM] bin SOEHARTO hanya sebapai Komisarls
bahkan sejak tanggal 8 September 1996 sudah tidak menjadi Komisaris pada PT.
Goro Batara Sakti yang kedudukannya sebagai Komisaris telah diganti oleh Isa
Danubrata, secara singkat kronologis perjalanan ruilslag tersebut adalah sebagai
berikut |
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- Bemmula yang melakukan ruifslag adalah PT. Goro Batara Sakti diwakili
oleh Direksi (Ricardo Gelael) bukan Komisaris, PT. Sekar Artna Sentosa ti-
daklah sama dengan PT. Goro Batara Sakti, sedangkan Memorandum of
Undersianding tanggal 17 Februan 1995 antara Terdakwa/HUTOMO
MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO deéngan Beddu
Amang/Kabulog telah dibatalkan pads tangpal 28 Apustus 1995 dengan
Memarandum of Underscanding tanpgal 11 Agustus 1995 yang dilaksanakan
oleh Beddu Amang denpan Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias
TOMI bin SOEHARTO, dengan dasar Memorandum of Understanding tang-
gal 11 Agostus 1995 tersebut dilanjutkan ruilslog tanggal 7 Februari 1997
antara PT. Goro Balarm Sakfi docngan Bulog, PV, Goro Batara Sakti dzlam
hal ini diwakili Ricardo Gelael (Direktur Utama}, yang akhimya pelaksanaan
ruilslag ini dibatalkan pada tanpeal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/HUTOMO MANDALA PU-
TRA alias TOMI bin SOEHARTO hanya sebagai Komisaris bahkan sejak tang-
gal 8 September 1996 tidak lagi menjadi Komisaris pade PT. Goro Batara Sakti
sebogalmana diuralkan di ates, maka segala perbuatan yang telah dilakukan dan
diduga melawan hukum oleh Direktur [itama PT. Goro Batara Sakti, tidaklsh
dapat dipertangpunp jawabkan kepadanya, kalaupun sebelumnya kedudukan
Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOM] bin SOEHARTO sclaku
Komisari pada PT. Goro Batara Szkti tetapi dalam kapasilasnya mewakill PT.
Humpuss, dan scbagai Komisaris yang memberikan persetujuan kepada Direksi
untuk melakukan perbuatan hukum tertentu tidaklah bertentangan dengan
Undang-undang dalam hal ini Pasal 100 ayat {1) Undang-undang No.l Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas,

Menimbang, bahwa setiap perbuatan melawan hukum dapat dipertanggung
jawabkan kepada seseorang apabila dari bukti-bukti yang ada benar orang terse-
but yang harus dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan itu, Kenyataannya
dalam perkara a que sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas kepada
TerdabowaHUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO tidak
dapat diberikan pertanggung jawaban itu kepadnya, schingga dengan sendirinya
menurut hukum kepada Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI
bin SOEHARTO atas perkara o guo tidak terbukti adanya perbuatan melawan
hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (1) sub 2 jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3
Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-le jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di,
atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon harus dinyatakan dapat
dikabulkan, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 263 (2) huruf b
jou Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP untuk membatalkan putusan Mahkamah
Agung tanggal 22 September 2000 Nomor : 1 K/Pid/2000 yang telah membatal-
kan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 1999 No.
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198 K/PID.B/1999/PN.Jak.Sel. dan Mahkamah Agung (Majelis Hakim penin-
Jjauan kembali) akan mengadili lagi perkara tersebut dengan mengambil alih per-
timbangan dan putusan Hakim pertama yang amamya berbunyi seperii vang
akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjavan kembali ad.l dikabulkan,
maka alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbanghan
lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dibebaskan, maka biaya perkara
dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 266 (2) b KUHAP, Pasal 21 Undang-undaog Mo, 14
tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No.§ tahun
1981 dan Undang-undang Mo, 14 tthun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjsuan kembali dari Pemohon peninjauin
kembali/Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOM! bin SOE-
HARTO, terschut;

Membatalkan putusan Mahkamal Agung tanggal 22 Septomber 2000 No. |
K/Pid2000;
MENGADILI KEMBALL
l. Menyatakan Kesalshan terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias

TOMI Bin SOEHARTO atas perbuatan-perbuatan vang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2.  Membebaskan Terdakwa olch karena itu dard semua dakwaan Penuntul
Umum;

3. Menyatakan memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang barang buldti berupa surat surat yaitu ;

4.1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asser Bulop
seluns 8§ Ha di Kelurshan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa
Gading Kotamadya Jakarta Utara.

4.2, Tanah asset Bulog (Dolog Jaya) beserta banpunan yang berada di
atasnya beseria isinya seloas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.

4.3. Asser tanah Bulog berikut bangunan yang berada di ntasnya di Raws
Domba Jakarta Timur,

4.4, Asset tanah Bulog di J1. Ahmad Yani JTakarta Timur.

I
L]
-1
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4.5. Sural pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan
Cilincing Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-
lampirannya sebanyak 288 SPH.

Asset \anah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya
Jakarta Utara seluas + 71,7, Surat-surat :

Surat-surat ;

4.6.

4.7.

4.7.1,

4.7.2.

4.7.1,

474

4.7.5.

4.7.5.

4.7.7.

4.7.8.

MolU No.001/Bulog-5AS/11/95 tanggal 17 Februari 1995
(saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP).

Surat Kabulog kepada Menkeu tentang rudlslag gudang Bu-
log Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruil-
slaglasset pengganti 150 Ha, asset Bulog 48 ha),

Mema Ir, Zulkarnain Idris, Direksi PT.SAS tangeal 10 Sep-
tember 1995 kepada terdakwa Hutomo MP mengenai pelak-
sanaan disposisi terdakwa Hutomo MP agar menyerahkan
dokumen ruilslag kepada saksi Ricardo Gelael,

Memo terdakwa Hutomo MP, Dircksi PT SAS agar pEngu-
rusan ruwifslap  diluksanakan saksi Ricardo Gelael dari
PT.SAS.

Memo No.001/Dint/GBS/VIILSS tanggal 7 Agustus 1995
yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan
kepada terdakwa Hutomo MP, perihal ruilslag tanah dan pu-
dang Bulog di Sunter serta penjualan Tanah Bulag, yang isi-
nya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil
pertemuan Mensesneg, padahal saksi Ricardo Gelael baru
membuat Mol tanggal 11 Agustus 1995,

Surat Menkeu kepada Presiden RI No.S464/MK.03/95 me-
ngenai ruilslag beserta alasannya yang menyebutkan asser
Bulog 48 ha assef pengganti 150 ha dan menyebutkan
Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan
kepada Presiden,

Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruilslag,
yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyata-
kan bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerja-
sama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelae! baru
membuat Moll dengan saksi Beddu Amang tanggal 11
Apustus 19935,

MoU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan
terdakwa Hutomo MP dan saksi Ricardo Gelael dimana
dinyatakan asset pengganti kurang lebih 150 Ha dan asser
Bulog 48 ha.

Vurispeiadenst Mahifamal_Agung B

4.7.9.

4.7 1

4.7.11.

4.7.12.

4. 7.13

4.7.14.

4.7.15.

Kesepakatan bersama tanggal 28 Apustus 1995 antara saksi
Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP membatalkan
Mol No. 001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995,

Surat Mensesneg vang ditandatangani oleh Moerdiono
kepada Menkeu No.B-230/M. Sesneg/10/1995 tanggal 11
Oktober 1995, perthal ruilslag sebagai jawaban surat
Menkeu WNod64/MK.03/95 tangeal 31 Juli 1995 dan
menunjuk PT.GBS,

Surat Kabulog Beddu Amang No.B/1332/111/11/95 tanggal
20 November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro
Batara Sakti yang isinya menyetujui lokasi tanah pengpanti,
namun jumiahnya turun jadi 100 Ha,

Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael
tanggal 20 Movember 1995, vang mengirimkan surat Menkeu
dan agar saksi Ricardo Gelael membicarakannyva dengan ter-
dakwa Hutamo MP

sSurat Menkeu Mo.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Descmber
1995 yang ditujukan kepada Kabulog yang menyetujui ruif-
slag tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep, Menkeu
No.350/KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan
menckankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan
apabila asset pengeanti,telah selesai dibangun secara lengkap
dengan perjanjian‘kontrak serta telah diperiksa oleh Tim
Peneliti dan asset Bulog baik secara fisik maupun secara
administratif.

Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia
Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up. Dirjen Anggaran
yang menyampaikan rencana kebutuhan asser pengganti surat
MNo.B-B72/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1996,

Atas surat No.B-B72/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun
surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggeran
yaitu surat No.5-53661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996
dengan lampirannya yang harus dipedomani oleh Tim Intor-
depr dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang
ditentukan oleh Kep, Menkeu No.350/KMK.03,/94 dan surat
Menkeu No.760/ME.03/95 tanggal 22 Desember 1996, na-
mun surat ini tidak bisa dipedomani oleh Tim Interdept dalam
melaksanakan tugasnya karena Tim [nterdept sudah selesai
melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara
penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula asser Bulop
tidak lagi bisa diteliti karena |1 gudang sudah dibongkar dan
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4.7.16.

4.7.17.

4.7.18.

4,7.19.

sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Ja-
karta Utara dan sudsh diresmikan oleh Presiden pada bulan
Oktober 1996, sebelum perjanjian ruilsiag dibuat.

Surat perjanjian ruilslag No.PTB-61/02/97 tanggal 7 Februari
1997 Wo.001/GRS-Bulog/l/97 antara saksi Beddu Amang
denpan saksi Ricardo Gelagl selaku Dirut. PT. GBS, sebagai
kelanjutan Mol tanggal 11 Apustus 1995,

Alkte perjanjian pendshuluan untuk peralinan hak atas tanah
di Marunda seluas 60 Ha, antara Ken Laksono yang menda-
pat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetu-
juzn dari Terdakwa Hutomo MP, dengan Hokiarto, disini
Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar
Rp.20 Milyar untuk membayar pembebasan 35 Ha, tanah di
Marunda Jakarta Ulara dengan biaya 18,5 % pertahun,

Akte Mo.265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan
kerja sama antars saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo
welael yvang dibual dn badapan Notans Trisasono, SH, yang
isinya berdasarkan surat pevjanjion rufisiag tangeal 7 Febroari
1997 No. PIB-61/02/97, No. 001/GBS-Bulog/II/1997 di-
nyatakan pihak kedua (PT: GBS) menyediakan tanah seluas
71 Ha, sebagaimana terdapat dalam daftar tanah tanggal 30
Desember 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak
kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan
suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan
tanah untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak
keduas, dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama
yang merupakan asset pengganti dari pelaksanaan ruilslag
dalam perjanjian di atas tanah lebih kurang 71 Ha. ( Pasal 1)
dalam Pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pi-
hak pertama, pajak pajak menjadi sebap pihak kedua,

Akie No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang disebut di
hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu
Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kai-
tan ruilsiag sebagaimana tertuang dalam sural perjanjian u-
kar menukar antara Bulog dengan PT. GBS.tanggal 7 Febru-
ari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di
Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan
mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoper-
kan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus scgala
perizinan, sertifikat surat surat dan perlengkapan administrasi
lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo
Gelael selaku Dirut, PT, GBS,
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4.7.20.

4,721

47323,

4.7.24.

4.7.25,

4.7.26.

SPH tanah asrer pengganti di Marunda yang ditandatangani
oleh John Ramses dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara
Sakti tanggal 26 Desember 1997 selalu penerima hak dan 20
SPH ditandatngani fangsung oleh saksi Beddu Amang se-
laku penerima hak, padahal isi 208 SPH. tidak pemah dilak-
sanakan karena si penerima hak tidak pernah menyerahkan
uang kepada pemilik: tanah sebagaimana tercantum dalam
208 SPH. tersebat,

Surat BPKF kepada Menkowasbang No.SR.02.03.01-825/K/
1998 tanggal 6 MNovember 1998, yang menyatakan bahwa
ruilslag tersebut dilanjutkan karena ruwifslag tersebul dilak-
sanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan
atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan
mengenai ruiisfag baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas
assef pengganti vang semula ditentukan 150 Ha. dirubah
menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT.

GRS dis tabarrin
GBS, dan EEISTUETYR,

.. Persetujuan Komut PT. GBE. Terdakwa Hutoma Muandals

Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit
dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Bp.20 Milyar,
Persetujuan Komut Terdakwa IHutomo MP. kepada saksi Ri-
cardo Gelael untuk menanda tangani di hadapan Nataris
Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antera
Hokiarto dengan PT. GBS. yang di-wakili saksi Ricardo
Gelazl,

Surat Mo.D26/GBS/IX/95 tanpgal 21 November 1995 dari
Dirut PT. GBS. saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu
Amang perihal peninjauan pudang Bulog Kelapa Gading,
tembusan Terdakwa Hutomo MP. selaku Komut.

Surat No.B-988/111/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 peri-
hal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang di-
tandatangani cleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada
perinsipnya menolak permintaan sabsi Ricardo Gelael sesuai
surat Mo-19/GBS/VIIL 1995 tanppal 29 Apustus 1995 namun
pudang sunter A No.03 dan 05 dapat disershkan sehingga 4
unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.

Surat No.03 L/GBS/IX/1995 tangpal 27 September 1995 dari
saksi Ricardo Gelacl dan saksi Beddu Amang, yang mende-
sak agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit pu-
dang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.
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4.7.27.

4.7.28.

4.7.29.

4.7.30,

4731,

4.7.32,

4.7.33.

4.7.34.

4.7.35.

Surat No, 03 1/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi
Ricardo Gelael kepada saks] Beddu Amang unuk meminjam
pudang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutome MP.

Surat No.042/GBS/X/1995 tangeal 12 Oktober 1995 dari
saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih
masalah peminjaman pudang, tembusan Terdalkwa Hutomo
MP,

Surat Mo . 00B/GBRS/L/1996 tangeal 24 Januari 1996 dari saksi
Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengaju-
kan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa
Hutomo ME.

Surat No.003/GBS/T/1996 1anggal 24 Januari 1996 dan saksi
Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam
rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pem-
bangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ri-
cardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan un-
tuk meminjamkan gudang tambahan milik Doloz Jaya terse-
but, tembusan Terdakwa Hutomo MP

Surat No.03B/GBS/II/1996 tangeal 29 Februari 1996 dari
saksi Ricardo Gelael kepada KaKanwil Pertanahan DKI Ja-
karta agar diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan
Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.,

Surat PT, GBS, No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januarl
1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No.3 sampai
dengan No.8,

Surat Kabulog NoB-1230/01/XI11/95 tanggal 4 Desember
1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs.
Fadamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB
karena PT. GBS, sudah disetujui untuk meruilslag komplek
pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak
Presiden RI,, maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan per-
mohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro di
gudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa
Gading.

Berita lewat Kabulog N.T-954;041196 yang dikirim kepada
Kaduolog Jaya Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Beddu
Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog
Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Gora,

Surat No.B-162/T11/02/1996 tangeal 23 Februari 1996 dan
sural No.B-165/111/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang
meminta agar PT. GBS untuk sementara menangguhkan/
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menghentikan segala keeiatan yang merubal/menambah dan
atau memindahkan asser Bulop yang akan di ruilslag tersebut.

4.7.36. Berila kawat dalam Megeri No.T-197/ D11896 yang menun-

juk surat PT. GBS, No.004/GBS/1/1996 tanggal 15 Januar
1996, dimana szksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS,
membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat
perkulakan Gore dan memerintahikan Kadolog Jaya mem-
persiapkan’ segala sesualu sehubungan dengan kegiatan
pelaksaraan pemnbongkaran tersebut.

4.7.37. Bukti pembayaran PBB tahun 19946 atas asser Bulog di K::—_

camatan Eelapa Gading Jakarla Utara,

4.7.38. Dan surat surat pelepasan hak tanah di Marunda scbanyak

188 SPH, surat surat dimaksud adalah.;

M. Pelepas Hak Luas Penerima
Penveralian
i = 1 | P
1. | Hari Catuc 2,000 lohn Ramses/
Fen Laksono
2. | Wurhayin A 4,512
i, | Darsono SA 4,175
4, | Amin Zulhairi 4,500
5 Hari Catur 3,260
f Fumamo 4,500
7. | Beno Harban: 4,000
8 | Muryanto 3,995
9. Basuki 4,790
10.| Amin Zuhairi 3,025
1.} Nurhiyin A, 00
12.| Sapto Womo 1,600
13:| Syufiyadi 500
4. Muryanto S00
15.| Basuki 630
16, | Murhayin A 2,525
17.{ Hermen 5., SA. 1,753
18, | Sukirman 3,000
19.| Darsono, SA. 4,950
200, | Tri Subondana 300
21. | Suwandi 4,910
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Basuki

Hari Catur
Suwindi

Trn Subandana
Beno Harbani
Herman 8., SA.
Tamin Sukariana
Muhayi Azis
Amin Zuhuiri
Drarsono, SA.
Tamin Sukarianag
Abdul Raul
Basuki

Suwandi

Tri Swhandana
Tamin-Sukuriana
Abdul Roaul
Han Catur
Sapto Utomo
Tri Subandana
Sukirman
Suwandi
Syuliyadi
Sukirman
Herman 5., 5A.
Amin Zubairi
Basuki

Bano Harbani
Suwandi

Beno Harbani
Basuki
Sukirman

Tarnin Sukarians
Suwandi
Diarsono
Murhayin Aziz

4,923
2,015
3,550
3,000
4,010
4,530
2,000
3,574
4,000
4,000
4,250
4,000
4,000
208
2,000
4,890
4,725
4,730
3,666
3,000
4,000
4,000
4,770
4,000
4,000
4270
3,000
3,428
4,854
1610
4,000
£,000
4,100
4,000
4,000
000
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| ]
58, | Har Cator 350
591 Tr Subandana 1,300
6, | Basuki 50
61, | Sukirman 200
62, | Sukirman 300
63, | Suwnndi 500
64, | Wurhayin Aziz 4,000
63, | Nuryayin Aziz 4,319
66. | Herman §, SA, 4,250
67. | Darsono, SA. 4,975
68, | Darsono, 54 4,000
6%, | Murhavin A. 4,400
l 70.| Tamin Sukariana 4,400
I | lumin Sukarians 4,047
T2 | Wurhoyin A. 3,000
T73.| Tamin Sukariana 2618
74. | Murhayin 3,600
75, | Tamin Sukariana 4,500
Th. | Suwandi 4,000
77.| Herman 8., 5A. 4,000
78.| Harl Catur 3,670
72.| Herman S, SA. 4,950
B0, | Syufuyadi 4,950
Bl | Basuki 4,250
§2.| Hard Camr 3,000
83. | Tamin Sukardana 4,000
%4, | Wuryanto 3,500
85.| Bnsuki 4,000
846, | Amin Zuhair 4,000
87.| Herman 5., SA 4, 00
BH. | Nuthayin A 4,800
89.| D[rarsono, SA. 4,712
9. | Darsono Sono 4712
91. | Tamin Sukriana 4,707
92. | Wurhayin Aziz 3.0
93, | NWurhayin Aziz 4,850
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94, | Wurhayin Aziz 2,000
95, | Murhayin Aziz 4950
96. | Tamin Sukariana 1,113
27.| Tamin Sukariana 3,812
8. | Sukirman 4,500
99, | Herman 5., SA. 2,370

100, Herman 5., SA. 3,789
101.| Darsono, SA. 3,787
102, ] Murhayin A. 3,787
103, Darsono, SA. 4,500
104. | Murhayin A. 4, 500
105, Sukirman 1,800
[06.] Tamin Sukariana 4 000
107| Heman'S, SA HE37
1081 Tamin Sukarians 4,000
109, [ Darzsono 1,317
110.| Darsono, SA. 4,000
111.| Darsono 4,399
112, Herman 5., SA. 3,500
113.| Herman S, 5A, 4,685
114, | Herman S., SA. 4,511
115, | MWurhayin A, 4,500
116, Herman A, 4 500
117.| Sukinman 4,500
118, | Nurhayin A, 4,50+
119.] Darsone, SA. 4,500
120, Tamin Sukariana 4,500
12| Svufiyadi 2,360
1221 Tri Subandana 4,000
123.| Basuki 4,000
124.] Herman S. 4,950
125, Wurhayin A, 2,500
126, Tamin Sukariana 4,331
127.| Tamin Sukariana 3110
128.| Nurhayin A. 4,950
129.] Sukirman 2,565
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130, Murhayin A.

131.| Herman 5.

132.| Darsono

133, Darsano

134.| Tamin Sukariana
135, Tri Subandana
136, Abdul Rauf

137, Tamin Sukariana
138.] Herman 5., 54,
139, Pargiman

140, ] Pumomo

141, Sapio Uhomo
[42.| Aris Endorso

143 Darsons SA

144, | Amin Zohairi
145, Amin Zuhairi
146, Tri Subandana

147.] Nurhayin A.

[48.] Darsona

149, [ Temin Sukarissa
150. | Basuki

151, Abdul Rauf

152.1 Muryanto

153.| Darsono, SA.
154.| Darsono, SA.
155.| Darsonn, SA.
156.| Wuryanto

[57.] Sukirman

I58.| Tamin Sukariana
159 Tamin Sukariana
160.| Herman 5, SA.
161, Herman 8., SA.
162:] Hermen §., SA.
163.| Budi Santosao
164, Herman 5.

165:] Sukirman

Verisprudensi Mafikamali_Agung &I

3,000
2.463
2,500

650
1,500
1,645
4,500
2,040
1,290
4816
3,550
4,950
4,850
1,919
3,7
1.508
1,132
4,600
3,500
1,000
4,335

870

B70
4,950
3,490
3,428
4,000
3,400
4,800
3,750
4,999
1,008
4,950
4,680
4,000
5,000
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166.| MNurhayin Aziz 1,287
167, | Tamin Suknariang 2,175
168, | Darsono 3,400
169. | Darsono, SA. 4,000
170, Darsono, SA. 2,742
[71.] Herman S. 4,080
172§ Sukirman 2,730
173.] Sukirman 4,600
[74.| Tri Subandins 4,038
175.| Muryanto 250
176, Abdul Raul 250
177, Sukirman A00
178.| Basuki 1,975
179 | MNursmnto 1550
180. | Norhayin Ariz 4,950
181.] Muryanto 4,000
182.| Suwandi 1,696
183.| Sapto Utomo 2,000
1R4.| Harm Catur 3,735
185,| Parsiman 2,760
186, Tamin Sukariana 2,640
187.| Suwendi 200
188.| Tamin Sukariana 00

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
lain.

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini
kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratar pada hari JUMAT,
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2001 oleh Drs. H. Taufig, S.H.M.H. Wakil Ketua
Mpohkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soeharto, S.H. dan H. German
Hoediarto, S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari : SENIN, TANGGAL | OKTOBER 2001 oleh
Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan O.K. Joesli, S.H.
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Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali ter-
sebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA
ttd. tid.
SOEHARTO, SH. Drs, TAUFIQ, SH.MH,
ttd.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,
ted,
O.K. JOESLI, SH.

Untuk Salinan
MAHEAMAH AGUNG RI1
Kepala Direktorat Pidana,
d.

MOEGIHARDJO, SH,
WIF 040013664
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